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I. La tar Belakang 

BABI 

PENOAHULUAN 

Lelang merupakan sarana perekonornian yang keberadaannya telah lama 

berkembang dan dikenal dalam masyarakat. Hal ini dapat ditihat dari literatur Yunani 

yang menyebutkan bahwa lelang telah lama dikenal dalam sejarah manusia yaitu 

sejak 450 tahun sebelum masehi. Pada saat itu, penjualan lelang yang dikeual dan 

popular di Yunani adalah lelang untuk hasil karya-karya seni, tembakau dan kuda.1 

Namun dalam perkembangannya lelang tidak lagi terbatas pada barang diatas 

melainkan pada penjualan harta perang, termasuk para budak di jalan Romawi. Di 

Negara-negara maju pada saat ini, penjualan lelang telah menjadi salah satu 

alternative penjualan ba.rang yang efuktif dan efesien serta diselenggarakan secara 

proressional. 

!A:Iang adalah suatu cara penjualan barang yang bersifut khusus. Pelaksanaan 

lelang bersifat terbuka al.au transparan Semua orang yang berminat pada dasarnya 

dapat ikut menjadi peserta lelang. Mereka bersaing untuk memperoleh barang yang 

dilelang melalui eara pembentukan harga yang bersifut kompetitif. Artinya para 

peserta lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpin oleh seorang auiioneer 

(pejabat !clang) dapat ikut serta untuk mengadakan penawaran. Peserta deagan 

penawaran harga tertinggi yang sudah memuaskan pemilik barang karena sudah 

mencapai atau melampaui barga limit atau harga minbnal yang diinginkan pemillk 

barang akan dinyatakan sebagai pemenang lelang atau pembeli lelang. Penjualan 

barang seperti inijuga bersifat efesien dan efuktifkarena pemilik barang atau penjual 

barang tidak perlu terlalu susah payah mencari pembel~ tidak perlu berunding dulu 

deagan peminat, tidak perlu penautara, karena lelang diumumkan terlebih dahulu, 

kemudian lelang dilaksanakan peda har~ tanggal dan tempat tertentu. ltu sebabnya di 

negara-negara maju lelang sudah menjadi sarana parekonomian sehari-hari karena 

1 F.X. Sutardjo, "'Prospek Dan Tanta.ngan Lelang Di Era Globalisasi," (Makalah disampaikan pada 
perkuliahan Pcraturan Lelang, Universitas Indonesia, Depok, 4 September 2006 dampai dengan 30 
Desember 2{)06), blm. 1. 
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perekonomian yang maju membutuhkan cara~cara transaksi yang efesien dan efektif. 

Berbeda di negara-negara rnaju. lelang di lndonesia yang di kenalkan oleh 

pernerintah kolonial tahun 1908 melalui Vendu Reglernent StbL 1908 No. 189, 

belumlah menjadi sarana perekonomian yang dapat bersaing denga.n cara penjualan 

yang biasa. Peraturan tentang lelang di Indonesia diawali dengan Vendu Re/egment 

(Peraluran Lelang) Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu lnstructie (lnstruksi Lelang) 

Stb. 1908 Nomor 190. Peraturan tersehut sampai saat ini masih bedaku di Indonesia 

berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi segala peraturan 

yang telah ada tetap akan berlaku sepanjang belum dicabut, ditambah alau diubah 

dengan ketentuan yang baru. 2 Peraturan pelaksanaan untuk lelang dikeluarkan oleh 

Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang 

kemudian menjadi dasar bagi diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Indonesia 

Nomor 40/PMK.0?/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sekarang ini. Dalam 

Pasal I Stb. 1908 Nomor 189 rumusan mengenai !clang dinyotakan sebagai berikut: 

'lintuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pe!aksanaan yang 

ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini, yang dirnaksud 

dengan "penjua!an di muka umum" ialah pe1elangan dan penjualan 

barang, yang diadakan di muka wnum dengan penawaran burga yang 

semakin meningkat, dengan persetujuan burga yang makin menurun 

atau dengan peodaftaran burga, atau dimana orang-orang yang 

diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau 

penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang 

membeli untuk menawar harga atau rnendaftarkan. ,,z; 

1 C.S.T. Kansil, Pengantar 1/mu Hulr.um Dan Tata Hukum Di Indonesia, oct.&, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 1989), him. 116. 
J Rochmat Soemitro. Peraturan dan Ins!ruki Lelang: Stb.{}8-f89 Peraturan Lelang I 

Vendreglement (Penjualan di muka t.urtllm di Indonesia) sebagatmana telah diubah dengan Sib. 4f1-
S6ja. Stb. 41-3. Bandung: Eresco, 1987. hall 
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Fungsi lelang di Indonesia pada umumnya dimanfaatkan untuk aiat eksekusi~ 

baik dalam perkara pidana, perdata, dalam penyelesaian piutang Negara rnelalui 

PUPN dan juga sebagai sarana untuk penertiban atau pengelolaan barang-barang 

milik negara {dalam peratman lelang di kenai sebagai lelang yang bersifat wajib/ 

compulsary) 

Sebagaimana dirnaklumi defenisi lelang yang sesuai dengan Pasal 1 

Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.0712006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang adalah sebagai berikut : 

'~Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang 

semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi yang didahului dengan pengumurnan lelang." 

Lelang sebagai sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan transparan 

memiliki dua fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat lelang terletak pada 

hakekat lelang ditinjau dari sisi perdagangan. Lelang datam dunia perdagangan pada 

dasamya merupakan alat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang 

menguntungkan para pihak yang terkait.' Adapun fungsi publik dari lelang tercemin 

dalam tiga hal yaitu : 

a. Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara untuk 

meningkatkan efisiensi dan tertib adminstrasi dari pengelolaan asset 

tersebut 

b. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan Jaw enforcement 

yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepestian hukum 

4 Sutardjo,peranan lJalai. Lelang Da/am Pef!jualan Oleh Para Plh(J)c, Seminar Sebari Peluang Bank 
8\\-asta Nasional Sehubungan Dengan Undang-undang Hak Tanggungan Dan Pendaftaran Tanah 
Yang Baru. Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalni Balai Leiang Surabaya, 23 Oktober 
1997, hal.40 
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c. Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk Bea Lelang dan U ang 

Miskin.' 

Sedangkan menurut : M.T.G Meulenberg, seorang Ahli l..elang Negeri 

Belanda dari Depertement of Marketing and Agricultural Market Research dalam 

paper "Auclions in Netherlands: Experiences and Development', mengatakan bahwa 

Lelang adalab suatu media antara pembeli dan penjual yang, tujuan utamanya untuk 

menemukan barga1.6. 

Sementara itu tujuan lelang seperti yang dikatakan oleh Meulenberg adalah 

priCe discovery atau menemukan harga yang diinginkan, seperti tersebut diatas juga 

sepenuhnya dibenarkan oleh Vendu Reglement dan peraturan pelaksauanya Melalui 

cara pena'~~<-.ran yang bersifat kompetitif dan dikontrol oleh masyarakat dengan asas 

transparansi, lelang diharapkan mernherikan basil yang baik. Siapapun yang benninat 

menjual barang secara lelang harus mengajukan pennohonan tertulis ke Kantor 

Lelang (dalam organisasi sekarang namanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang atau disingkat KPKNL) ditempat dimana berang yang akan dilelang berada. 

Permobonan lelang tersebut pada dasarnya tidak dapat ditolak olcb Kantor Lelang, 

kecuali permohonan tersebut tidak memenuhl persyaratan yang ditentukan dalam 

ketentuan lelang. Setelah pemohon lelang mendapatkan persetujuan dari Kantor 

Lelang Negara, dilakukan pengumuman terlcbih dahulu untuk pelaksanaan lelang 

pada surat kabar harlan. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dan ditutup 

dengan pembayaran dan pelunasan oleh pemenang lelang. Pelaksanaan lelang yang 

Ielah mernenuhl ketentuan tidak dapat dihall!lkan 

Namun demikian, perkembangan lelang di Indonesia masih menghadapi 

permasalahan, utarnanya yang menyangkut masalah barga. Hal ini terutarna teljadi 

! Karsono Suryo Wibowo, Ferahiran dan Proses Lelong oleh Ditjen Piutang dan Lelang Negara 
Dalam Raf!gkb Kepemllikan Lokokorya 2 hari. program /r.erjasama curalcr atau pengurus dan 
haJcim pengtnvaS, Jir{jauan secara kritis jakarta 30-31 jv/i 2002 

' F.X Sutanljo. "A.z.as~aus yang Mendasari Lelang, .. (Makalah disampaikan pada kuJiah Hukum 
Lelang, Depok, Agustus- Desember 2006), hal. 5. 
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dalam lelang eksekusi dan lelang atas barang-barang milik negara. Masalah utamanya 

adalah karena barang-barang dalarn kedua jenis lelang tersebut diatas tidak dijual 

oleh pemiliknya sendiri seperti halnya lelang sukarela, tetapi barang dijual oleh 

instansi/ pejahat terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berloku. 

Sistem lelang yang didasarkan pada asas-asas yang balk seperti tranparansij 

kompetitif; efesiensi dan akuntabilitas akan menghadapi lantangan ketika berhadapan 

dengan perilakul kelakuan pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dangan 

cara-cara yang tercela antara lain melalui kolusi. Akibat tindakan curang tersebut 

diatas, moka hasil lelang dari jenis lelang tersebut diatas sering kali menjadi tidak 

optimal. 

Terkait dengan masalah kolusi tersebut diatas, penulis ingin melihat dan 

meneliti bagaimana praktek lelang tersebut dan apakab ada gagasan untuk mencoba 

mengatasi masalah tersebut. Untuk itu penulis melakukan studi kasus di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta yang menurut 

informasi sedang berusaha mencari cara mengatasi hambatan daiam cara pelaksanaan 

lelang tersebut. 

Setiap lelang dibuatkan Risalah Lelang yang di dalamnya tercantum 

ketentuan klausul yang mer\ielaakan tentaog hak dan kewajiban pembeli lelang, 

pemohon lelang, dan KPKNL dan mengikat para pihak sebagai perjanjian. Rlsalah 

Lelang memuat ketentuan klausul yang merupokan perjanjian yang mengikat bagi 

para pihak dan merupakan perjanjian baku, karena isi dari ketentuan klausul tersebut 

ditentukan secara sepihak oleh Kantor Lelang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

Risalab Lelang dlperganakan antara lain: bagi penjual, sebagai bukti telah 

melaksanakan penjualan sesuai prosedur lelang. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti 

pembelian yang dlpergunakan sebagai dasar untok memobonkan eksekusi 

pengosongan pada Pengadilan Negeri seternpat apabila objekljarninan butaog yang 

dieksekusi !clang masih dihuni oleh pemilik semula dimana pemilik semula tidak 

rnau mengosongkan secara sukarela Bagi pihak ketiga. misalnya Kantor Pertanahan 

merupakan dasar hukum untuk balk nama atas tanah dan bangunan rumab di atasnya 
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yang dieksekusi lelang. Bagi administrasi lelang adalah sehagai dasar perhitungan 

bea lelang dan uang miskin serta merupekan pertanggungjawaban alas pe!aksanaan 

!e!ang (pengawasan alas peraturan lelang). 

Oleh karena itu negara-negara rnaju mempunyai pengalaman mengenai 

lelang dapat dikatakan sehagai bukti bahwa lelang merupakan institusi pasar yang 

relevan pada era globalisasi saat ini. Perlu di ketahui bahwa salah satu masalah yang 

dihadapi lelang pada saal ini adalah persoalan harga dan karena ilu diperlukan 

seerang appraisal untuk menentukan harga jual dalarn !elang. Hal ini menyebabkan 

perbedaan antara penjualan lelang dengan penjualan dengan cara !ainnya yaitu !elang 

bersifat adil, aman, cepat dan mewujudkan harga yang wajar serta transparan. 

Perkembangan dan perubahan pe!aksanaan !elang serta berbagai hal yang 

terkait dengan le!ang dalam mengikuti perkembangan masyarakat lersebut dapat 

dilibat antara lain dari perubaban rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang­

undang yang mengatumya. 

Sisi posilif yang terkandung dalarn pelaksanaan penjualan !wang secara 

leJang antara lain adalah adiJ, aman. cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin 

adanya kepastian hukum. Adif karena disaksiksn pirnpinan dan dilaksanakan oleh 

Pejabat Umum yang oleh Pemerintah yang bersifat independent. Cepal dan efisien, 

karena le!ang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat 

berkumpul pada saat harl lelang dan pembayaran tunal. Harga wajar, karena 

menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan serta 

menjamin kepastian hukum, karena dilakaanakan oleh Pejabat Lelang dan dibuat 

Risalah Lelang sebagai akta olentik. 

Dalam Pasal 35 Peraturan Menter! Keuangan Nomor 40/PMK.0712006 

tentang Petunjuk Pelaksanaan l.elang di sebutkan bahwa penawaran Ielang dapat 

dilakukan dengan eara langaung atau tidak langaung. Penawaran lelang tersebut di 

alas dapat dilakukan dengan cara : 

a. Lisan, semakin meningkat atau menmun; 

b. Tertulis, 

Unlversitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



7 

c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalarn hal penawaran tertinggi belum 

mencapai harga limit 

Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan secara langsung~ 

semua peserta lelang yang sah atau kuasanya pacta saat mengajukan penawaran harus 

hadir di tempat pelaksanaan !clang. Dalam hal penawaran !clang yang dilakukan 

langsung secara iisan,. peserta lelang mengajukan penawaran secara lisan. Begitu 

sebaliknya jika penawaran lelang dilakukan langsung secara tertulis, peserta lelang 

mengaju.kan penawaran dengan cam mengajukan surat penawaran, 

Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta dalam hal ini dititik beratkan 

pada lelang non eksekusi. Menurut Pasal l angka 5 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Lelang non eksekusi 

wajib adalah !clang untuk melaksanakan penjualan barang milik negaraldaerah 

sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negaral Daerah 

(BUMNID) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara 

lelang, terrnasuk kayu dan basil hutan lainnya dari Iangan pertama 

Berdas.arkan prosedur pelaksanaan lelang, penentuan harga limil dilakukan 

oleh penjual. Dalam Pasal I angka 20 Peraturan Menteri Kauangan Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, harga limit (reserve price) 

adalah harga minimal barang !clang yang ditetapkan oleh penjual/ pemilik barang 

untuk dicapai dalam suat:u pelelangan. Dari harga limit yang ditcntukan oleh penjual 

tersebut, paaa peserta lelang dapat melakukan kolusi dalam palaksanaan lelang yang 

di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun kolusi yang 

di rnaksud adalah hahwa peserta yang ikut pelelangan dengan cora penawaran lisan 

tersebut sebelumnya Ielah berkumpul dan sepakat w1tuk melakukan penawaran sesuai 

dengan harga limit atau sedikit di alas harga limit yang di tentukan. 

Untuk mengelahui lebih lanjut bagairnana proses lelang yang tetjadi di kantor 

lelang Yogyakarta sampai dengan terjadinya kolusi dalam pelaksanaan lelang di 

kantor lelang Yogyakarta yang dilakukan oleh oknum peserta lelang maka penulis 

merasa tertarlk untuk memhahas kasus tersebut dengan jude~ "Tinjauao Yuridis 
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Terhadap Pelaksanaan Lelang Dalam Usaha Pemberantasan Kolusi Yang 

Terjadi Di Kantor Pelayanan Kek.ayaan Negara Dan Lelang (Studi Kasus Pada 

Kantor Pefayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta)" 

2. Pokok Permasalahan : 

Berdasarkan uraian !alar belak.ang diatas, maka dapat dirumuskan pnkok 

p~ahsebagaiberikut: 

I. Bagainuma prosedur pelaksanaan lelang sampai dengan terjadinya kolusi pada 

saat pelaksanaan lelang oleh KPKNL Yogyakarta? 

2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan KPKNL Yogyakarta untuk mengatasi 

kolusi yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang? 

3. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu., sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti penelitfan dilakukan dengan 

taat asas7
• Untnk itu penelitian ini dilakuk.an berdasarkan tabapan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis peoelitian yang diguoakan adalah penelitiau hokum normatif. Penelitian 

hokum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara 

meneliti bahau pustaka atau data sekunder'. 

2. Tipe penelitian. 

Tipe penelitian yang diguoakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analltis , 

Dcskriptif analitis yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan seeara jelas, 

rioci dan sistematis9 mengenai permasalahan yang berhubungan dengan 

1 Sri Mamudji, eta/., Metode Penelition Dan Penulisan Hukwn, cet. t. (Jakarta : Badan Penerbit 
Faku!tas Hukum Indonesia. 2005), hal. 2. 

1 Soerjono Sookanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hulr:um Normal/f. ed. l ~9. {Jakarta : RajaGrafindo 
Persada, 2006). hal. 12. 

9 Sri Mamudji, et at op. cil., hal. 4, 
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kewenangan kantor lelang Yogyakarta dan bagaimana praktik kolusi bisa terjadi 

di kantor lelang Yogyakarta oleh oknum peserta lelang serta bagaimana upaya­

upaya yang dilakukan kantor lelang Yogyakarta uotuk mengatasi kolusi tersebut 

dengan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku kemudian 

dideskripsikan dalam satu bentuk tulisan. Disamping itu juga diberikan alternatif 

pemecahan masalah yang muncul dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan di 

Kantor Lelang Yogyakarta. 

3. Data dan sumber data. 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalab data sekunder yaitu dengan 

mengumpuikan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan 

perundang-undangan tentang hukum lelang dan Wawancara kepada kepala 

kanlor !clang Yogyakarta mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi 

kolusi yang terjadi di kantor lelang Yogyakarta 

Sumber data sekunder atau pustaka hakum ini diperoleh dati : 

a. bahan hukum primer yaitu haban hukum yang mengikat berupa keputusan, 

peraturnn, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan Ielang 

yang meliputi: Peraturan Menteri Keuangan Nornor 401PMK.07/2006 

tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

b. bahan hukum sekuoder yaitu bahan hukum yang memherikan penjelasan 

rnengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dati buku-buku, makaJah dan 

artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. 

c. bahan hukum tertier berupa kamus bukum. 10 

4. Pengurnpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitinn ini mengganakan studi kepustakaan yaitu 

studi yang didapat dati pemturan lelang dan peraturan perundeng-undangan serta 

beberapa li!eral\lr atau buku-buku dengan cara membaca, mempelajar~ mengutip 

data tersebut lllltuk pembahasan11
• 

5. Pengo!ahan data. 

10Soerjono Soekanto dan Sri Marnudji, op. cit., haL 13. 
11 Sri Mamudji, el at., op. ell., hal. 30. 
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Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kemba!i untuk menghindati 

kesalahan dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut 

diklasifikasikan menurut bahasannya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan 

kerangka bahasan yang ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk 

memperoleb kesimpulan. 

6. Analisis data 

Data dan hasil wawancara yang terkumpul kemudian diani!isis dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan kedalam bentuk 

kalimat secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai 

masalah yang dibahas. 

4. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalarn penulisan tesis ini adalab terdiri atas 3 (tiga) bagian atau 

disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab 

dengan bah lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BABI 

BABll 

; PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bah pendahuluan yang terdiri dari Jatar belakang 

masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika 

penuJisan. 

Tinjauan Yuridis Tedtadap Pelaksanaan Lelang D.a:lam 

Usaha Pemberantasan Kolusi Yaog Terjadi Di Kantor Lelaog 

Yogyakarta 

Bab II merupakan bab pembahasan mengenai praktik kolusi yang 

te-Qadi di kantor lelang Yogyakarta oleh oknum peserta lelang, yang 

disajikan mengenai teori-teori hukurn dan tlnjauan pustaka yang 

memiliki hubungan dengan penelitian seperti menguraikan secara 

teoritis dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sub hab 

Pertama tentang Tinjauan teori tentang lelang, sejarah lelang negara, 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



ll 

defenisi lelang, dasar hukum Jelang, fungsi lelang. asas-asas lelang? 

sistem 1e1ang, jenis-jenis lelang, tata cara penawaran. organisasi dalam 

pelaksanaan lelang, prosedur lelang~ persiapau lelang. Sub bab Kedua 

tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sub bab ketiga tentang 

profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Yogyakarta. sejarah 

pembentukan kantor lelang Y ogyakarta. struktur kantor lelang kantor 

Yogyakarta. Sub bab keempat pembahasan pokok permasalaban yang 

lerdiri dari tenlang analisa prosedur pelaksanaan lelang sampai dengan 

tetjadinya kolusi pada saat pelaksanaan lelang oleh kantor lelang 

Yogyakarta dan upeya-upaya yang telah dilakukan oleh kantor lelang 

Yogyakarta untuk mengatasi kolusi yang terjadi. 

BAB ill : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi k:esimpula.n yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalaban yang diajukan dalarn 

tesis ini, dan apabila terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam 

jawaban permasalahan yang dibahas dalam tesis ini maka akan 

dimasukan kedalam saran-saran yang mungldn dapat digunakan 

sebagai bahan masukan dan bermanfa.at bagi perkembangan dalarn 

hukum lelang di Indonesia, khususnya pada kantor !clang Yogyakarta. 

Selain bal-bal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, penuis memuat 

pula daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis dalarn penulisan 

tesis ini. 
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BABII 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN LELANG 

DALAM USAHA PEMBERANTASAN KOLUSI YANG TERJADI 

DI KANTOR LELANG YOGY AKARTA 

2.1 Tinjauan Teori Tentang Lelang 

2.1.1. Sejarab Lelang Negara 

12 

Tahun 1908 :Terbentuknya Unit Lelang Negara berdasarkan Vendu 

Reglement, Stbl.l908 No.l89 dan Vendu Jnstructie. Stbl.l908 No.I90 

Peraturan-peraturan Dasar Lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan 

menjadi dasar hukum penyalenggaraan lelang di Indonesia 1955. 

Tahun 1955: Unit Lelang Negara berada di lingkungar> Departemen 

Keuangan dan langsung dibawah Menteri Keuangan. Bernama Inspeksi 

Urusan Lelang yang sejajar dengan lnspeksi Pajak. . 

Tahuo 1960: Terjadi pembentukan Direktorat Jendernl di lingkungan 

Departemcnt Keuangan,. dengan ketentuan tiap Departement rnaksimurn 

mempuoyai 5 ( lima ) Direktorat JenderaL Maka Unit Lelang Negara 

digabungksn dan berada dibawah Di~en Pajak dengan status eselon Ill. 

Tahun 1970 :Kantor Lelang Negeri menjadi Kantor Lelang Negara, dan 

berat dibawah Kanwil. 

Tahun 1990: Pada langgal I April 1990, UnitLelangNegaradipindahkan 

dan Ditjen Pajak ke BUPN dengan Kep.Menkeu No. 4281KMK.Ol/1990 

langgal 4 April 1990 dan statusnya tetap Eselon liJ (Subdit Pembinaan 

Lelang). 

Tahun 199l:Dengan Keppres No. 2j tabuo 1991 tanggal J Juni 1991, 

BUPN dirubah menjadi BUPLN.Status Unit Lelang Negara naik menjadi 

Eselon II (Biro Lelang Negara). 

Tahun 19!12: Penegasan Organisasi BUPLN dengan Keppres No. 35 tahun 

1992 tanggal7 Juli 1992, BUPLN terdiri darl: 

J .Sekretariat Badan 

2. Biro IH (lnformasi dan Hukum) 

3. Biro PNP (Piutang Negara Perbankan) 
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4. Biro PNNP (Piutang Negara Non Perbankan) 

5. Biro BLN (Balai Lelang Negara ) 

6. Instansi Vertikai di wilayah. 

Tahun 2002 : Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara 

Sebelumnya bemama KP3N dan KLN yang kemudian dirubab menjadi 

KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) 

Tahun 2006 : Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KP2LN dirubah 

lagi menjadi KPKNL (Kantor Pelayanan Kekaydall Negara dan Lelang) 

2.1.2 Defenisi Lelang 

Lelaog merupakan suatu istilah hokum yang penjelasannya tendapat 

dalam undang-undang maupun menurut pendapat para ahli, yaitu : 

a" Menurut Pasall Vendu Reglement (Stb. !908 Nomor 189) 

Penjualan Untum (openbare verkopingen) adalah pelelangan 

atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan 

penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan 

pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang -orang 

yang diundang alau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau 

pcnjualan itu, atau diizinkam untuk ikut serta, dan diberi kesempalan 

untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau 

memasukkan harga dalam sampul tertutup. 

b. Menurut Pasal I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 304/KMK. 0112002 tanggall3 juni 2002: 

Lelang adalah penjualan barang yang 1erbuka untuk umum balic 

secara Langsung maupun melalui media elektroruk dengan cara 

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didabului dengan 

usaba mengumupulkan peminat 

c. Menurut Wennek, dati Balai Lelang Rippon Boswel and Company 

Swiss pengertianlelang adalab sebagai berikut : 

An Auction is a system of selling to the public, a number of 

individual items, cne a time, commencing at on a set day. The 
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auctioneer conducting the aurion invites offers of the items from I he 

a/tenders. 11 

Wennek menyatakan bahwa lelang adaJah suatu sistem 

penjualan kepada publik alas sejumlah barang. Petugas lelang 

menetapkan waktu dan tempat serta mengundang para pcser1a lelang 

untuk melakukan penawaran harga yang disanggupi.nya. 

d. Menurut Roell (Kepala lnspeksi Lelang tahun 1932)" 

Penjualan umum adalah suatu rangkaian kejadian terjadi saat di 

mana seseorang hendak menjual suatu barang atau lebih, baik secara 

pribadi maupun dengan perantara kuasanya dengan memberi 

kesempatan kepada orang - orang yang hadit melakukan penawaran 

untuk membeJi barang - barang yang ditawarkan, sampai kepada saat 

di mana kesempatan itu lenyap, ditambahkankan bahwa penjualan itu 

adalnb secara sukarela, kecuali jiks dilakukan atas perintah hakim 

{misalnya : barang bukti sitaan) 

e. MenurutPolderman ( tahun 1913 )14 

Penjualan umum adaiah alat untuk rnengadakan perjanjian atau 

persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara 

menghimpun peminat. Dengan demilcian syaratnya ada 3 yaitu: 

J. Penjualan umum hams selengknp mungkin 

2. Ada kehendak untuk mengikat diri 

3. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan petjanjian tidak dapat 

ditunjuk sebeJumnya, dengan perkataan lain belum ada 

pelanggaran aturan lelang jika hanya memberi kesempetan kepada 

khalayak ramal untuk melakukan penawaran. 

f. Menurut F .X Sulaldjo SH, MSc 

11 Sutardjo. Hand Out Silabus Pcngetahuan Lelang, Mata Kuliah Lelang Program Magister 
K.enotariatan Fakultas Hukum Universitas indonesia, 2006. him. 8. 

13 Rochmat froemitro, Peraturnn dan lnstruksi Lelang (Bandung: Eresro. 1987). hal. 1541 

,. Ibid, hal. 1541 
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Lelang adalah cara penjualan baraog di muka umum yang 

dilakaanakan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang dengan cara 

pembentukan harga kompetitif melalui penawaran harga secara 

terbukaf lisan atau tertutup/ tertulis yang dengan Pengumwnan 

lelang, u 

Secara resmi penjualan lelang masuk kedaJam perundang-undangan di 

Indonesia sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu 

Reglement (Peraturan Lelang , Stb 1908 nomor 189). Per&turan Lelang 

ini masih berlaku sampai saat ini dan menjadi dasar hukum 

penyelenggarao lelang di Indonesia. 

Dalarn rumusan mengenai lelang pada reglement di atas tidak. 

ada petunjuk mengenai secara pelaksanaan !clang. Hal itu dapat 

dipahami lwena pada saat itu banya ada 2 (dua) cara untuk melakukan 

penawaran yaitu lisan atau tertulis yang sudah dikelahui oleh 

rnasyarakat Hindia Belanda saat itu. 

Sampai saat ini penjualan barang melalui lelang belum terlalu 

banyak diminati di Indonesia jika dibandingkan dengan Negara barat 

dimana lelang sudah sangat diminati oleh masyarakat Lelang 

merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak (public) 

maka segala sesuatunya barus diatur oleh peraturan perundangan agar 

masyarakat dapat terlindungi dari praktek - praktek yang dapat 

merugikan. 

Pasal l angka 1 peratuan Menteri Keungan Republik Indonesia 

Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

(selanjutnya di sebut Pennenkeu Pelaksanaan Lelang) mengangkapkan. 

bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan I atau lisan yang semakin meningkat 

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan 

Pengumuman lelang. 

ts F.X Sutardjo, ... Prospek dan Tantangan Lelang di Era Globallsasl .. Majalah News Letter 
Universitas Indonesia. 
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Dari pengerlian~pengertian lelang tersebut dapat diarnbil 

kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat daJam lelang adalah :16 

1) Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pad a suatu saat dan 

tempat yang ditentukan. Tempat pelaksanaan lelang harus diwilayah 

kerja dan ditetapkan oleh KP2LN atau wilayah jabatan dan ditetapkan 

oleh Pejabat Lelang tempat barang berada atau ditempat lain setelab 

mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang kecuali ditentukan 

lain oleh peraturan perundangan yang berlaku ; 

2) Dilakukan didepan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk 

mengumpulkan peminat atau peserta lelang 

3) Dilaksanakan dihadapan a tau disahkan oleh Pejabat Lelang atau 

deugan cara penawaran harga yang khusus. yaitu dengan cara 

penawaran harga sccara lisan atau secara tertulis yang bersifat 

kompetitif 

4) Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai 

pemenang atau pembeli sepanjang pembeli yang bersangkutan telab 

memenuhi semua persyaratan lelang 

2.1.3 Dasar hukum lelang 

a). Landasan Struktural 

Keberadaan Lelang di Indonesia dalam peratnran perandang­

Undang lelang Yang muncul pada masa Hind Ia Be Ianda, yaitu : 

I. Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Stb. 1908 No. 189. 

2. lnstruksi Lelang (Vendu Instrucrtie) Sbt. 1908 No. 190. 

3. Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390 sekarang sudah dirubah 

dengan Perotunm Pemerintab No. 44 Tahun 2003 lentang Tarif alas 

jenis Penerimaan Negara bukan p~ak yang berlaku pada 

Departemen keuangan 

16 Sutardjo, "Tata Cara Pelelangan Barang Mitik/Kekaya.an Negara Tmnasuk Barang Milik 
BUMN", hlm. L 
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b). Landasan Operasional 

Lelang digunakan dalam berbagai sistem hukum di Indonesia 

dalam rangka Penjualan lelang. Adapun peratunm lain yang terkait 

dengan dengan landasan opera.sionaJ dalam lingkup peraturan 1elang~ 

antara lain sebagai berikut : 

1. Peraturan Pelaksanaan 

Sejak tahun 2000 sarnpai dengan tahun 2008 tercatat beberapa 

Sura! Keputusan yang berada pada lingkup peraturan lelang antara lain 

sebagai berilrut : 

a) Peraturan mengenai pelaksanaan lelang 

Peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan lelang yaitu : 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 611PMK.0612008, tentaog 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

401PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tanggal 

25 April 2008 

b) Peraturan Men genal Pejahat Lelang 

Peraturan pclaksanaan mengenai pajak lelang yaitu : 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 411PMK.0712006, tentang 

Pejabat Lelang Kelas I, tanggal 30 Mei 2006 

c) Peraturan mengenai Balai Lelang 

Peraturan pelaksanaan mengenai Balai Lelang yaitu : 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.0712005, 

tentang Balai Lelang 

2. Peraturan Pernndang-nndangan lain yang terkait dengan 

pelaksanaan lelang antara lain adalah. : 

I) Undang-Urulang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perberulaharaan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan 

Daerah 

2) Kitab Undang-undang Huknm Perdata 

3) Kitab Urulang-undang Huknm Acara Perdala (HIR) 
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4) Undang-UndangNomor 8 Tahun J981tentang Undang-undang 

Hukum Acara Pidana 

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah 

dengan Undan-Undang Nomor J 9 Tahun 2000 tentang Penagih 

Pajak dan Sural Paksa 

6) Undang-uudang Nomor 49 Pl]l. Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara 

7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan alas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan 

dengan Tanah 

8) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia 

9) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penuudaan Kewajiban Pembayaran Utang 

I 0) Undang-undang Nomr J 0 tahun 1998 ten tang Perbankan dan 

II} Semua peraturan perundang-uudangan yang tidak berlaku 

khusus tetapi didalamnya terdapat ketentuan mengenai 

pelaksanaan lelang 

2.1.4 Fungsi Lelang 

l.elang sebagai salab satu cara penjualan barang merniliki fungsi 

privat dan Fungsi publik Fungsi privat dalarn lelang, karena lelang 

merupakan institusi pasar yang mempertemukan Penjual dan pembeli. 

l.ebmg dapat dikatakan berfungsi sebagai saran transfer jual beli barang 

yang dapat memperbmear arus Jan lintas perdagangan barang. Jadi lelang 

bisa dikatakan merupakan suatu sarana dabun bidang perdagsngan. Selain 

itu lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi 

publik lelang, antara lain : 

a. Pengamanan aset yang dimiliki oleh negara untuk meningka!kan 

efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya 

b. Mendulrung badan-bndan peradilan dalam mewujudkan fungsi 

peradibm dengan pelayanan penjuabm barang yang mencenninkan 

keadilan. lreamanan dan kepastbm hukum. karena itu semua penjuabm 
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eksekusi eks sita pengadilan, PLJPN, Kejaksaan 

c. F ungsi budgeter 

l.l.S Asas Lelang 

Oleh karena lelang merupakan penjualan dimuka umum yang 

dilakukan oleh pejabat lelang, lelang tidak sama dengan cara penjualan 

biasa. Hal tersebut terjadi kareea lelang dilakukan dengan asas-asas 

sebagai berikut : 

a. A= Transparansi 

Merupakan asas utama dan menjadi landasan dan lelang. Lelang 

tidak disembunyikan, diketahui oleb umum, dikontrol masyarakat. 

Asas transparansi dalam lelang definisinya adalah lelang 

merupakan penjualan di depan publik dan harus diumumkan di 

depan publik(melakukan pengumuman lelang) Lelang pada 

dasamya terbuka untuk umum, artinya terbuka dalam pelakaanann 

maupun dalam penawaran barang dan lang.<mng bias dikontrol oleh 

masyarakat Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan rnasyarakat 

mengetahui adanya rencana lelang dan mempwtyai kesempatan 

yang sruna untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dila.rang oleh 

Undang-Undang. Wujnd dan transpa.ransi dimakaudkan sebagai 

suatu upaya marketing sehingga masyarakat !aim bahwa nda lelang 

dan dipersilahkan untuk dating hila berminat. 

a Maksed dan pengumuman lelang adalah: Supaya masyarakat 

tabu akan adanya lelang maka ha.rus dipublikasikan I 

diumumkan. 

b. Agar barang cepat terjual 

c. Agar masyarakal terfBrik untuk mengilruti lelang 

d. Sebagai syatem control dan le!ang karena lelang tujuannya 

untuk memberikan perlindungan/ kepastian kepada masyarakatl 

pembeli mengenai obyek lelang. 

e. Tidak memberikan kesempatan praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 
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Asas transparnnsi memiliki implikasi dalam lelang yaitu: 

a. Bahwa lelang harus diumumkan lebih dahulu sesuai dengan 

ketentuan melalui surat kabar harian. 

b. Karena merupakan suatu usaha marketing. dt sini hams ada 

akses infonnasi untuk mendukung pengumuman yang 

dilakukan. Akses infurmasi yang diperlukan oleh orang yang 

membaea pengumuman barns mudah dicari, seimbang dan adiL 

Maksuduya akses tersebut tidak boleh hanya dibuka bila 

menguntungkan saja. Yang memherikan akses informasi adalah 

si penjual dan pejabat lelang. 

c. Dlperlukan satu forum sebagai dukungan asas ini di mana 

penjual dan Kantor Lelang aktif memberikan inrormasi dan 

penjelasan serta berdialog dengan peminat lelang. Porum ini 

disebut anwijzig. 

d. Sebagai implikasinya perlu adanya v1ew intime yaitu 

kesempatan bagi para peserta lelang untuk melihat-lihat barang 

yang akan dilelang. 

e. Leiang harus menerapk:an prinsip no barrier entry artinya 

bahwa semua orang boleh mengikuti sepanjang memenuhi 

syarat. Maka dan itu !elang sering disebut democracy in 

commerce. 

f. Pengumuman kepnda publik gunanya: 

Upaya marketing memberikan kesempatan bagi masyamkat 

untuk menggugat ke Kantor Lelang dan menyelesaikan 

masalah bila ada terkait dengan barang yang akan dilelang. 

b. Asas Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalab lelang dalam pelaksanaannya dapat di 

pertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan ndanya akta yang 

bersifat otentik yaitu Akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat 

Lelang dan sistem pelaksanaan lelang sudah diatur oleh Undang -

Undang. Pemenang lelang dapat mempergunakan Risalah Lelang 
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tersebut untuk niempertahankan apa yang telah diperoleh melalui 

lelang dan melalui salinan Risalah Lelang dapat digunakan untuk 

proses pcngajuan halik nama. Untuk pemohon lelang, Risalah 

Lelang merupakan bukti telah dilaksanakan penjualan melalui 

lelang dan sesuai dengan proscdur yang berlaku. 

c. Asas Efisiensi 

Palaksanaan lelang tidak mernbutuhkan waktu yang lama, tidak 

perlu mencari-cari pembeli dan tidak perlu bemegosasi seperti 

transaksi jual beli pada umumnya. Tidak hanya itu saja, objek 

Ielang pun sebelumnya telah diteliti balk fisik maupun aspek 

juridisnya oleh tempat yang teiah di tentukan. Penjua1annya pun 

tidak mela!ui perantara dan pembayarannya bersifat tunai. Oleh . 
karena itu barang yang diperoleh melalui lelang dapat dengan 

segera oleh pemenang untuk dikonversi menjadi uang dengan 

melakukan penjualan kepada pihak lain lagi. 

d. Asas Kepastian 

Kepastian !clang sudah diatur sebagairnana dalam Undang -

Undang lelang dan peraturan pelakaanaannya pennenkeu 

pelaksanaan Lelang, yaitu Lelang di pimpin oleh pejabat Lelang 

yang disenggarakan oleh Kantor Lelang di pimpin oleh Pejabat 

Lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara. Tempa~ 

tanggal, waktu dan objek lelang telah ditetapkan sebelumnya dan 

diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan lelang tidak mudah 

untuk ditunda atau dibatalkan keeuali puUisanlpenetapan 

pengadilan. 

e. Asas Persalngan 

Asas persaingan atau kompetisi ini tercennin dahun pembentukan 

harganya. Pembelil pemenang lelang ditentukan dari tawaran 

tertiaggi terhadap banmg-banmg lelang, sehingga lelang 
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menciptakan persaingan bagi para pembeli lelang untuk dapa! 

memiliki barang yang dilelang dan keluar menjadi pernenang 

lelang. Asas ini rnencenninkan sistem penawaran untuk persaingan 

harga yang diinginkan oleh pernilik barang. 

f. Asas K.eadi!Jln 

Dalarn proses pelaksanaan !clang harus dapat mernenuhi rasa 

keadilan seCliill proporsional bagi setiap pihak yang 

berkapentingan. Asas ini untuk mencegah keberplliakan penjual 

kepada peserta !clang lertenlu atau berpihak banya pada 

kepentingannya. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual 

tidak holeh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang )"dng 

berakibat merugikan pihak tereksekusi. Selain im asas ini 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korups~ kolusi dan 

nepotisme dalam suatu perlelangan karena Pejabat Lelang tidak 

boleh memihak. 

Berdasa:rkan asas-asas lelang yang diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan ada beberapa kebaikan lelang. Kebaiken lelang tersebut 

antara lain adalah : 

I. Adil, karena lelang bersifat terbuka, transparan, obyektif 

2. Aman, karena le!Jlng dipimpin oleb pejaba! lelanglpejabal umum yang 

diangkat oleh pemerintah. 

3. Cepat karena tidak perlu negosiasi, karena didahului oleh pengumuman 

lelang sehingga peserta le!Jlng dapat berkumpul path bari lelang dan 

pembayaran tunai. 

4. Marnpu mewujudkan barga yang wajar. Apahila dilaksanakan dengan 

balk. Maka lelang mencerminken barga pasar ditempat le!Jlng itu 

berada, karena penawaran lelang bersifat kompetitif dan transparan. 

5. Kepastian hukum, berkaitan dengan risalah lelang, akta otentik, 

sehlngga pembeli dapat mempertahankan bakuya dan dipakai sebagai 

syarat balik nama. 
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2.1.6 Sistem Lelang 

Persyaratan dan pelaksanaan letang atau mekaoisme lelang dapat 

berheda antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kategori lelang itu 

sendiri. Sistem lelang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai 

befikut: 

a) Dilihnt dafi latar belakang dasar nntuk melaksanakan lelang dapat 

dibedakan atas: 

I. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksenakan 

putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang 

oleh nndang-nndang turut dipersamakan dengan putusan 

pengadilan, dahnn rangka penegakan hukum, misalnya : lelang 

eksekusi PUPN, lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, 

lelang eksekusi haria pallit, lelang eksekusi barang rampasan, 

lelang ekseLusi barang temuan, !clang eksekusi fidusia, lelang 

eksekusi gadai. 

2. Lelang non eksekusi adalah lelang yang baraognya merupakan 

milikldikuasai Negara atau lelang sukarela alas baraog milik 

swasta yang penyelesaiaonya tidak terkalt dengan sengketa 

sehingga dasarnya adalah freewill. 

b) Dilibat darl cara penawaraonya lelang dibedakan menjadi: 

I. Lelang terbukallisan adalah lelang yang dilaksanakan seeara lisan 

dengan penawaran harga meningkat ( naik-naik) atau menurun 

(turun-turun). 

2. Lelang tertutupltertulis adalah lelang dilalrukan secara tertuUs 

dengan penawaran dahnn arnplop tertutup. 

Lelang tertutupftertulis dapat dilanjutkan deangan lelang 

terbukallisan bila terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi 

belum meneapai limit yang dikehendaki. 
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c) Dilihat dati pembebanan pungutan lelang, dapatdibedakan alas: 

I. Lelang ekseklusif arlalab lelang dimana te!jadi dalarn barga 

penawll!llll yang diajukan pesertafpemenang lelang belum terhitung 

dengan pungutan pungutan lelang (Bea lelang,& uang miskin). 

2. Lelang lnklusif adalah lelang dimana terjarli dalam harga 

penawaran yang diajukan peserta/pemenang lelang belum terhhung 

dengan pungalan diajukan lelang (Bea lelang. Uang miskin). 

Lelang lnklusif dilakukan apabila arla permintaan tertulis dari 

Penjual (Surat F.dll!llll Keparla BUPLN No. SE-59/PN/1994, 

tangga! I 2 OkU>ber 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang). 

d) Dilihat dari sudut penetapan pemenang lelang, lelang dapat dibedakan 

menjadi: 

I. Lelang with reserved price. Dalarn hal ini pejabat lelang 

menetapkan penawar tertinggi sebagai pemenang lelangapabila 

penawarannya sudah mencapai reserved price yang diinginkan 

penjual. 

2. Lelang without reserved price. Pejabat lelang menetapkan penawar 

tertinggi, berapapun besarnya penawar yang diputuskan sebagai 

pemenang !clang. Penetapan pemenang dalarn lelaug without 

reserved price belum lazim di Indonesia. 

2.1.7 Jenis-jeoi.'llelang 

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepeda llarlan Urusan Piutang dan 

Lelang Negara Nomor ; 42/PN2000 tentaag Petunjuk Pelakaauaan Lelang 

yang telab dirubab menjarli Peraturan Menteri Keuangan No. 

40/PMK.07/2006 diatur mengenai macam-macam lelang yang dilangani 

oleh Kantur Pelayauan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) arlalab 

sebagai berikut : 

a) Lelang barang milik Pemerintab Pusat/Daerab. 

Adalah lelang barang-barang milik Negara yang bersumber unruk 

seluruhnya atau sebagai dari dana Anggll!llll Pendapatan dan Belanda 

Negara/ Anggaran Pendapatan dan Be Ianda Daerab yang dikuasai dan 
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d ibawah pengurus Pemerintah Pusat/Pemda, Lembaga-lembaga 

Negara, lembaga Pemerinta.h Non Pemerintah serta unit-unit di dalam 

lingkungannya,. baik di dalam maupun di luar negara. Terhadap 

barang-barang yang dimilikl dilruasai Negara tersebut apahila 

dilakukan pel\iualan maka hasil penjualannya tctap menjadi milik 

Negara. 

Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakukan dengan cara 

yang paling mengnntungkan Negara yaitu cara lelang. Hal ini 

berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor l Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, bahwa penjualan barang rnilik negara/ daerah 

dilakukan dengan cara !elang. Penjualan seeara dapat rnenjadi salah 

satu sumber penerimaan keuangan negara. Juga meru.pakan alat 

pengawasan tcrhadap asset-~t negara sehlngga dapat digunakan 

untuk rnenghindari Kebocoran maupun pemborosan keuangan negara. 

b) Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 

Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) tcrjadi 

atas dua jenis yaitu I. untuk perusahaan BlJMN/D yang berbentuk 

Persero 2. perusahaan BUMN/BUMD yang berbentuk Non Persero. 

Untuk perusahaan BUMN/D yang berbentuk Persero maka penjualan 

asset Perusahaan dapat dilakukan melalui lelang atanpun tidak melalui 

lelang, Sedangkan Untuk perusahaan BUMN/D yang berbentuk Non 

Persero untuk penjoalan asset Perusahaan wajib rnelalui lelang 

c) Lelang barang tidak dilruasai negara (Ilea Cukai). 

Adalab penjualan alaS objek-objek yang tidak diketahui pemiliknya 

seperti basil sitaan, rarnpasan dan epailitan yang secara UU dinyalakan 

sebagai dan barang tidak dilruasai atau menjadi barang milik negara. 

Terhadap objek tersebut harus segera dilakukan pelakaanaan 

pelelangannya karena barang-barang terdsebut oepat rosak dan 

memiliki biaya punyimpanan yang tinggi. 
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d) Lelang Eksekusi Pengadilan Negara. 

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan 

pengadilan. Untuk memenuhi unsur keadilan maka objek putusan 

tersebut dieksekusi dengan eara di lelang. Hal lni dilakukan karena 

lelang dilakukan dengan proses yang cepat dan harga lelang yang 

ditentukan diatas harga limit sehingga barang yang dijual memiliki 

harga yang tinggi, maka pihak tereksekusi tidak mengalami kerugian 

yang besar. 

e) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). 

Penjuahm lelang ini adalah akibat dari piutang negara yang beasal dari 

piutang-piutang instalasi pemerintah dan kredit macet pada Bank-Bank 

Pemerintah/Bank Daerah yang pengurusannya telah diahlikan kepada 

PUPN, apabaila dapat membayar hutangnya maka barang jarninan atas 

hutang tersebut dieksekusi melaluJ lelang. 

f) Lelang Eksekusi Pajak. 

Adalah lelang yang diadakan t<:rhadap barang-banmg W~ib Pajak 

sebagai akibat adanya tunggakan hutang pajak kepada Negara. 

g) Lelang Esksekusi Hak Tanggungan. 

Adalah penjulan asset-asset balk milik perorangan maupun perusahaan 

yang Ielah dinyatakan pall it oleh Pengadilan Niaga. 

h) Lelang Eksekusi Hak Tanggnngan. 

Adalah penjulan harangjaminan yang Ielah dibehani Hak Tanggungan 

berdasarkan Pasal 6 UUIIT khusus Bank Swasta Sedangkan Bank 

Pemerinlah pelaksanaan teknisnya sesuai daengan UU PUPN sebagai 

lex specialis. 
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i) Lelang Fidusia. 

Adalah penjualan terhadap asset-asset barang jamiuan telah dibebani 

Fidusia berdasarkan Pasal 29 UU jarnioan Fidusia, Sedangkan Bank 

Pemerintah pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sehagai 

lex specialis. 

j) Lelang Barang R.ampasan 

Adalah penjualan tehadap barang-barang rarnpasan yang oleh Putusan 

Pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara. 

k) Lelang Sukanela. 

Adalah sa1ah satu jasa lelang yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan 

masyaral<at baik perorangan ataupun perusahaan swasta yang menjual 

barangnya seeara lehmg. 17 Jadi lelang ini bersifat sukarela. Lelang 

jenis ini biasanya pelaksanaannya dilakukan olehi Balai Lelang 

Swasta yang memang diarahkan untuk membantu pelaksanaan lelang 

sukarela. 

I) Lelang yang di wajibkan 

adalah lehmg penjuala.n barang yang diwajibkan oleh peraturan, 

oontoh: lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara berdasarkan 

lnslruksi Presiden Nomor 9/1970." 

m) Lehmg Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Aeara 

Pidana (KUllAP). 

11 Departemen Keua.ngan. Peratutan Menteri Keuangan Nomor 40/f'MKJl7/2006 Tentmg 
Petunjuk Pelaksamum Leiang, Pasall Angka 6. 

" Ibid., Pasall Angka 5. 

Universitas Indonesia 
Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



28 

Adalah lelang barang sitaan terhadap barang bukti atas suatu tidak 

kejahatan karena objek sitaan tersebut memiliki sifut yang mudah 

rusak, Iekas busuk dan memiliki biaya pemeliharaan yang tinggi, 

sehingga dapat lebih dahulu di lelang meskipun belum ada Putusan 

Pengadilan. 

n) Lelang Barang T emuan. 

Adalah lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparatur Negara 

seperti le!ang temuan kayu dan sebagainya. 

o) Lelang Hasil Hutan. 

Adalah !elang yang dilakukan seeara periodic atas permintaan oleh 

Perusahaan Umum (porum) Perhutani selalru penge!ola basil hutan di 

Indonesia 

2.1.8 Tata Cara Penawaran 

Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di sebutkan bahwa 

penawaran lelang dapat dilakukan dengan cara : 

a Langsung 

b. T!dak langsung 

Penawaran lelang tersebut di atas dapat dilakukan dengau cara : 

a. Lisan, semakin meningkat atau menurun; 

Dalam penawaran Jisan, Pejahat Lelang biasanya memakai cara 

penawaran yang makin meningkat (Bij opbod). Contoh : Jelang sebuah 

mobil kijang tahun 1998. Jumlah penawaran pertama yang ditentukan 

o!eh penjual adalah Rp.80.00(}.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah). 

Besamya kenaikan untuk setiap penawaran yang ditentukan oleh 

penjual adalah Rp.l.OOO.OOO,OO (Satu Juta Rupiah). Maka ukan teJjadi 

kompel.isi harga diantara peserta, misalnya Rp.81.000.000,00 (Delapan 

Pulub Satu Juta Rupiah), Rp.82.000.000,00 (Delapan Pulub Dua Juta 
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Rupiah) dan seterusnya sampai mencapai harga limit yang dikehendaki 

oleh penjual 

Untuk menghindari Bea Lelang yang ditahan, penjual dapat 

menentukan besarnya tawaran pertama sama dengan jumlah harga 

limit dari barang yang dilelang. Penawaran sec.ara lisan mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan penawaran secara tertulis yaitu adanya 

spontanitas serta persaingan secara terbuka akan membuka 

kesempatan diperolebnya harga yang optimal. 

b. T ertulis, 

Penjua! mempunyai hak untuk menentukan syarat penawaran 

lelang. Hal ini tercanrum dalam alinea kndua Pasal 9 Vendu Reglement 

(VR). Jika pendaftamn dijadikan sebagai syarat oleb penjual, maka 

para peminat barns mendafurrkan penawaran secara tertulis ke KPKNL 

setempat. Pada alinea kedua Pasal 9 VR tersebut telab ditentukan 

bagaimana cara dan benruk penawaran tertulis, antara lain : 

1. Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Penawaran yang dirulis dengan bahasa asing dianggap tidal< sah. 

2. Surat penawaran memuat deogan jelac; identitas orang yang 

menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan., tempat tinggal, dan lain 

sebagainya. 

3. Surat penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai. 

Dalam surat pelaksanana lelang secara tertulis, P~ahat Lelang 

mengnmpulkan sural penawaran yang telab di isi secara benar. 

Selanjutnya sura! pcnawaran dibuka dengan di saksikan oleh salah satu 

peserta. Penawar yang paling tinggi tawarannya akan ditunjuk sebagni 

pemenang apabila telab mencapai harga limit. Banyaknya surnt 

panawaran yang dapat diajukan oleh setiap penawar torgantung pada 

syarat yang ditentukan oleh peojual. Penawar dapat menentuknn syarat 

!clang yang hanya memperkenankan satu sura! penawaran nnruk setiap 

peminat lelang. 
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c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hat penawaran tertinggi 

bel urn mencapai harga limit. 

Dalam penawaran tertuHs. apabila tidak mencapai harga limit 

maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan. 

Namun demikian tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis 

langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka secara 

lisan_ Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan oleh 

penjuaL Jika syarat lelang tidak menetapkan babwa penawaran tertulis 

akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apahila belum mencapai 

harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilanjutkan dengan 

penawaran secara Hsan. Namun apabila memang penjual menghendaki 

penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran secara lisan, maka 

penjual dapa! soja meruunbab syarat tersebut dalam syarat-syarat 

lelang yang telab ditetapkan sebelumnya. 

Berkenaan dengan hal ini, Kepala BUPLN mengeluarkan Surat 

Edaran No. SE-/PN/1994 tanggal 12 Oktober 1994 perihal Tata Cara 

Penawaran Lelang dalaru upaya mengoptimalkan basil lelang. Pokok­

pokok yang diatur dalam Surat Edarao tersebut antara lain: 

1. Pada prinsipnya penawaran lelang agar diutamakan menggunakan 

penawaran langsung secara 1isan dengan harga semakin naik ( eara 

opbod). Proses penawaran dipimpin oleh Pejabat Lelang atau 

penyeru lelang (aftlager) yang ditunjuk oleh Pejabat Lelang. Pada 

harga penawaran perta.ma, besarnya harga ditentukan berdasarkan 

basil kapakatan antara pemohon lelangl penjual dengan Pejabat 

Lelang alan diawali oleh peserta lelang itu sendiri. Besarnya 

kenaikan minimal setiap penawaran ditentukan oleh Pejabat 

Lelang. 

2. Pada lelang dengan penawaran lelang yang dilaksanakan seeara 

langsung, semua peserta !clang yang sah atau kuasanya pada saat 

mengajukan penawaran hams hadir di tempat pelaksanaan lelang. 

Dalaru hal penawaran lelang yang dilakukan langsung seeara lisan, 
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peserta leiang mengajukan penawaran secara lisan. Begitu 

sebaliknya jika penawllfan lelang dilakukan langsung secara 

tertuJis, peserta lelang mengajukan penawaran dengan cara 

mengajukan surnt penawaran, 

Pada lelang dengan penawllfan yang dilaksanakan secara tidak 

langsung, semua peserta lelang yang sah atau kuasanya saat mengajukan 

penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan 

penawarannya dilakukan dengan menggunakan Teknologi Infonnasi dan 

Komunikasi. Dalam hal penawaran dilaknkan dengan cara tidak langsung 

secara lisan, peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan 

media audio visual dan te)epon. Dan sebaliknya dalam ha1 penawaran 

lelang dilalrukan tidak langsung secara tertutis, peserta lelang mengajukan 

penawaran dengan menggunakan Teknologi lnformasi dan Komunikasi , 

antara lain LAN (Local Area Nelwork}, Jntrane~ Internet, Pesan singkat 

(Short Message Sen;ice/SMS) dan Faksirnili. 

Dalarn Pasal 36 ayat ( 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.0712006 tenlang Petunjuk Pelakaanaan Lelang di sebutkan bahwa 

pelaksanaan le!ang secara tidak !angsung dengan penawaran lelang non 

eksekusi melalui internet, harus memenubi ketentuan antara lain : 

a. Penawaran lelang menggunakan perangkat lunak (software) yang dapat 

dioperasionalkan untuk penyelenggaraan lelang melalui internet dengan 

harga semakin meningkatlnalk-naik; 

b. Peserta lelang yang sah mendapatkan nomor peserta lelaug (login) dan 

sandi akses (password) tertentu agar dapat melalrukan penawaran; 

c. Penawaran dilakukan sejak mulai pengumuman lelang sampai dengan 

pennturan penawaran (closing time) secara berkesinarnbuugan; 

d. Harga limit bersifat reroukaltidak rahasia yang ditayangkan dalarn situs 

(web site); 

e. Peserta lelang dapat mengetahui penaWilran tertinggi yang diajukan 

oleh peserta lelang lainnya secara berkesinarnbungan; 
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f. Pejabat lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan cetakan 

rekapitulasi penawaran yang diproses perangkat iunak (software) ielang 

melalui internet di tempat pelaksanaan lelang pada saat penutupan 

penawaran (closing time). 

1.1.9 Kelembagaan atau Organisasi dalam pelaksanaan lelartg 

Kantor Peiayanan Kekaylllln Negara dan Leiang (KPKNL) yang 

bemda di bawah Direktorat Jenderal kekayann negara. Beriknt ini adalah 

susunan kelembagaan dalam pelakaanaan lelang : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal 

b. Direktorat Barang Milik Negara I 

c. Direktorat Barang Milik Negara II 

d. Direktorat Kekayaan Negara lain-lain 

e. Direktorat Penilaian Kekayann Negara 

f. Direktorat Piutang Negara 

g. Direk:torat Lelang 

h. Direktorat Hukum dan Informasi 
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2.1.10 l'rosedur Le!ang 

Secara ringkas, prosedur lelang dapat digambarkan dalam skema di 

bawah ini: 

3 

2 8 

7 

KPKNL 

4 

l'eserta Lelang 

Sural Kabar Harlan I 
Pengumuman 

Kantor Kas Negara 

Baok 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



34 

Keterangan : 

I. Pemohon lelang sebagai danfatau pemilik Barang/Penjual mengajukan sural 

permohonan lelang kepada KPKNL dengan melampirkan fotokopi dokumen­

dokumen barang yang akan dilelang. 

2. KPKNL melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut 

apabila berkas tersebut telab lengkap maka KPKNL mengeluarkan Penetapan 

tanggal, barl dan jam lelang. 

3. Pemohon lelang melakukan pengumuman lelang. Pad a prinsipnya 

pengumuman lelang harus dilaksanakan melalui surat kabar harlan yang terbit 

dltempat barang berada yang akan dilelang. Jika tidak ada, pengumuman dalarn 

surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat atilu di ibukota propinsi 

yang bersangkutan dan beredar di wilayab kerja atan wilayab jabatan Pejabat 

Lelang ternpat barang akun dijual. Pengumurnan lelang harus dicantumkan 

dalarn halarnan utarna I reguler dan dilarang dicaotumkan pada halaman 

suplemen I tambahan I kbusus. Jiku dipandang perlu, penjual dapat menarnbah 

pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapat 

peminat lelang seluas-luasnya 

4. Peserla lelang menyetorkan uang jarninan ke rekening KPKNL sebagai Ianda 

keikut-sertaanya dalam lelang tersebut. Uang jaminan ini akan diperhitungkan 

sebagai pembayaran apabila lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan 

apabila peserla lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang maka uang 

jarninan ini akan kembali tanpa dipotong apapun. Tetapi apabila peserla lelang 

yang Ielah dituqjuk sebagai pcmenang lelang tidak dapat segera melunasi barga 

iela.n& maka uang jaminan tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai 

penerimaan lain-lain 

5. Pelakaanaan lelang dilakukan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL 

6. Peserta lelang yang ditunjuk menjadi pemenang lelang barns membayar harga 

lelang dan Bea Lelang kapada selambat-lambatnya 3 (tiga) hari karja setelah 

pelaksanaan lelang 

7. KPKNL menyetorkan Bea Lelang kepada Kas Negara sebagai Penerimaan 

Negara Bukan Pajak 
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8. Setelah dikurangi dengan Bea Lelang penjual serta Pajak Penghasilan (Khusus 

untuk lelang tanah) maka basil bersih dari lelang tersebut diserahkan oleh 

KPKNL kepada pemohon lelang atau pemilik barang 

9. KPKL menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tcrsebut kepada 

pemenang lelang beserta petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk batik 

nama dan sebagainya. 

2.l.ll Persiapan Lelaog 

Dalam persiapan lelang terdapat beberapa hal yang harus 

dilaksaoakan guna kelancaran pelaksanaan lelangnya. Hal ini untuk 

menghindari kemungkinan adanya segketa hukum di kemudian hari. 

Beberapa lregiatan antara lain persiapan-persiapan, kelengk:apan dokumen, 

jadwal waktu pengumuman, persyaratan-persyaratan hukum sebagai dasar 

hukum pelaksanaan lelang itu sendiri. Adapun proses yang harus dilakukan 

adalah: 

a. Permohonan Lelang 

Permohonan lelang diajukan secara tertulis kepada Kepala KPKNL 

dlsertai dokumen persyaratan leiang yang bersifat umum dan khusus.. 

b. Waktu dan Ternpat Lelang 

(1). Waktu Lclang 

I. Setelah permohonan lelang diteliti kelengkapan dokumen 

dan keabsahannya, waktu lelang ditetapkan 

2. Penetapan hari dan tanggal Ielaug memperhatikan jadwal 

dari KPKNL dan keinginan penjual 

3. Pelaksa.,.an lelang dilakukan padajarn dan hari ketja 

4. Lelang diluar jam dan had kmja harus dengan ijin 

Suparintenden. (Pasal 8 KMK No.304/KMK.O l/202) 

Untuk pelaksanaan lelang diluar had dan jam kerja, penjual 

harus mengajukan pennohonan dispensasi pelaksanaan lelang 

diluar hari dan jam kerja secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Wilayah dalarn hal pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL. 

Terhadap parmohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah dapat 
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memberikan atau menolak permohonan lelang di luar hari dan 

jam kerja yang disampaikan oleh penjual. 

(2). Tempat I,elang 

I. Lelang barnng bergerak dilaksanaknn di tempai barang itu 

berada 

2. Lelang barang tidak bergerak dilaksanakan ditempat yang 

dikebendaki penjual, dengan ketentuan tetap berus 

memperbatikan wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan 

Pejabat Lelang Kelas II. 

3. Lelang barang bergerak atas contoh dapat dilaksanaknn 

tidak ditempat barang itu berada tetapi hams dengan 

persetujuan superintenden. Terhadap barang contoh 

tersebut berus dibubuhi segel KPKNL 

4. Bila objek lelang tersebar di wilayah kerja beberapa 

KPKNL, selanjutnya akan dilelang di satu KPKNL, perlu 

ijl superintenden 

5. Lelang non eksekusi dapat dilaksanakan di luar wilayah 

kerja KPKNL tempat bacang berada, setelah mendapat 

perserujuan : 

a. Direktur Jenderal untuk barang-barang yang berada 

dakuu wilayah antar kantor wilayah DJPNL atau 

b. Kepala Kantor Wilayah DJPNL setempat untuk barang· 

barang yang berada dakuu wilayah Kantor Wilayah 

DJPNL setempat 

6. Dalarn baJ lelang dilaksanakan di luar wilayah kerja KPKNL 

tempat barang berada, maka KPKNL yang melaksanakan lelang 

membukukan basil lelangnya narnun tidak mempengaruhi 

peneapaian target KPKNL tersebut kemudian membuat lapornn 

yang ditujukan KPKNL tempat barang berada dengan \embusan 

keparla Dbektur Ienderal c.q. Dbektur Lelang Negara dan 

Kepala Kantor Wilayah pelaksanaan le!ang selambat-lambamya 
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10 hari setelah pelaksanaan lelang. Hasil lelangnya akan 

diperhitungkan sebagai kompensasi pencapaian target dari 

KPKNL yang melaksanakan lelang kepada KPKNL tempat 

barang berada. 

7. Dalam hal Lelang Eksekusi, KPKNL dapat mensyaratkan kepada 

Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang 

disediakan oleh DJPLN 

c. Syarat-sya.rat Lelang 

Syarat-syarat umum dalarn setiap pelaksanaan lelang pada 

prinsipnya adalah : 

I. Dilakukan dihadapan Pejabat Lelang atau ditutup dan disahkan 

oleh Pejabat Lelang dalarn hallelang internet 

2. Terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penjual dan I (satu) orang 

peserta atau lebih 

3. Pengumuman lelang 

4. Harga lelang dibayar secara tunai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 

kerja setelah pelakaanaan lelang 

Penjual dapat mengajukan syarat-syarat khusus secara tertulis kepada 

KPKNL dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

umum lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun syarat-syarat tambahan lelang tersebut antara lain : 

I. Jadwal ponjelasan lelang kepada peserta !clang sebelum 

palaksanaan lelang (aanwicijzing) 

2. Jangka waktu bagi ealon pembeli untuk melibat dan meneliti seeara 

fisik barang yang akan dilelang 

3. Jangka waktu pembayaran harga lelang 

4. Jangka waktu pengambilan alau penyeraban barang oleh pembeli. 

Syarat-syarat tamhahan lelang tersebut diatas hams mendapat 

parsetujuan dari Kopala KPKNL atau Balai Lelang keeuali Lelang 

PUPN dan dicanturnkan dalam surat pen<taPan bari atau tanggallelang 
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kemudian dirnuat dalam bagian kepala Risalah Lelang dan dibacakan 

di hadapan peserta lelang. 

Kepala KPKNL I Pimpinan Balai Lelang wajib meminta Sural 

Keterangan Tanah (SKT) dari Kantor Pertahanan setempat apabila 

objek yang akan dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelakaanaan lelang. 

SKT tersebut dapat dipergunakan untuk lelang ulang sepanjang tidak 

ada perubahan data tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang, 

setelah mendapat konftrmasi dari kantor pertanahan setempat. 

Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang 

belum terdaftar di Kantor Pertanahan seternpat, maka Kepala KPKNL 

rnensyaratkan kepada penjual untuk meminta Sural Keterangan dari 

Luarh atau Kopala Desa yang menerangkan status kepemilikan tanah 

atau tanah dan bangunan yang bersangkutaa Kemudian KPKNL 

meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat 

dengan berdasarkan Sural Keterangan dari Lurab atau Kepala Desa 

setempat. 

KPKNL tidak dalarn melaksanakan lelang tanah atau atau tanah 

dan bangurum apabila tidak ada SKT alas tanah atau tanah dan 

bangunan dari Kantor Pertanahan setempat. Selain itu KPKNL dapat 

menunda pelaksanaan leiang atanah atau tanah dan bangunan apabiJa 

terdapat perbedaan data pada SKT dengan data pada sertiftkat hak alas 

tanah yang akan dilelang atau data pada putusan atau pcnetapan 

pengadilan negeri I PUPN I pengadilan pajak untuk kemudian 

diumurnkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. 

SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada 

perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan 

bangunan yang akan dilelang sepanjang dokumen kepemilikan 

dikuasai oleb penjual. Oalam hal t<Qadi perubahan data fisik alan data 

yuridis, penjual menginfurmasikan bal tersebut kepada Kepala 

KPKNL atau Pejabat Leiang Kelas II, untuk dirnintukan SKT baru, 

Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh penjual setiep 
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dilaksanakan lelang, harus dimintaksn SKT baru. Biaya pengurusan 

Sural Keterangan tanah dibebankan kepada penjual. 

d. Tata Cara Pengumuman Lelang 

Setiap penjualan secara leiang harus didahului dengan 

pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual. Aturan mengenai 

pengumuman Jelang terdapat dalam Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri 

Keuangan No.40/PMK.0712006 tentang pelaksanaan lelang. Pada 

prinsipnya, pengurnurnan lelang harus dilakukan melalui sural ksbar 

harian, selebaran. atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan 

atau melalui media elektronik termasuk internet di wilayah kerja 

KPKNL tempat barang akan dijual. Dalam hal tidak ada sural kabar 

haria, maka Pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harlan 

yang diterbit ditempat yang terdekat dan beredar diwilayah kerja 

KPKNL tempat barang akan di jual. Sejaub rnungkin pengumuman 

lelang tersebut dlmuat di surat kabar harian yang memiliki peredaran 

luas dan diperkirakan dibaca oleh kalangan bisnis. Adapun maksud 

diadakannya pengumuman lelang ini adalah : 

a. Agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi yang 

berminat dapat menghadiri pelaksanaan lelang (menghimpun 

peminat lelang atau aspek publikasi) 

b. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang merasa 

dirugiksn untukmengajukan sanggahan/ verzet (aspek legalitas) 

e. Sebagai shuck tharapy bagi masyarakat agar menimbulkan efek jera, 

sehingga diharapkan debitur yang tadinya bermalas-rnalasan 

memenuhi kewajibannya akan timbul kesadaran untuk melunasi 

kewajiban-kewajibannya karena takut barang miliknya bisa saja 

dilelang sebagai bagian pelunasan hutang-hutangnya. 

Dalam Pasal 20 Peraluran Menteri Keuangan No.40/PMK.0712006, 

pengurnurnan lelang selrurang-kuranguya memuat, : 

a. Identitas penjual 

b. Hari, tangga~ waktu dan tempat pelakaanaan lelang dilaksanakan 

c. Jenls, danjumlah barang 
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d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya 

bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan 

atau bangunan 

e. Jumlah dan jenis atau spesifikasi~ khusus untuk barang bergerak 

f. Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang 

g. Uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, 

cara dan tempat penyetoran., dalam hal dipersyaratkan adanya 

nang jarninan penawaran lelang 

h. Jangka waktu pembayaran harga lelang dan 

1. Harga limit, sepanjang hal itu diharuskan dalarn peraturan 

penmdang-undangan atau atas kehendak penjual atau pemilik 

barang 

Secara garis besar, tata cara pengnmuman letang dibedakan untuk lelang 

eksekusi dan lelang eksekusi. 

I. Pengnmuman non lelang dalarn rangka eksekusi berlaku ketentuan 

sebagaimana diatur dalam HlR, RBG, UU No. 19 tabun 2000 dan 

UU No. 49 Prp 1960 dengan tala eara sebagai berikut : 

a. Pengnmuman Lelang untuk lelang eksekusi terbadap barang 

tidak bargerak alan barang tidak bergerak yang dijual bersarna­

sarna dengan barang bergerak dilakukan 2 ( dua) kali berselang 

15 (lima belas) hari, dengan ketentuan: 

i) Pengnmuman pertama diperkenakan tidak menggnnakan 

sura! kabar harlan, tetapi dengan cara pengnmwnan melalui 

selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan 

atau melalui media elaktronik termasuk internet. Narnun 

demikian apabila dikeheadaki oleh penjual pengnmuman 

pertama dapat dilakukan dengan sumt kebar harlan 

ii) Pengnmuman data harus dilakukan melalui surat kabar 

harian selarnbat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum 

hari pelakaanaan lelang. Jangka waktu pangumuman lelang 

pertama ke pengnmuman lelang kedua sekurang-kurangnya 

15 (lima betas) hari dan diatur sedemikian rupa sehingga 
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pengumutmlll kedua tidak jatuh pada hari libur atau hari 

hesar 

b. Pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang 

bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui sural kabar harian 

sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelumnya pelaksanaan 

lelang, kecuali untuk beda yaug laks rusak atau yaug 

membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut 

terlalu tinggi dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari tetapi 

tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja. Khusus untuk ikan 

dan sejenisnya tidak holeh kurang dari I (satu) hari kerja 

c. Dalarn hallelang eksekusi Ielah dilaksanaksn dan perlu dilelang 

ulang karena tidak ada peminat atau dinyatakan di!ahan, maka 

pengumuman lelang ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

i) Untuk !clang barang tidak bergerak atau barang bcrgurak 

yaug dijua! bersama-sama dengan barang tidak bergerak, 

dilakukan dengan cara : 

a) Jilul w<lktu pelakaanaan !clang ulang dilakukan tidak 

melarnpaui 60 ( enam puluh) hari dari pelaksanaan 

lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelaug terakhir, 

pengumuman dapat dilakukan I (satu) kali melalui 

sural kabar harian dengan menunjuk pengumuman 

!clang sebelumnya selarnbat-lambatnya 7 ( tujuh) hari 

sebelum pelaksanaan lelang ulang. 

b) Jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih 

daii 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang 

terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhlr, 

berlaku ketentuan sebagaimana lelang eksekusi yang 

pertama kali. 

ii) Untuk lelang yaug bergerak, mengingat sifutnya yaug 

umumnya mudah dipasarkan, pengumuman lelang 

ulangnya dilakukan I (satu) kali melalui surat kahar harian 
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sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan 

lelang ulaog 

2. Pengumuman lelang untuk lelang non eksekusi dilakukao dengao 

ketentuan sebagai berikut ; 

a. Untuk barang tidak bergcrak atau barang bergerak yang dijual 

bersama~sama dengan barang tidak bergera.J4 pengumuman 

dilakukan I ( satu ) kali melalui surat kabar harlan kurang­

kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang. 

b. Untuk barang bergera, pengumumannya dilakukan I (satu) kali 

melalui sura! kabar harian sekurang-kurangnya 5 (lima) hari 

sebelum pelaksanaan lelang 

e. Pengumuman lelang untuk melaksanakan barang bergerak atau 

tidak bergerak bukan eksekusi yang diulang dilalrukan 

sebagaimana ketentuan pada poin I dan 2 diatas. 

d. Pengumuman lelang untuk: lelang non eksekusi terhadap barang 

bergerak dan atau tidak bergerak yang harga limit 

keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh 

juta rupiah) dalam satu kali !clang, dapat dilakukan melalui sural 

kabar harlan dakan bentuk iklan baris serta wajib ditambahkan 

pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk di 

tempe! pada hari yang sama untuk ditempel ditempat yang 

mndah dibaca oleh umum atan sekurang-kurangnya ditempel 

pada papan pengumuman di KPKNL dan kantor penjual, 

sekurang-kuranguya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang. 

e. Khusus pengumuman lelang eksekusi pajak untuk ba:rang 

bergerak yang harga limit (reserve price) keseluruhannya tidak 

lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah) dahun satu 

kali lelang, dapat dilakukan 1 {satu) kali melalui rempelan yang 

mndah dibaca oleh umum dan atau melalui media elekttonik, 

berselang 14 (empat belas) hari sebelum palakaanaan lelang. 

Ketentuan ini berlaku dalarn bal : 
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a) Ada permintaan tertulis dari penjualan yang berisi permintaan 

untuk mengumumkan melalui selebaran, pengumuman tempe! 

atau media elektronik dan disetujui oleh Kepala KPKNL. Untuk 

itu, KPKNL dituntut agar mengetahui barang yang akan 

dilelang. Oleh karena itu, KPKNL juga perlu mengetahui harga 

pasaran adan atau harga-harga basil lelang sebelumnya untuk 

barang sejenis. 

b) Pelaksanaan lelang harus dalam I (satu) pakel, lidak boleh 

dipecah-pecah. 

c) Untuk lelang yang sudah terjadwal terus menerus sepanJang 

talmn, seperti lelang kayu jati oleh Perhutani, jadwal 

pelaksanaan lelang dalam setiap bulan harus diumumkan 

melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 

sebelum bulan pelaksanaan lelang. Contoh: Untukjadwallelang 

kayu jati bulan Juni 2005, pengumumannya selambat-lambatnya 

tanggal24 Mei 2005. 

3. Pengumuman lelang khusus untuk pelaksanaan lelang kayu atau basil 

hutan Sitaan dan lemuan TKPH . 

Pelaksanaan lelang non eksekusi yang pelaksanaan lelangnya 

dilakukan oleh KPKNL di luar wilayah barang berada dilakukan di 

surat kabar harian di ternpat pelaksanaan lelang dan diternpat barang 

berada. 

Dalam hal pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus 

mernenuhi kriteria : 

a. Apahila dilakukan pada sural kabar harian yang dilerbil di 

Ibukota Negara harus pada surat kabar yang mempunyai tirnt 

atau oplah paling sedikil 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar. 

b. Apahila dilakukan pada sural kabar harlan yang diterbil di 

Ibukota Propinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tiras 

atau oplah paling sedikil 15.000 (lima belas ribu) eksemplar. 

c. Apahila dilakukan pada sural kabar harlan yang lerbil di Kota 

atau Kabupalen selain huruf a dan huruf b harus pada sural 
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k.abar yang mempunyai tiras atau oplah paling sedikit 5.000 

(lima ribu) eksemplar 

Dalam hal disuatu daerah tidak terda.pat surat kabar harian 

yang memenuhi krlteria, pengumurnan lelang dilakuk.an pada surat 

kabar harian yang tiras atau oplahnya paling banyak. 

Pengumuman le1ang yang sudah diterbirkan melalui iklan 

surat kabar harian. selebaran atau melalui media lainnya, apabila 

diketabui terdapat kekeliruan yang prinsipil seperti yang menyangkut 

tanggal, waktu dan tempat lelang, spesifikasi barang-barang, atau 

persyaratan lelang seperti besarnya uang jaminan dan batas waktu 

penyetoran barus segera diralat. 

e. Harga Limit 

Harga limit adalah harga minimal barang yang dilelang dan 

diletapkan oleh penjual atau pemilik barang atau dicapai dalam suatu 

pelelangan. Penjual menentuk.an harga limit barang yang ak.an dilelang 

secara tertulis untuk masing-masing barang atau paket barang yang 

ak.an dilelang. Dalarn hal lelang barang bergerak yang dilelang 

bersama-sa:ma dengan barang tidak bergerak. Harga limit sebaiknya 

dirinci menurut masing-masing barang. Harga limit ini ditetapkan 

dengan memperhatikan beberapa ketentuan yaitu : 

I. Nilai pasar 

2. Nilaijual objek pajak dari pajak bumi dan bangunan (NJOP PBB), 

dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan atau 

bangunan 

3. Nilai atau harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang 

4. Risiko peqjualan melalui lelang seperti : Bea lelang, penyusutarl, 

penguasaan, cara pembuyaran 

5. Dalam hal pelak.aanaan lelang eksekusi, harga limit serendah­

rendalmya ditetapkan sama dengan nilai likuidasi 
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Menurut sifatnya, harga limit dapat dikategorikan menjadi dua 

yaitu: 

l. Rahasia, apabila lelangnya dilakukan secara tertulis dalam arnplop 

tertutup. Harga limit ini hanya diketahui oleh penjual dan baru 

diserahkan kepada pejabat lelang pada saat akan dimulainya 

pelaksanaan !clang. 

2. Tidak rahasia, apahila lelangnya dilakukan secant lisan. Harga 

limit ini Ielah diketahui sebelumnya oleh peserta lelang. Biasanya 

cara ini dipakai pada pelaksanaan lelang kayu 

Pada pelakaanaan lelang yang harga limitnya Ielah diketahui 

sebelumnya, biasanya penav.'3ra11 lelangnya menggunakan cara naik­

naik dengan tawaran pertama sebesar harga limit. 

Harga limit diserahkan kepada pejabat lelang dahun arnplop 

tertutup dan dimasukkan dalam kotlik transparan selambat-lamba!nya 

apda saat akan dimulainya pelakaanaan lelang. Dalarn bal penaww:an 

dilakukan secara tertulis. Harga limit dibukan olah pejabat lelang 

setelah selesai pernbukaan seurat penawaran lelang. Sedangkan apabila 

penawaran dilakukan secara lisan, harga limit dibuka oleh pejabat 

lelang sebelum penawaran dirnulai. 

Penentuan harga limit harus berdasarkan penilaian oleh 

penilaian independen yang telah mempunyai surat izin usaha 

perusahaan jasa penilai (SIUPI') dan telah terdaftar pada Departemen 

Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. yaitn terbadap 

barang yang mempunyai nilai paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 

(lima mllyar) alau mempunyai karakteristik unik atna spesifik antara 

lain: 

a. Bandar udara I airport 

b. Pelabahan lant atan dermaga 

c. Pembangkit listrik 

d. Hotel bcrbintang 

e. Lapangan golf 

f. Pusat perbelanjaan atan shopping complex 
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g. Pabrik atau kilang 

h. Rumah sakit 

1. Stadion I kompleks olah raga 

J. Apartemen 

k. Gedung bertingkat tinggi ( 4 lantai ke atas) High Rise Building 

l. Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan 

m. Batu permata. a tau 

n. Intangible Assets (Saham, Obligasi, Reksadana, Goodwill) 

f. Pelaksanaan Lelang 

46 

Pada prinsipnya prosedur lelang cukup sedcrhana dan tidak 

berbelit-belit. Adapun urutan-urutannya yaitu sebagai berikot: 

1. Siapapun yang berminst untuk melakukan penjualan barang secara 

lelang harus mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL atau 

Pejabat Lelang Kelas II setempat. Setiap permobonan lelang harus 

dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan barang yang 

akan dilelang, serta buk:ti-bukti kewenangan menjual dari pemohon 

lelang, dan harus sudah diserahkan ke KPKNL paling lambat 3 

(tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang. 

2. Pemohon lelang dapat menentukan syarat-syamt !clang asa!kan 

persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan lelang 

yang berlaku dan harus diserahkan selambat-kanbatnya 3 (tiga) hari 

sebelum pelaksanaan lelang 

3. Setelah KPKNL meneliti permohonan lelang beserta kelengkapan 

dokumen dan memperoleh keyakinan atas legalisasi subyek dan 

objek lelang, maka waktu dan tempat pelelangan ditetapkan oleh 

KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan memperhatikan 

keinginan Pemohonan Lelang atau Penjual 

4. Pemohon Lelang wajib mengumumkan lelang barang-barang yang 

akan dilelang disurat kabar harlan dan atau media cetak atau 

elektronik lainnya, 
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Selama tenggang waktu antara diterimanya permohonan Ielang 

sampai dengan saat pelaksanaan lelang. Pemohon Lelang berhak 

untuk membatalkan lelang. Namun demikian pembatalan lelang 

dilakukan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sebelum waktu 

pelaksanaan Ielang sampai dengan waktu pelaksanaan lelang akan 

mengakibatkan Pemohon Lelang dikenakan Bea Lclang Pembatalan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 T ahun 2003 tanggal 31 

Juli 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

sebesar Rp. 50.000,-

g. Pasca atan Puma Lelang 

Pembayaran dan penyetoran uang hasillelang 

I. Pembeli lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil !elang 

selambat-lambatnya 3 {tiga) hari kelja setelah pelaksanaan lelang 

kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasiJ Jelang secara 

tertulis dad Direktur Jenderal atas nama Mentetl Keuangan. Dalam 

hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli 

harus sudah menyeiesail<an kewajibannya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan saat jamb 

tempe sebagaimana dimaksud diatas pembeli lelang belum 

melunasi pembayaran basil lelang, Pejabat Le!ang pada bari kerja 

berikutnya membuat surat peringatan kepada pembeli untuk 

memenuhi kewajibannyadalam waktu 1 x 24 jam hari kelja sejak 

tanggal diberitahukannya surat peringatan. 

2. Jiks pembeli lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangks 

waktu pembayarao sejak Surat Peringatan diberitahukan, maka 

pada bari kerja berikutnya Pejabat Lelang membuat Sura! 

Peringatan Terakhir. Setelah diberi!ahuksnnya Surat Peringatan 

Terakblr, jiks pembeli tidak juga memenubi kewajibannya dalam 

jangks waktu I x 24 jam hari kelja, maka pengesahannya sebagai 

pembeli dibatalkaa oleb Pejahat Le!ang dengan membuat 

Pernyataan Pembatalan. 
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3. Kopala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang memberitahukan 

pemyataan pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 

bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi 

dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan 

Kantor Pusat DJPLN. Selain itu Kepala KPKNL atau pimpinan 

Balai Lelang melaporkan data pembeli lelang yang wanprestasi 

kepada Direktur Lelang Negara. Kemudian Direktur Lelang 

Negara menyebarluaskan data pembeli Lelang yang wanprestasi ke 

Kantor wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. 

Pembeli !clang yang wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan 

mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 

( enam) bulan 

4. Pembayaran uang hasH lelang dilakukan secara tunai atau dengan 

eek atau giro dan wajib dlbuat kuintansi atau tanda bukti 

pembayaran harga Ielang oleh KPKNL atau Balai Lelang atau 

Pejabat Lelang. 

5. Pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat Lelang 

dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan 

lelang 

6. Pembayaran uang basil lelang di luar ketentuan depat dilakukan 

setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jendral Piutang dan 

Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan 

7. Penyetoran hasil bersih kepadla penjual dilakukan selarnbat­

larnbatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh 

Bendaharawan Penerima. 

8. Bendaharawan Penerima menyetorkan Harga Lelang Bea Lelang, 

Uang Miskin dan PPh ke Kas Negara selanabat-lanabatnya I (satu) 

hari kerja setelah pembayaran dlterima. 

h. Risalah Lelang 

Dalam penjualan melalui lelang, selain KPKNL dan Bal.U 

Lelang sebagai penyelenggara lelang terdapat juga penjuullpemohon 
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lelang dan pembeli lelang. Pemohon lelang (penjual) adalah orang 

atau badun yang mengajukan permohonan kepada KPKNL agar 

barang yang di miliki danfatau di kuasai di jual lelang, Penjual 

berstatus sebagai pemilik barang atau yang di kuasakan atau yang 

karena kuasa undang-undang diheri wewenang untuk menjual 

barang yang dikuasai. Pembeli lelang adalah orang atau badan yang 

mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai nilai limit 

(minimal) dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. 

Setiap lelang dibuatkan Risalah Lelang yang dl dalamnya 

tercantum ketentuan kJausul yang menjelaskan tenta.ng hak dan 

kewajiban pembeli lelang, pemohon lelang, dan KPKNL dan 

mengikat para pihak sebagai peijanjian. Risalah lelang memuat 

ketentuan kla.usul yang merupakan perjanjian yang mengikat bagi 

para pihak dan merupakan perjanjian baku. k&ena isi dari ketentuan 

klausul tersebut ditentukan secara sepihak oleh Kantor Lelang 

(sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL). 

Risalah Lelang dipergunakan antara lain: bagi penjual, 

sebagai bukti telah melaksanakan pe.Yualan sesuai prosedur lelang, 

Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian yang dipergunakan 

sebagai dasar untuk memohoukan eksekusi pengosongan pada 

Pengadilan Negeri setempat apahila objek/jaminan hutang yang 

dieksekusi lelang masih dihuni oleh pemilik semula dimana pemilik 

semula tidak mau mengosongkan secara sukarela. Bagi pibak ketiga, 

misalnya Kantor Pertanahan merupakan dasar hukum unluk baik 

nama atas tanah dan bangunan rumah di a!asnya yang dieksekusi 

lelang. Bagi administrasi lelang adalah sebagai dasar perhitungan 

bea lelang dan uaug miskin serta merupakan pertanggungjawaban 

alas pelaksanaan lelang (peagawasan alas peraturan lelang). 
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2.2 Direktoral Jenderal Kelulyaan Negara (DJKN) 

2.2.1 Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Kelulyaan Negara 

2.2.1~1 Visi Direktorat Jeuderal Kekayaan Negara 
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Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, seiuruh insan DJKN teJah 

sepakal untuk menjalankan visi DJKN, yaitu : "Menjadi Pengelola 

Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Le1ang yang profesional 

dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". 

Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus 

menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan 

tugas. 

Dari VISJ yang ditetapkan tersebut, dapat diuralkan ke 

dalarn phrasa sebagai berikut : Pengelola Kekayaan Negara, 

Piutang Negara dan Lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara sebagai lembaga atau institusi pcmerintah berusaha 

mernenuhi kebutuhan para stakeholder dalam hal penilaia.n. 

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemcliharaan, 

peoghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan kekayaan 

negara termasuk daJam hal pengurusan piutang negara dan 

pelayanan lelang. Hal ini sesuai dengan konsep dimana pengurusan 

piutang negara termasuk asset management dan ielang tennasuk 

asset disposal. Selain itu, lelang sebagai instrumen jual beli yang 

mampu mengakomodasi kepentingan transaksi masyarakat. 

Profesional adalah bahwa tugas-tugas pengelolaan 

kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan 

pelayanan lelang dilakaanakan sesuai standar profusi dan standar 

keilmuan yang telah ditetapkan. Bertanggung jawah adalah bahwa 

pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang 

negara dan pelaksanaan lelang dilakukan sec<Jrn transparan dan 

dapat dipertanggnngjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturen 

perundang-undang yang berlaku. Untuk sebesar-besar kemalanuran 

rakyat, merupakan cita-cita dan arah dari tujnan akhir pengelolaan 
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kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Republilc Indonesia tahun 1945. 

2.2.1.2 Misi Dlrektont Jendenl Kekayaan Negaro 

Untuk merealisasikan visi yang telah diteiapkan, maka Direktorat 

Jendera1 Kekayaan Negara menetapkan Misi, yang terdiri dati : 

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaa.n, efisiensi pengeluaran 

dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; 

2. Mengarnankan kekayaan negara secara lisik, adminsittasi dan 

huknrn 

3. Mewujudkan nilai kekayaan negru:a yang wajar dan dapat 

dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian~ 

4. Melaksanakan pengumsan piuiling negru:a yang efektif. eflsien. 

transparan dan akuniabel 

Mewujudkan lelaag ysng efektif, efisien, transpru:an, 

akuniabel, adil dan kornpetitif sebaga.i instrumen jual beli yang 

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat 

2.2.2 Tugas, Fungsi Dan Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

Direktorat Jendend Kekayaan Negara (DJKN) mempakan unit 

Eselon l di lingkungan Departemen Keuangan R.epublik Indonesia yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 

Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 teniling perubahaan keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas 

F..selon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia. DJKN mempunyai 

tugas merumuakan serili melaksanakan kebijakun dan standarisasi teknis 

dibidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai deugan 

kebijakun ysng diteiapkan oleh Meoteri Keuangun dan berdasa:rkan 

peraturan pemndang-undangan yang berlaku. 

Dalam tugas tersebut terkandung beberapa fungsi yang sangat strategis, 

yaitu: 

a) Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang 

kekayaan negara, piutang negara dan 1elang 
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b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara dan 

lelang 

c) Penyusunan standarisasi. nonna, pedornan kriteria dan prosedur 

dibidang kekayaan negara, piutang negara dan Jelang 

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, 

piutang negara lelang 

e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal 

Sebagai salah satu unit eselon I dilingknngan Departemen 

Keuangan. DJKN diberi tanggung jawab sebagai unit yang melayani 

pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang 

dengan peran sebagai berikut : 

a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara 

DJKN memiliki peran strategis sebagai pengelolaan kekayaan negara, 

meliputi tugas antara lain : perencanaan. penggunaan. pemanfuatan, 

pemindahtanganan barang milik negara. Selain itu, DJKN melakukan 

pembinaan kepada para pengguna barang dan penatausahaan kekayaan 

negara untuk leblh meningkatkan daya guna dan basil guna serta 

pengamaoan barang milik negara. Kekayaan negara yang dikelola 

meliputi barang milik negara, kekayaan potensial, investasi 

pemerintaban dan kekayaan negara lainnya 

b. Melakukan penilaiaan kekayaan negara 

Melakukan penilaian terbadap kekayaan negara yang merupakan 

langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju lata 

kelola pemerintah yang baik (good governance). Tugas penilaian 

kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, 

analisis, supervisi, evaluasi dan relromendasi dibidang penilalan. 

Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi 

atau perkiman nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa lanah, 

bangunan, kendaraan dan barnag milik negara lainnya yang berada 

pada lingknp Kementerian atau Lembaga Negara. Hasil penilaian 

barang milik negara tersebut antara lain akan digunakan dalarn 
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penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta 

penerbitan sukuk. Selain itu, penilaian dilakukan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan 

negara, agar optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip 

The Highest and Best Use. 

c. Memberikan pelayanan pengurusan Piutang Negara : 

Pengurusan Piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan 

negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet 

yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang 

dikuasai oleh negara baik secara langsung rnaupun tidak langsung 

berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. 

Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang 

macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya 

kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terbadap 

piutang negara yang telah diserahkan dan piutang macet yang berasal 

dari instansi pemerintah. 

d. Memberikan pelayanan lelang 

Pelayanan lelang bertujuan akhir untuk menjadikan lelang sebagai 

sarana transaksi peqjualan aset secara umurt4 sebagairnana pasar 

lainnya Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap 

suatu putusan atau penetapan. Lelang memberikan manfaat lain lebih 

dibandingkan transaksi jual beli biasa yaitu lebih transparan, 

akuntable. efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum karena 

adanya Risalah Lelang yang merupakan akta otentik. DJKN 

diharapkan menjadi akselerator agar lelang masuk ke dalam "mindset" 

masyarakat dan dipandang seperti pelaksanoon jual beli biasa dan 

dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. 

e. Memberikan kontrsibusi pemasukan PNBP ke !Cas Negara : 

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN 

memperoleh basil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan 

Piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang 

memperoleh basil Bea Lelang termasuk Biad Balai Lelang yang 
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selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara 

Bukan l'ajak (PNBP). Dalam lllli.Sa mendatang akan menjadi "Trigger" 

realisasi potensi PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara. 

2.2.3 Struktur Organisasi DJKN 

Susunan Organisasi Dlrektorat Jendera1 Kekayaan Negara ter<firi dari : 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal 

b. Direktorat Barang Milik Negara I 

c. Dircktorat Barang Milik Negara II 

d. Direktorat Kekayaan Negara lain-lain 

e. Direktorat Penilaian Kekayaan Negara 

f. Direktorat Piutang Negara 

g. Direktorat Lelang 

h. Direktorat Hukam dan lnformasi 

Berda.sarkan Peraturan Mentcri Keuangan Nomor 

135/PMK.Ol/2006 tanggal22 Desernber 2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ditetapkan 

kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari 17 (tujuh 

belas) Kantor Wilayab (Kanwil) dan 89 (delapan pulub sernbilan) Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pada tabun 2007 Ielah 

beroperasi 17 (tujub belas) Kanwil dan 70 (tujuh pulub) KPKNL, 

sedangkan untuk 19 (sembilan belas) kantor pelayanan lainnya akan 

dircalisasikan setelab mempertimbangkan urgensi dan beban kerjanya. 
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Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara saat ini 

dapat dilihat pada Bagan I. 

Bagan I 

Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

DIREKTORAT JEND£RAL 
KEKAYAAN NEGARA 

SEK!'IETARIAT 

D!Ulo:OM1' "'""""' """"AA' lMO.:roAAf trlf!(.(fOJ\Af 

KANTOR 
WII.AYAH 

{17) 

KANTOR PEtAYANAN 
KEKAYAAN NEGARA 

OANU:I.ANG 
{70) 

2.2.4 Hubungan Panitia Urusan Piutang Negara {PUPN) dengan DJKN 

PUPN mempunyai wewenang mengurus piutang negara 

berd....,..kan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahnn 1960. pelaksanaan 

produk huum (pulll!!an) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang 

mempunyai kantor operasional yang di koordinasi Kantor Wilayah. PUPN 

adalah panita inrerdepartemental yang mengurus piutang negara yang 

berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh 

negara Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, 

Kepolisian, Kejaksaan, Bauk Indonesia, dan Pemerlntah Daerah. PUPN 
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Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai 

kedudukan disetiap Kantor Operasional. 

Adapun tugas dan kewenangan PUPN berdasarkan Peraturan 

Pengganti (Perpu) Undang-Undang Nomor 49 Prp tabun 1960 ndalab: 

a. Mengurus Piutang Negara yang telab diserahkan pengurusannya oleh 

Pemerintab atau Badan yang secara langsllllg atau tidak langsung 

dikuasai oleh Negara. Piul.ang yag diserahkan merupakan piutang yang 

adanya dan besarnya telab pasti menurut huknm akan tetapi 

Penanggung Hutangnya tidak melunasi hutang sebagaimana mestinya. 

b. Mengurus Piutang Negara tanpa menunggu penyeraban apabila 

menurut pendapatnya ada cukap alasan yang kuat babwa Piutang 

Negarn tersebut barns segura diurus 

2.2.5 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia berpeillll sangat penting dalam pelaksanaan 

kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jumlab pegawai di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per tanggal l Desember 

2007 berjurnlab 3.225 pegawai dengan komposisi sebagai berikut: 

l. Berdasarkan Golongan 

No Go Iongan Lald-laki Perempuan Total orang 

I I 14 0 14 

2 II 1.036 341 1.377 

3 lii 1.29 468 1.687 

4 IV 130 17 147 

Total 2.399 826 3.225 

2. Berdasarkan Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Golongan Total 

I II III IV orang 

1 SD 8 20 0 0 28 
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2 SLTP 4 32 I 0 37 

3 SL T AID liD II 2 753 429 0 1.184 

4 DliUSarjana Muda 0 342 81 0 423 

5 Sarjana 0 228 1.099 57 !.384 

6 Pasca Sarjana I Master 0 2 77 88 167 

7 Doktor I S3 0 0 0 2 2 

Total 14 1.367 1.687 147 3.125 

3. Tenaga Fungsional DJKN 

No Jabatan Fungsional Jumlah orang 

1 Juru Sit.a 626 

2 Pejabat Lelang 3!6 

3 Penilai Kekayaan Negara !140 

4 Pranata Komputer 4 

Total 2086 

2.2.{; Sarana dan Prasarana 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menempati gedung kantor 

yang beralamat di Gedung Kekayaan Negara (dahulu PAIK) Jl. Lapangan 

Bauteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Selain itu, juga mempunyai unit 

vertikal yang terdiri dari unit eselon II ( Kantor \Vilayah I Kanwil) dan 

eselon Ill Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang 

tersebar di : 

1. Kanwil (17) : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Baedar 

Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Sarnarinda, 

Manado, Makasar , Denpasar, Jayapura 

2. KPKNL (70) : Banda Aeeb, Lhokseurnawe, Medan, Pematang 

Slantar, Kisaran, Padang Sidempuan, Padang, Bukit 

Tinggi, Pekanbaru, Batam, Dumai, Jambi, Palembang, 
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Lanat, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Larnpung, 

Metro, Serang, Tangerang, Serpong, Jakarta I, Jakarta 

II, Jakarta Ill, Jakarta IV, Jakarta V, Bandung, 

Bekasi, Bogor, Purwakarta, Tasikmalaya, Cirebon, 

Semarang, Surakarta. Pekalongan, T ega!, Y ogyakarta, 

Purwokerto, Surabaya. Sidoarjo, Malang, Jember, 

Pamekasan, Madiun, Pontianak. Singkawang, 

Palangkaraya, Pangkalon Bun, Banjannasin, 

Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Bontang, Manado, 

Gorontalo, Palu., Temate, Makassar, Pare-pare, 

Palopo, Kendari Denpasar, Singaraja, Bima, Mntararn, 

Kupang, Ambon, Jayapura, Sarong, Biak. 

Catatan; 

Yang belum dibuka ; 

Meulaboh, Binjai. Tanjung Pinang, Baturaja, curup~ 

Sukabumi, Kudus, Bantu!, Sleman, Magelang, 

Bojonegoro, Kediri, Sanggau, Barabai, Tenggarong, 

Mamuju, Maumere, Timika, Manokwari. 

2.3 Prolil Kantor Pe!ayanan Kekayaan Negara don Le!ang (KPKNL) 

Yogyakarta 

Sesuai dengao Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 

l351PMIC0112006, KPKNL adalah lnstansi Vertikal DJKN yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. 

2.3.1 Dalam melaksanakao pelayanannya KPKNL Yogyakarta mempunyai 

tugas: 

"Melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, panilaian, 

piutang negara dan lelang" 

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi : 
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I. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan. pengamanan 

kekayaan negara 

2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan 

pengalihan serta penghapusan kekayaan negara 

3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan. penagihan, pengelolaan 

barang jaminan, ekaekusi, pemerikaean harta kekayaan milik 

penanggung hulling I penjamin hulling 

4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka 

waktu dan atau jumlah hulling, usul pencegahan dan penyandersan 

penangguug hutang dan atau penjamin hutang serta penyiapan data 

usul penghapusan piutang negara. 

5. Pelaksanaan pelayanan penilaian 

6. Pelaksanaan pelayanan !clang 

7. Penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang 

negara dan !clang 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, setiap pentimpin satuan 

organisasl instansi vertikal DJKN wajib menetapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun 

antara satuan organisruii dHingkungan instansi vertJkai DJKN serta dengan 

instansi lain diluar instansi vertikal DJKN sesuai dengan tugas pokok 

masing~masing. 

2.3.2 Berkenaan dengan tugas tenebut diatas, dalam pelaksaoaan tugasnya 

KPKNL Yogyakar1a mempuoyai Visi dao Misi. 

Adapun Visi KPKNL adalah Menjadi Penelola Kekayaan Negara, 

Piutang Negara Dan Lelang Yang Bertanggung Jawab Untuk Sebesar­

Besar Kemakmuran Ralcyat. Sedangkan misinya adalah : 

L Mewujudkan optimalisasi penerimaan. efisiensi pengaluaran dan 

nfektifitas pengelolaan kekayaan negara : 

2. Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan database serta 

penyajian jumlah dan nilai eksisting kekayaan negara ; 
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3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalarn berbagai keperluan penilaian : 

4. Melaksanakan pengurusan piutang neglll'!l yang efisien, efektif, 

transparan dan akuntabel 

5. Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu 

mengakomodasikan kepentingan masyarakat. 

2.3.3 Tujuan KPKNL Yogyakarta 

r 

Adapun tujuan dari dibentukuya KPKNL Yogyakarta arlaiah: 

a. Terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yaog efektif dan efisien 

b. Tersediannya informasijumlah dan nilai riil kekayaan Negara 

c. Terwujudnya bukti kepemiliken seluruh kekayaan Negara 

d. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara 

e. Terwujudnya harmonisasi regulasi dibidang pengelolaan Kekeyaan 

Negara 

f. Terwujudnya pengurusan piutang Negara yang efektif, efisie~ 

transparan dan akuntabel 

g. T erwujudnya pelayanan lelang yang efektif, efisien, transparan dan 

alruntabel 

Bagan Orgaoisasi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dao Lelang 

l<epala KPKNL 

Kepala Sub Bagian 
Umum 

I I I 
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi l<epala Se:ksi 
Pengelolaan Pelayanan Plutang Pelayanan Hukumdan 

Kekayaan Penilalan Negara lelang lnformasi 
Negara 
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2.3.4 Sejarab Singkat Terbentuknya KPKNL Yogyakarta 

Kantor Pelayanall Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta adalah 

unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang herada 

dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah IX DJKN Semarang, didirikan berdasarkan Pernturan 

Menleri Keuangan No. 135/PMK.OJ/2006 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

Pengurusan piutang negara diselenggarakan dengan mengscu pada 

Undang-Undang no.49 Prp tabun 1960 tentang PUPN, sedangkan kegiatan 

Jelang didasarkan pada Peraturan Lelang (Vendu Reg!ement Stb 1908 No. 

189 dan Ventu lnstructie Stb 1908 No. !90) berikut peraturan 

pe1aksaannya. 

KPKNL Yogyakarta bertugas melaksanakan pelayanan di bidang 

kekayaan negara, peni1aian, piutang negara dan lelung. Terbentuknya 

KPKNL Yogyakarta merupakan konseknensi atas perubahan dan 

perkembanagn struktur nrganisasi dan tata kerja di ling!rungan 

Departemen Keuangan, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 

tahuo 2006 Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara berubah 

menjadi Direktordt Jenderal Kekayaan Negara. 

Wilayah kerja KPKNL Yogyakarta berdasarkan PMK Nomor : 

1351PMK.01/2006 tangga! 22 Desember 2006 teotang Organisasi dan Tata 

Kerja lnstansi Vertikal DJKN adalah kota Yogyakarta, narnun demikian 

untuk wilayah kerja KPKNL S/eman dan Bantu/, sepanjang be1um dibuka, 

maka pelayanao pe!aksanaan tugas masib melalui KPKNL Yogyakarta 

(Surat Sekretariat DJKN Nomor: S-140/KN.I/2007 tanggalll Mei 2007. 

Berdasarkan Pernturao Menteri Keuaogan Republik Indonesia 

Nomor : !35/PMK.O l/2006 tanggsl22 Desembor 2006, tentang Organisasi 

dan Tota Kerja lnstansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan 

negara, penilaian, piutang negara dan !elang. 
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2.3.5 Pelayanan Pada KPKNL Yogyakarta 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : 63/KEPIM.PANn12003 tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan dilaksanakan oJeh penyelenggara pelaya.nan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun 

penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintab, baik sebagai 

pejabat maupun pegawai pelaksana. 

Berkaitan dengan bal tersebu~ Refurmasi Birokrasi di KPKNL 

Y ogyakarta, sedang dipersiapkan untuk memberikan pelayenan 

TELADAN yang artinya TE ~ Tertib, LA ~ Lancar DAN ~ Amanah, 

sebagairnana dalam sura! sekretaris DJKN Nomor S-4351/KN/2008 

tanggal l Juli 2008, yang mencanangkan kantor bebas korupsi, 

pemantauan. Sejalan dengan bal tersebut, KPKNL Yogyakarta 

menerapkan azaz-azas pelayanan publik sebagai berikut : 

1. Transparansi, bersifat terbuka muda dan dapat diakses oleh semua 

pihak yang membutuhkan dan disedialom secara memadai serta mudah 

dimengerti 

2. Akuntabilitas, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

3. Kondisional. sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektifitas 

4. Partisipasif, mendorong peran.serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanaa publik dengan memperbatikan aspirasi. kebutuban dan 

barapan masyarakat 

5. Kesamaan Hak. tidak diskrirninatif dalam arti tidak membedalom snku, 

agama ras, golongan, gender. dan status ekonomi 

6. Keseirnbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pibak 
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Mengenai strategi pelayanan yang dijalankan oleh KPKNL 

Yogyakarta dalam rangka menciptakan terwujudnya pelayanan 

TELADAN adalah : 

1. Melaksanakan "One Stop Service (Pelayanan Satu Pintu) 

2. Pemanfaatan teknologi infonnasi secara optimal 

3. SDM yang profesional dan terikat oleh kode etik 

4. Pelaksanaan Good Governance di semua lini 

2A Pembahasan Pokok Permasalahan 

2.4.1 Analisa Prosedur Pelaksaoaan IA!lang Sampai Dengan Terjadinya 

Kolusi Pada Saal Pelaksaoaan Lelang Oleh KPKNL Yogyakarta 

Ditinjau dari fungsi publik lelang, lelang merupakan suatu ala! 

dalam pengamanan asset yang dimilikil dikuasai oleh negara untuk 

peningkatan efesieu.si dan tertib administrasi pegolahannya. Oleh k:arena 

itu tugas pokok lelang adalah memberikan pelayanan umum kepada 

instansi pemerintah sfpil maupun ABRI baik pusat rnaupun daerah, badan­

badan peradilan, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah (BUMNID) dan 

masyarakat pada umumnya (badan-badan waha s.wasta maupun 

perorangan) 

Penjualan asset Badan Usaba Milik Negaral Daerah baros 

dilaksanakan dengan proses yang cepat, aman dan dengan barga jual yang 

paling monguntungkan bagi Badan Usaba Milik Negara/ Daerah. Oleh 

karena itu setiap pelaksanaan penjualan asset Badan Usaba Milik Negaral 

Daerah baros dilaksanakan dengan prosedur lelang melalui kantor lelang 

( dalam hal ini oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Yogyakarta), kccnali dengan izin dari Menteri Keuangan uotuk dilakukan 

penjualan dibawah Iangan. Yang termasuk dalam pengertian asset &dan 

Usaba Milik Negaral Daerah adalah aktiva tetap (barang bergerak maupun 

barang tidak bergerak) yang dikuasai oleh kontraktor di bidang Migas 

(kontraktor knntrak bagi basil maupun kontraktor knntrak karya dan 

sebagainya yang menurot peraturan peroodang-undangan/ peljanjiannya 

merupakan asset dari pertamina) 
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Lelang yang dilakukan oleh KPKNL Yogyakarta dalam hal ini 

dititik beratkan pada lelang non eksekusi wajib. Menurut Pasal l angka 5 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.0712006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan lelang, Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk 

melaksanakan penjualan barang milik negarn/daerah sebagakuana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negarn! 

Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan 

untuk dijual secara lelang. tennasuk kayu dan basil hutan lainnya dari 

Iangan pert.ama. 

Adapun prosedur pelaksanaan lelang barang milik uegarn! daerah 

olah Kantor Pelayanan Keksyaan Negara dan Lelang : 

I. Pemerinlah pusaVdaemh (penjual) mengajukan permohonan lelang 

barang milik pemerintah pusaV daemh ke Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Yogyakarta secara tertulis dengan melampirkan 

dokumen sebaga.i berikut : 

a. Salinanf fotokopy surat keputusan penunjukkan penjuali 

b. Aslil fotokopy bukti kapemilikan/ hak; 

e. Syarat lelang dari peJ1jual (apabila ada); 

d. Daftar harang yang akan dilelang; 

e. Salinan/ fotokopy Sural Keputusan Pengbapusan dari Menteril Ketua 

Lembagai Kepala Daerah/ pejabat yang berwenang; 

f. Salinan! fotokopy Surat Keputusan Panitia Lelang 

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta 

menetapkan had/ tanggal, jam dan tempat letang. 

3. Pemohon lelang (penjual) melakukan pangumurnan lelang di sw:at 

kabar harlan/ pengumuman cara lainnya seperti selebaran, tempelan 

atau melalui media elektronik berupa TV atau internet. 

4. Peserta lelang menyetor uang jaminan lelang ke rekening Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. 

5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelaug Yogyakarta. 
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6. Pemenang lelang membayar Harga Lelang, Bea Lelang dan Uang 

Miskin kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Yogyakarta. 

7. Bea Lelang dan Uang Miskin disetorkan ke Kas Negara oleb Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. 

8. Basil bersih lelang disetorkan kepada pemohon lelang (penjual). Dalarn 

hal ini pemohan lelang (penjual) adalah instansi pemerintah pusatl 

daerah, maka hasillelang disetorkan ke kas negara. 

9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta 

menyerahkan Pelikan RJsalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama 

dan dokumen kepada pemenang lelang. 

Dari prosedur pelaksanaan lelang diatas, penentwm barga limit 

dilakukan oleh penjual. Dalarn Pasal I angka 20 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, 

barga limit (reserve price) adalah barga minimal barang lelang yang 

ditetapkan oleh penjual/ pemilik banmg untuk dicapai dalam suatu 

pelelangan. Dari harga limit yang ditentukan oleh penjual tersebut, para 

peserta lelang dapat melakukan kolusi dalarn pelaksanaan lelang yang di 

lakukan oleh Kantor Pelayarum Kekayaan Negara dan Lelang. Adapun 

kolusi yang di maksud adalah bahwa peserta yang ikut pelelangan dengan 

cara penawaran lisan tersebut sebelumnya telah herkumpul dan sepakst 

uotuk melakukan penawaran sesuai dengan barga limit alllu sedikit di alas 

harga limit yang di tentukan. 

Selain itu para peserta lelang, yang di danai oleh oknum tertentu 

yang mencari keuntungan dari !clang yang di lakukan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dengan cara mendafutr sebagai 

peserta lelang sebanyak-banyaknya di dafutr peserta. Akan tempi pada saat 

pelelangan berlangsung, yang melakukan penawanm banya 1 (orang) 

peserta dangan harga yang serendah-rendaimya. Hal ini terjadi karena 

sebelumnya para oknum peserta lelang di luar ruangan tempat pelaksanaan 

lelang telah sepakat untuk menawar harga yang serendah-rendaimya, 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dati basil penjnalan barang 
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yang di menangkan melalui lelang yang kemudian dibagi-bagikan di 

antara oknurn peserta lelang tersebut. Cara kolusi lain yang dl pergunakan 

oleh oknum peserta !clang untuk memperoleh barang yang di lelang 

dengan harga murah adalah pelaksanaan lelang tidak akan ada peserta 

yang daftar atau hadir pada saat pelelangan berlangsung. Sehingga Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan melaksanakan lelang ulang 

dengan harga limit yang lebih rendah. Dalarn Pasal l angka 19 Peraturan 

Menter! Keuangan Nomor 40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

lelang, !clang ulang adalah pelaksanaan !clang yang dilakukan untuk 

mengulang lelang yang tidak ada peminatnya, lelang yang di tihan atau 

lelang yang pembelinya wanpreslasL 

Selain dengan cara kolusi untuk memperoleh barang yang di lelang, 

para oknum peserta lelang juga menggunakan cara intimidasi terhadap 

peserta lelang yang benar-benar serius mengikuti pelaksanrurn lelang. Cara 

intimidasi tersebut antara lain dengan mengancam peserta lelang yang 

akan ikut pelelangan, meneror peserta lelang yang serius mengikuti lelang, 

ataupun dengan menakut-nakuti keselarnatan peserta lelang jika tetap 

mengikutil memenagkan pelel!lllg!lll. Adapun intimidasi tersebut dilakukan 

dengan cara mendatangi rumah atau kediarnan peserta lelang yang serius, 

mengancam peserta lelang yang serius di luar tempat pelaksanaan lelang 

sesaat sebelum pelelangan dilaksanakan, meneror rumah atau kediaman 

peserta lelang yang serius, dan sebagainya Peserta lelang yang serius: 

diintimidasi atau dihalangi untuk mengikuti lelang. Lebih buruk lagi. 

l'eserta lelang yang berkolusi selanjutnya mengbalangi masuknya peserta 

bam yang serius mengikuti lelang. Peserta yang serius rersebut dihalangi 

dan dilntimidasi sehingga akhirnya talrnt megikuti lelang atau tidak jadi 

mengajukan penawaran dalam lelang. 

Peluang terjadinya kolusi dan intimidasi tersebut di atas 

dimungkiukan karena hal-hal berikut: 

a. Ketentuan Peraturan mengbaruskan penjual mencantumkan Harga 

Limit dalam Pengumuman lelang (Vide Ps 32 Peraturan Menteri 

Keuangun Nomor ; 40/PMK.0712006 yang berbunyi : dalam 
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pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, Barga 

Limit bersifat terbukal tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam 

Pengumuman Lelang. Dalam hal Le!ang Non Eksekusi Wajib berupa 

kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, HllTga Limit bersifat 

terbuka/ !idak rahasia tidak hams dicantumkan dalam Pengumuman 

Le!ang). 

b. Pelaksanaan lelang di!akukan dengan cara penawaran lisan (Vide Ps JS 

Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.0?/2006 yang 

berbunyi : penawaran lelang dapat dilaksanakan lansung dan/atau tidak 

langsung dengan cara lisan semakin meningkat atau menuron. tertulis 

dan tertulis dilanjutkan dengan !isan) 

2.4.2 KPKNL Yogyakar!lit Melaksanakan Lelang Dalam Upayanya 

Memberantas KoJusi Melalui Tromol Pos 

Da!arn rangka rnemperoleh hlll"ga lelang yang lebih optimal dan 

menciptakan kompetisi yang sehat antlll"a para peserta !elang, KPKNL Yogyakarta 

telah melak:ukan ujicoba pelaksa.naan le1ang dengan menggunakan jasa pos yaitu 

melalui TROMOL POS 8118 YOG Y A KART A 55000, sebagai berikut: 

1. Bahwa uji coba ini di!aknkan kacena selama ini untuk jenis !clang Non 

Eksekusi Wajib yang objeknya cukup materiil seperti lelang penghapusan 

gedung dan kandlll"san bermotor, terdapat keeenderungan timbulnya kolusi 

dan intimidasi di antara peserta lelang. 

Sebelwn dan saat pelaksanaan lelang para peserta bennufakat untuk menawar 

sesuai atau sedikit diatas Harga Limi4 sehingga pada saat penawaran lelang 

berlangsung diperoleh harga lelang yang tidak optimal. Setelah lelang 

berakhir, peserta le!ang tersebut berkurnpul lagi dan mele!ang kembali objek 

lelang diantata mereka. Selanjutnya selisih kelebihan harga antara harga 

lelnng dengan hlll"ga jual sebenarnya dibagi diantara mer aka. 

2. Kejadian-kejadian sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan hal-hal sebagai 

berikut: 
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a Harga Lelang Tidak Optimal 

Harga lelang yang terbentuk pada umumnya sesuai atau sedikit di atas 

Harga Limit sebagaimana tarnpak pada beberapa contoh pelaksanaan 

Jelang sesuai tabel berikut: 

Pemohon Lelang 

lnstitut Seni 

Indonesia (lSI) 

Yogyakarta 

(RL No : 54/2007) 

Sekolan Tinggi 

Penyoluhan 

Pertanian Yogyakarta 

(RL No : 54/2008) 

Balai Diklat Keuangan 

lli Yogyakarta 

(RL No : 115/2008) 

TABEL 1 

HARGA LELANG 

PERI ODE OKTOBER 2008 

Objek Lelang Harga 

Limit Pokok Lelang 

I paket bangunan 400.000.000,00 405.000.000,00 
untuk dibongkar 
terdiri dari 5 gedung 
dan l tugn f Ianda 
batas 

Barang inventaris, 23.800.000,00 24.000.000,00 
terdiri l Mobil 
Toyota, 2 sepeda 
motor 

Barang inventaris, 23.800.000,00 24.000.000,00 
terdiri !Mobil 
Toyota, 2 sepeda 
motor 

I Gedung kantor 83.733.000,00 90.000.000,00 
untuk dnibongkar 
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b. Peserta Lelang tidak serius mengikuti lelang 

Banyak peserta yang mengikuti lelang karena ingin memperoleh bagian 

keuntungan dari selisih harga antara harga lelang dengan harga jual 

sesungguhnya. Akibatnya jumlah peserta lelang banyak sekali, tetapi 

jumlah penawaran sedikiL 

Pemohon Lelang 

lnstitut Seni 

Indonesia (lSI) 
Yogyakarta 

(RL No :5412007) 

Sekolah Tinggi 
Penyuluhan 
Pertanian 
Yogyakarta 

Balai Diklat 
Keuangan Ill 
Yogyakarta 

(RL No : 11512008) 

TABEL2 

JUMLAH PENAW AR DALAM LELANG 

PERIODE OKTOBER 2008 

Objek lelang Jumlah Peserta Penawaran 
Yang Mendaftar 

Tdk Tdk 
Mengajukan Sah 
Penawaran 

I paket bangunan Ill 105 2 
untuk dibongkar 
terdiri dari 5 
gedungdan I 
tugu I tanda batas 

Barang inventaris 44 42 -
terdiri : 

I Mobil Toyota 

2 sepeda motor 

Barang inventaris 
44 42 terdiri : -

I Mobil Toyota 

2 sepeda motor 

1 Gedung kantor !33 116 7 
unhak dihongkar 
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c. Peserta lelang yang serius diintimidasi atau dihalangi untuk mengikuti 

lelang, 

Lebih buruk lagi. Peserta !clang yang berkolusi selanjutnya menghalangi 

masuknya peserta baru yang serius mengikuti lelang. Peserta yang serius 

tersebut dihalangi dan diintimidasi schingga akhirnya takut megikuti 

lelang atau tidak jadi mengajukan penawaran dalam le1ang (Barrier lo 

Enrry tinggi). 

3. Bailwa peluang terjadinya kolusi dan intimidasi tersebut di alas dimungkinkan 

karena hal-hal berikut: 

c. Ketentuan Pernturan mengharuskan penjual mencantumkan Harga Limit 

dalam Pengumuman lelang (Vide Ps 32 Peraluran Menteri Keuangan 

Nomor : 401PMK.0712006). Dengan adanya ketentuan ini peserta lelang 

dapat saling bermufakat untuk mengajukan penawaran se.suai atau sediki! 

diatas Harga Limit. 

d, Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mempergunakan lisan (Vide Ps 35 

Peraturan Menteri Keuangan Nornor : 40/PMK.0712006). 

Dengan digunakannya cara penawaran lisan, para peserta harus berkumpul 

di satu tempat tertentu, yaitu tempat pelaksanaan lelang, Akibatnya, lebih 

besar peluang bagi para peserta lelang untuk berkolusi dengan peserta lain 

dan mengintimidasi peserta barulserius. 

4. Mengingat hal-hal tersebut diatas, KPKNL Yogyakarta melakukan uji eoba 

pelaksa:naan lelang dengan desain khusus untuk lebih mengoptimalkan Harga 

I.elang dan meminimalkan terjadinya kolusi serta inlimadasi di antara peserta 

lelang, sebagai berikut : 

a. Dalam Pengumuman Lelang dieantumkan perkiraan Harga Lelang dengan 

bentuk interval harga dirnana balas bawah interval harga tersebut sesuai 

atau sedikit di atas harga limit, misalnya : Harga Limit ditentukan penjual 

Rp. 19.000,000,00 , maka di dalam pengumuman lelang dieanturnkan 

perkiraan harga lelang antara Rp. 20.000.000,00 s.d. Rp, 40.000.000,00 

.Dengan interval harga ini pe.serta lelang tidal< terpaku pada satu harga 

kimit soja, 
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b. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan mempergunakan cara penawaran 

tertulis melalui TROMOL POS 8118. 

Berdasarkan Pasal 35 (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

40/PMK.0712006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimingkinkan 

adanya pelaksanaan leiang melalui pos. Dengan dipergunakan cara 

penawaran tertulis melalui pos 1m para peserta lelang tidak harus 

berkumpui di tempat lelang dan tidak dapat bertemu satu sarna lain 

sehingga kemungkinan terjadinya kolusi dan intimidasi antar peserta dapat 

diminimalkan atau dihilangkan. 

c. Ditentukan bahwa peserta tidak wajib badir dalam pelaksanaan lelang. 

Dengan adanya ketentuan ini maka dapat dihapuskan halangan bagi 

peserta baru untuk mengikuti lelang dan juga kemungkinan intimidasi 

pada peserta baru/ serius {Barrier to Entry diminimalkan). 

d. Untuk mendukung hal-hal ter>ebut diatas, malca ditentukan babwa : 

1. Penyetoran uang jaminan dilakukan langsung kc rekening KPKNL 

Yogyakacta dan bukti setor dilampirkan pada surat penawaran dan 

dikirimkan via pos. 

2. Dalam surat penawaran juga dicantumkan Nomor HP/ Telepon peserta 

lelang untuk memudahkan kumunikasi penjual, Pejabat Lelang dengan 

peserta lelang. 

5. Bahwa dari uji coba 3 (tiga) kali pelaksanaan lelang dcngan mcnggunakan 

cara penawaran melalui pos dapat dilaporkan bahwa telab diperoleh 

peningkatan pelayanan lelang yang lebih baik kepada pengguna jasa dan 

optimalisasi pelaksanaan !clang sebagai berikut : 

a. Optimalisasi Harga Lelang 

Dengan tidak adanya peluang diantara sesama peserta lelang untuk 

bertemu langsung, maka peserta lebih leluasa dalam mengajukan 

penawaran sebingga teJjadi pembentukan harga melalui persaingan 

yang sehaL Selanjutnya dengan penggantian satu Harga Limit dengan 

perkiraan harga, dalam bentuk interval harga, penawaran yang diajukan 

oleh peserta lelang tidak terpaku pada satu harga tertentu sehingga 
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harga yang terbentuk adalah harga yang optimal, seperti tersaji dalam 

tabel di bawah ini. 

Pemohon Lelang 

Rutan Bantu! 

(RL No : 14912008) 

Kejari Wonosari 

(RL No: 153f2008) 

Universitas Gajah Marla 

(RL No : 165f2008) 

TABEL3 

HARGA LELANG 

PERI ODE OKTOBER 2008 

Objek Lelang Harga 

Limit Pokok Lelang 

Bangunan geduns 19.225.000,00 56.000.000,00 

untuk dihongkar Ex. 
Rutan Bantut 

Bangunan gedung 29.000.000,00 73.000.000,00 

untuk dihongkar Ex. 
Kantor Kejari Wonosarl 

1 Paket barang invetaris 50.000.000,00 108.700.000,00 

berupa barnag 
Meubeler 

I Paket barang 15.000.000,00 42.600.000,00 

inventaris : Batang 
elektronik 
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b. Keseriusan Peserta Lelang. 

Peserta yang menawar adalah peserta yang serius mengikuti lelang, dan 

benar~benar beritikad baik membeli barang dengan cara leiang, sepcrti 

tersaji dalam tabel di bawah ini. 

TABEL4 

JUMLAH PENA WAR DALAM LELANG 

PERIODE OKTOBER 2008 

Pemohon Lelang Objek !elang Jumlah Peserta Penawaran 
Yang Mendaftar 

Tdk TdkSah 
Mengajukan 
Penawaran 

Rutan Bantu! Bangunan gedung 5 . . 
untuk dibongkar 
Ex. Rutan Bantu! 

Kejari Wonosari Bangunan gedung 7 . . 
untuk dibongkar 

Ex. Kantor Kejari 
Wonosari 

Universitas Gajah I Paket barang 3 . . 
Mad a inventaris : 

berupa barang 
Meubeler 

1 Paket Barang 10 . . 
lnventaris : 
Barang Elektronik 

c. Tidak teJjadinya kolusi dan intimidasi antara peserta lelang. 
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2.5 Basil Wawancara 

Selain data~data yang diperoleh tersebut di atast penulis juga 

langsung terjun ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan 

kepala kantor lelang Yogyakarta Bapak Dhaniarto S.H, LLM dan 

menyaksikan langsung proses pelaksanaan lelang oleh KPKNL 

Y ogyakarta dengan menggunakan metode penawaran lelang yang baru 

yaitu dengan menggunakan TROMOL POS 8118. Adapun pernohnn 

lelang pada saat itu adalah Kejari Bantu! dan BPS (Badan Pusat Statistik) 

Yogyakarta. Setelah wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapek 

Dhaniarto,S.H,LLM, penulis mendapat data-data yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 19 

Nama KP2LN berubah menjadi KPKNL sejak tahun 2008, Peraturan 

Menteri Keuangan No. 102/PMK..Ol/2008 Tentang organisasi dan tata 

kerja instansi vertikal Dirakt<>rat Jeoderal Kekayaan Negara. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40!PMK.07/2006 Pasal 35 ayat 

I, penawaran !clang dapat di lakukan \angsung atau tidak langsung dengan cara 

lisan, tertuHs atau lertutis dilanjiJtkan dengan lisan. 

Yang menjadi kelemahan dari penawaran langsung secara lisan tersebut yang 

dilakukan se1ama ini oleh KPKNL Yogyakarta yaitu khosus untuk penawaran 

lelang secara iangsung dengan lisan terdapat ke!emahan. Dari cara penawaran 

yang di lakukan tersebut sering terja.di kolusi dan intimidasi di antara peserta 

lelang, dimana peserta telang yang berkolusi dan melakukan intimidasi terhadap 

peserta lain hanya mencari keuntung:an semata dan hal tersebut sangat 

merugikan penjual, karena pemenang lelang memperoleh barang lelang dengan 

barga yang rendah. 

Kolusi dan intimidasi di antara pesert.a. lelang itu dapat terjadi karena cara 

penawaran langsung secara lisan terdapat keeeoderungan tirnbulnya 

k-olusi dan intimidasi di antara peserta lelang. Kolusi dan intirnidasi 

19 Wawancara Kepa!a l<P!(NL Yogyakarta, Tangsal18 Mei 2008. 
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terjadi sebelum dan saat pelaksanaan lelang yailu para peserta bermufakat 

untuk menawar sesuai atau sedikit diatas harga limit. sehingga pada 

saatpenawaran lelang berlangsung diperoteh barga lelang yang tidak 

optimal. Setelah tetang berakhir, peserta telang tersebut berkumpul tagi 

dan rnelelang kembaii objek lelang diantara mereka. Selanjutnya selisih 

kelebihan harga antara hargs telang dengan harga jual sebenarnya dibagi 

diantara mereka. 

Yang menjadi akibat dari kotusi dan intimidasi adalah bat tersebut sangst 

merugikan pefliuaL Karena harga jual lelang menjadi tidak maksimal I 

optimal karena oknum peserta lelang hanya menawar sesuai atau sedlkit di 

atas harga limit. Sel.ain itu, hal tersebut mengurangi jumlah peserta lelang 

yang benar~benar serius mengik:uti lelang. 

Untuk mengatasi kelemahan cam penawaran tersebut, yang Kl1KNL 

Yogyakarta lakukan adalah sebagai berikut : pada awalnya KPKNL 

Yogyakarta me)akukan suatu terobosan untuk mengatasi hal tersebut yaitu 

dengan cara menggunakan PO. BOX dan dalam pengumuman Jelang 

dicantumkun perkiraan Harga Lelang dengan bentuk interval harga, di 

mana peserta !clang mengirimkan sura! penawaran ke PO. BOX tanpa 

perlu hadir di tempat pelelangan. Akan tetapi surat penawaran yang masuk 

ke PO. BOX ternyata ada yang hilang karena perbuatan okuum peserta 

tetang dengan sengsja dan PO.BOX tersebut dapat dibuka. Oleh kurena itu 

KPKNL Yogyakarta rnenggunakan TROMOL POS 8118 untuk 

menampung sura! penawaran peserta lelang. Dengan bat tersebut akan 

mengurangi bahkun menghilangkan kotusi dan intimidasi yang terjadi 

selama ini 

Penerapan TROMOL POS 8118 tersebut agar tidak terjadi kehilangan 

surat penawaran lagi yaitu KPKNL Yogyakarta melakukan perjanjian 

dengan kantor pos pusat Yogyakarta yaitu KPKNL Yogyakarta 

menitipkan TROMOL POS tersebut di kantor pos pusat dengan biaya Rp. 

60.000,00 (enam putuh ribu rupiah) I per bulan. Penyediaan TROMOL 
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POS 8118 tersebut didesaign I dirancang sendiri scdemikian rupa o1eh 

KPKNL Yogyakarta. Dan TROMOL POS 8118 tersebut menggunakan 

gembok yang kuncinya haoya di pegang oleh pejabat lelang KPKNL 

Yogyakarta. 

Ide untuk menggunakan TROMOL POS 8118 tersebut kebetulan 

dicetuskan oleh Bapak Dbaniarto, S.H LLM. sendiri, karena melihat 

kendala-kendala dalam mengguruokan PO.BOX yang kurang dalam 

pengamanannya. 

Prosedur lelang dengan menggunakun TROMOL POS 8118 ini tetap 

dilakukun sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang pad a umurnnya. 

Can! ini di atur dalam peraturan perungan-undangan yang berlaku yaitu 

pasal 35 ayat (5} Peraturan Menteri Keuangan No. 401PMK.07/2006 

menyebutkan bahwa pada lelang dengan penawaran yang dilaksanakuu 

tidak langsung semua peserta lelang yang sah atau kuasanya · saat 

mengajukuu penawaran tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan 

lefung dan penawarannya dapat dilakukan deugan menggunakan 

Teknologi lnformasi dan K<>munikasi . Dalam hal ini TROMOL POS juga 

merupakan salah satu alat komunikasi yang ada yaitu melalui jasa kuutor 

pos. 

Dalam Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 

401PMK.07/2006 disebutkan cara penawaran lelaog dapat dilakukuu 

dengan teknologi informasi. Akan tempi KPKNL Yogyakarta tidak 

menerapkuu dan menggunakan teknologi informasi sehingga risiko surat 

penawaran bilang tidak ada lagi dan surat penawaran tersebut akan lebih 

cepat sampai ka KPKNL Yogyakarta karena penggunaan teknologi 

informasi, misalnya internet, mempunyai kelemahan terscndiri yaitu 

penggunaan internet untuk menyampaikuu sural penawaran tidak 

menjangkau semua lapisan. 

Terobosan dengan menggunakuu TROMOL POS dekno melakukan 

penawaran lelang nntuk meminimalkan kolusi sudah di sampalkuu ke 
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Kantor Wilayah di Semarang dengan cara KPKNL Yogyakarta sudah 

menyarnpaikan surat secara tertulis terobosan ini ke Kantor Wilayah di 

Semarang, tapi sarnpai saat ini belum ada tanggapan/ balasan secara 

tertulis dari pimpinan kantor wilayah. Yang ada hanya tanggapan secara 

lisan dari pimpinan kantor wilayah Semarang bahwa terobosan ini boleh di 

lanjutkan. Dan bahkan kantor lelang Semarang sudah pernah melakukan 

uji coba dengan menggunakan TROMOL POS. 

Selain kebaikan di atas, ada kelemahan dari terobosan tersebut yaitu 

terobosan ini masih memiliki kekurangan yaitu surat penawaran dari 

peserta lelang lama sampai ke kantor pos pusat Yogyakarta dan jika ada 2 

(dua) peserta lelang yang hadir atau melalui kuasanya mencapai harga 

tertinggi, walaupun dalam surat penawaran sudah dimintakan dicantumkan 

nomor telepon yang bisa di hubungi. Akan tetapi bagaimana jika nomor 

telepon yang dicantumkan tidak bisa di hubungi untuk melakukan 

penawaran lanjutan. Selama ini jika hal itu terjadi, biasanya pejabat lelang 

menentukan pemenang lelang melalui pengundian. Seperti yang tercantum 

dalam dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Menteri Keuangan No. 

40/PMK.0712006 menyebutkan apabila terdapat peserta lelang yang 

mengajukan penawaran yang sam~ dan tidak: dapat dilakukan penawaran 

Janjutan maka penetapan salah satu peserta lelang untuk menjadi 

pemenang lelang adalah dengan melakukan pengundian. 

Mengenai cara pengundian tersebu~Bapak Dhaniarto,S.H,LLM 

mengatakan pelaksanaan cara pengundian tersebut dinilai kurang etis, 

walaupun hal tersebut di atur dalarn peraturan yang berlakn. Karena lebih 

mengacu pada peruntungan seseorang. 

Penggunaan TROMOL POS ini sudah diterapkan mulai akhir tahun 2008. 

Selama TROMOL POS ini di terapkan,tidak ada peserta lelang yang protes 

karena pelaksanaan penawaran lelang itu tidak seperti pelaksanaan lelang 

yang lalu yaitu dengan penawaran lisan. Keuntungan dari pelaksanaan 

penawaran lelang dengan menggunakan TROMOL POS 8118 ini cnknp 

banyak antara lain ; 
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L Harga lebih optimal 

2. Dapat meminimalkan kolusi, KKN & Intimidasi 

3. Menjaga citra lelang yang lebih baik 

4. Masyarakat mendapat pendidikan lelang yang 

baik 

5. Efektifitas dan efisiensi dalarn pelaksanaan 

!clang, terutama bagi penjual 

6. Negara menjadi lebih diuntungkan. karena barga 

penawaran menjadi lebih tinggi jauh diatas 

barga limit 

Saran Bapak Dhaniarto ,S.H,LLM. untuk ke depannya adalah agar dalam 

Raneangan Undang-Undang lelang seharusnya ada sanksi terhadap 

oknum-oknum peserta lelang yang ketangkap tangan melakukan kolusi 

dan intimidasi terhadap peserta lelang yang lain. Dan bagi pemerint:ah, 

Badan Usaha Milik Negara I Daerah. pengadilan maupun kejakaaan yang 

akan melakukan !clang, lebih menaikkan barga limit karena selama ini 

harga limit yang di tentukan terlalu rendahl murah. Dan agar penggunaan 

tromol pos tersebut dapat lebih diterapkan lagi. Karena penggunaan tromol 

pos dalam ielang penawaran langsung adalah salah satu cara yang terbaik 

dan menguntungkan banyak pihak terutama bagi pemilik barang don 

pendapatan Negara. 
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Setelah penulis menguraikan dan membahas ke:seluruhan materi dari 

tesis ini yang berjudul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PELAKSANAAN LELANG DALAM USAHA PEMBERANTASAN 

KOLUS! YANG TERJAD! Dl KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 

DAN LELANG (STUD! KASUS PADA KANTOR PELA Y ANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA)", maka penulis 

dapat menarik kesimpulan-kesimpuian sebagai berikut : 

l. KPKNL Yogyakarta mefakukan uji coba pclaksanaan lelang dengan desain 

khusus untuk lebih mengoptimalkan Harga Le!ang dan meminimalkan 

tcrjadinya kolusi serta intimadasi di antara peserta leiang, yaitu : dalam 

Pengumuman Lelang dieanturnkan perkiraan Harga Lelang dengan bentuk 

interval harga dimana batas bawah interval harga tersebut sesuai atau 

sedikit di atas harga limit. Dengan interval harga ini peserta lelang tidak 

terpaku pada satu Harga Limit saja dan pelaksanaan lelang dilakukan 

dengan mempergunakan cara penawaran tertulls melalui TROMOL POS 

8118. Berdasarkan Pasal 35 (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

40/PMK.0?/2006 teotang Petunjuk Pelaksanaan LeJang dimungkinkan 

adanya pelaksanaan Ie1ang melalui pas. 

2. Pelaksanaan lelang dengan menggunakan cara penawaran melalui pos 

dapat dlfaporkan bahwa telah diperoleh peningkatan pelayanan lelang yang 

lebih baik kepada pengguna jasa dan optimalisasi pelaksanaan le1ang 

sebagai berikut : optintalisasi harga le1ang, k:eseriusan peserta lelang dan 

tidak terjadinya kolusi dan intimidasi antara peserta leJang. 
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2. Saran 

Dari kesimpulan tersebut diatas maka penulis ingin memberikan saran~ 

saran sebagai berikut : 

L Kotak TROMOL POS 8118 senorusnya menggunakan 2 (dua) gcmbok 

Lmtuk peningkatan keamanan surat pcnawaran yang masuk ke TROMOL 

POS tersebut, yaitu kedua kunci gembok yang bersangkutan masing~ 

masing di pegang oleh Pejabal lelang dan disegel untuk P'emohon lelang 

untuk dibuka pada hari dan tanggal pelak:sanaan lelang. 

2. TROMOL POS harus di buka di tempal pelaksanaan lelang dan di 

hadapan peserta lelang pada saat lelang akan dilaksanakan pada hari, 

tanggal dan jam yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

transparansi dari institusi lelang yang bersangkutan, 

3. Seharusnya kantor pos setempat dapat atau ikut serta membantu KPKNL 

Yogyakarta agar surat penawaran yang rnasuk tidak mengalami 

keterlambatan sehingga tidak merugikan para peserta lelang yang serius 

mengikuti lelang. Hal tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan kantar 

pos setempat dan dapat mcncoreng citra K.PKNL Yogyakarta, 

4. Jika terjadi 2 (dua) penawaran yang sama dengan harga tertinggi, rnaka 

sebaiknya tidak dHakukan penentuan pemerumg lelang dengan cara 

pengundian. Walaupun datam Pasal 39 Peratuan Menteri Keungan 

Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07!2006 tentang petunjuk 

pelaksanaan Lelang disebutkan ·~dalam hal terdapat beberapa peserta 

lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin 

menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau 

meiampaui harga limi4 pejabat lelang berhak menentukan pemenang 

1elang dengan cara meJakukan penawaran lanjutan terhadap peserta lelang 

yang mengajukan penawaran yang sama. yang dilak:ukan secara lisan 

(naik~naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang yang 

bersangkutan atau apabila ketentuan sebagaimana diata.s tidak dapat 

dilaksanakant melakukan penetapan salah satu diantara peserta lelang 

yang mengajukan penawaran yang sama dengan meiakukan pengundian. 
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Cam pengundian tersebut diatas menurut penuHs tidak layak di lakukan 

karena cara pengundian bcrhubungan dengan keberuntungao seseorang, 

yang dapat di samakan dengan perjudian. 

5. Harga Limil yang ditentukan dengan cara interval dapat dilaporkan ke 

kantor pusat agar dapat disesuaikan dengan ra.ncangan undang-undang ke 

depannya sehingga Harga Limit interval dapat di masukkan ke dalam 

rancangan undang-undang tersebut 
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PENGUMUMAN 

lemb~.ga Petnasyarakatan Klas IJA Yogyakarta dengan 

perantaraan KPKNL Yogyakarta akan meleli:!ng ,. 
bangunan gedung los kUiit seluas 2.514 m2 untuk di . . 
bongkar, harga limit Rp 73.493.000,· Lelang 

dilaksanakan secara tertulis, perilbukaan surat-surat 

ponawaran pada tanggal18 Februarl 2009 pukul 10.00 

bertempat di l~embaga Pemasyar'akatan K!as IIA 
• 

Yogyakarta, Jl Taman Sls'!la No 6 Yogyakarta. Sya•al· 

Syarat lelang Sebagal Oerfkul: 

1.Menyelor Uang J8m!nan Ke rekenlng KPKNl $ebesar· 

30juta 

2.Mertgajukan Penawaran . tertulls dimasukkan dalam 

sampul tertutup d! pojok kirl atas tertulis penawaran 

barang !nvantatis. 

Syarat dan -Ketentuan selengkapnya dapat dlllhat di 

Lapas Klas IIA Yogyakar1a alamat tsb diatas dan KPKNl 

Yogyakarta Jl Gla~ahsari No 103 Yogyakarta 

Mengetahui Yogyakarta, 13 Februa[i 2009 

PPK Ketua Panrtla 

• 
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'-'>A rw._JJ..;.i~JCI~ IH..<i\._UlVl lJAI'-4 HAt\. A.'>A:Sl MANUS.lA R.l 
KANTOR WfLAYAH DAERAH fSTIMEWA YOGYAKARTA 
LgMilAGA PEMASY ARAKA TAN KLAS I! A YOGYAKARTA 
1!. Tamansiswo No.6 Yngyakorta.~ (0214) 376126 Fax : (0274) 375801 

q. 
PENGUMUMAN LELANG th'-~Pl?.r>~\K\:; .. ·:~ 
No W22,Eo,PL,05.0!-l32 f: ··:··""" "'' l\0 ... -·f.]J::J:i) ·ruuS 

Lembaga pemasyarakatan klas Il a Yogyakarta dengan peran~~~~,;_Kantor P~la;anan f 
Kckayaan Negara dnn lehmg (KPKNL) Yogynkarta aktm menjual barang inventaris milik 
/lrekayaan Negara berupa; 
Bangunan Los Kulit seluas 2.514 m2 dibangun tahun 1905 dengan harga limit Rp 
73.49:1.000,00 uangjamimm lelang Rp 10.000 000,~ 

Syarat -syarat dan ketentuan lelang : 

L Waktu meHha!: banmg langgal 16 /02/2009 s/d.lgl I 7/0212009 puku! 08.00 wib s/d 
pukui n.oo. wib 

2. Menyetorkan uang jnm!nan 1elang sebesar tersebut diatas melalui ~kening 
KPKNL Yogyakarta pada brmg DNI Cabltllg Yogyakarta Trikora .No Rek 
10.441.053 paling lambat /efektif diterima 1 (satu )hari kerjn sebelum lelang. 

3. Mengajukan penawaran tertulis dalam sampul tertutup dipojok ldrl sampul ditulis 
"penawaran Lelang lm'entaris Lembaga Pemasyw:aJrotnn Klas IIA Yogyaknrta u 

dengan menyebutkan identitas dan No .telp!HP ,harga penawaran ditulis dengan 
angka dan hurnf dan ditanda tangani diatas materai Rp 6,000,00 , 

4. Surat penawaran dilampiri copy bukti setoranjaminan ielang dikirim ke Tromol 
pos 8II& Yogyahrla 55000 (dianjurlrn.n meoggunakan pos express) dan ha:rus: 
.sudah ditedma: di lromol pos 1 (satu ) hari kerja sebelum lehmg,ketedambatan 
penerimnan di Tromol Pos menjadi resiko l'engidtn. 

5. Pe:serta lelang tidak wajib hadir saat pernbukaan penawaran ,dan jika peserta 
lelang kumng dari 2(dua ),maka ielang di tunda. 

6. Pemenag lelang akan diumumkan seketilCa itu juga di. tempat lele.ng dan di 
KPKNL Yogyaknrta setloh dik.:tohui pemenungnya berdasarko.n penaWat!ln 
tertinggi ynng telnh menc:~pal/melampaui hnrga limit 

7. Pelunasan pembayanm te!ang ditambah Sea Lela.ng l % dilakukan paling lambat 
3 Tiga) hari kerja setelah 1elang ,apabHa wanprestasi uangjruninan disetor ke K!!S 
Negarn. 

8, Hal-hal yang belum jelas dapa.t ditanyakan kepada. panitia saat meHhat obyek 
!elan g. 

Pelak:sanaan !elnng /pembukaan surat -sural penawaran : 
Hari Rabu tang gal 18 februari 2009 pukul l 0.00 WIB di Lapas Klas.lla Yogyakarta. 

IJ 
Y ogyakarta. Februari 2009 

KetuaPanitia 

TTD 

SUYADIAKS 
NIP: 170 018 JlS 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



'No 

I 

" ! 
1/ 

I 

.!1 
l-9 

tc 
11 
jj 

IJ 
ii; 
;.r 
It 
11 

Lk:t.t N;'' ,~ ", ·\: /--
!:r,!Sr.t.:.~t~tL...!l·, · \ ·: 
'!~'<::::;;;..t • 

" ..... ,. -~"" 
DM'AR PENAWARAN LElANG I 

RISAlAH LElANG NO. 23 Tanggal 18 Februari 2009 

' J: 
7r,• 
~~_,,,. ,f.r~ >iM' 

.!1 '"" 
~- {.,,,,.,.,.. 

~ 

'q """';;. 

~ 

r,.;;,r;~. 
v 

' . 
. 

Penjual 

"i' /.f'f,Cd~ ·WO. • 

<7J.arr.n> 
>N. 
21'.9 . .tea·"""'· 
a 6 i """' . "'"'!:> 
7J. 'Tf&. &WI. 

""' . a a"'. ""o 
7J · 'lfi.oao 

/.{1). coo . =o ' 

""'·""" .ooo. "< 

IJo .aoo. """'· . 
/J"c- <t>O ·WO 

I q. 3«> • """" 

" .aao 
~6.r.;s• --

'• ~"~ . .rw."""'. 
171'. ~to-= 

Yogyakarta, 16 Februari 2009 
_ _,_P..::JejC::abat Lelang 

Su adi, SE 
NIP. 060055432 

I 

. 

L 

-- -· 

.. -
-

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



I 
: 

MONITORING 
OPTIMAl.lSASI PENCAPAIAN HARGA POKOK l.,ELJ\NG 

DENGAN PENAWARAN MELALU! TROMOL POS 

A. Kendaraan Bermotor 

8. Bangunan Gedung Dibongkar 

Pemohan 

•j:~~~~:;,'''"" Of' Sardjito 
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SALINAN. 

RISALAH LELANG 

Nomor 
Tanggal 

.. 

: 23/2009 1:, 
: 1 e Jrebru¢~ 2009 

:r 

KANTOR PELAYANA!j.KEKAYAAN 
NEGARA DAN LELANG 

· YOGYAKARTA 
Jl. Glagahsari No. 103 Yogyakart-a 

Tolp (0274) 3892021 385864 
Fax(0274)389202 

F.C6.09 

. . ". -, -, ...... 

' ,., . 

•• . . 

-··· 

:. 
j 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERA~!<EKAYAAN NEGARA 

KANTORWILAYAH1XSEMARANG , 
. . KANTOR PElAYANAN KEKAYI\.!IN NEGARA DAN LElANGf· 

. \ , YOGYA~TA J· 

.,h::;~""~'.'~" ... . , ~- . t=r•:m 

Ym. Kopala Kantor Wllayah IX DJKN 
Jalan lm'tim Bon)ol No. 1 D GKN Lan!ZI! 3 
Semarang 

.t4 FEB zom 

-
No. 

. 

SURAT-PENGANTAR 
Nomoi ; SP -1! IWKN.09/KNL060112000 

-
Uralan Banyaknya Ketemngan 

1. ~aUnart R!salah Lelang: 1sot Oikl~m dGng~;m 

No.: 2312009 hormal sobaQal 

Tgl.18 Fobruari 2009 faporan 

' 
" ,' 

Tembusan: 
1. Oirektur lelang DJKN Jakerta. 
2. Kep~l;> Leml>aga Pemasyarakatan !<las IIA Y ogyakarla 

Jl. Ta'manslswa No.6 Yogyakarta. 

,\ 
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lAPORAN REALlSASI PEI.AKSA/:lAAN LEtANG 

1. 
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SALIN AN 
RISALAH LEiLANG 

~omor : 2312009 

Lembar Pertama 
Pejabat Lelang 

Tid. 

Sumadi, S.E. 
. NIP 060055432 

..:.;....Pad a "l'tari lni Rabu • tanggal defapan be!as bulan 'Feb!llarl tahun dua ribu 
sembifan (18·02~2009) pul<ul sepuluh {10.00} Waktu lndonetia Barat di hadapan 
saya: --·---- _ ' ---·-............-~-~--" 

Sumadl, Sarjana Ekonomi, Ni.P 0800554~ ------
Pejabat lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republi~lndt:mesia Nomor. 04/KM.09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juri 1992 dan 
dlkukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Kei.(~ngan Morna: 021KM.06 /UP.-. 
11/2007 tanggal2 Maret 2007 berkedudukan pad~ Kantor Pelayanan Kekayaan· 
Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnyd. disebut KPKNL YOgyakarta 
berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyak8.tta No.: ST~76 /\,~~~tt09/KN'l.-? 

009 1an9gal 16 Februari 2009 d1laksanakaf) lelang Non eksekusl Wajib-
9arang Milik Negam bertempat di Kantor Lemb~ga Pemasyarakatan Klas ll A 
Yogyakarta Jalan Tarnansiswa Nomor 6 Yogyakajta yang akan dlsebutkan lebft1 
lanjut dl·i>awal1 ini. ..._ ---2 ---·­
-Pelaksanaan lelang ini di!akukan atas permiotaan S:audara Haji Jauhar 
Fardin, Bachelor llmu Pemasyarakatan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. NlP 
040040657, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan sural 
Nomor: W.22.Ea.PL.05.01.190 tanggal4 Februari 2009 dan Keputusan Menteri 
HukuiT'! t;>an Hak Asasi Manusia Republik lndo)1esia Nomor: M.HH-4B.Pl:B5.01 
Tahun 2008 tanggal21 Oktober 2006 Tentang Penghapusan Satang Millk Negara 
Tidak Bergerak Bangunan Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatnn Klas ll A 
Yogyakarta, --- ·----"---n----------· 
-Dalilm pelaksanaan lelang ini telah dibentuk panitia sesuai Keputusan Kepata 
Kantor Wllayah Departemen Hukum Dan Hak. As.asi Manusia Daerah lstimewa 
Yogyakarta Nornor: W22-720.PL05.01 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 
Tentang Pembentukan Panitia t'enghapusan Dan Pefelangan Barang Mt!ik 
Negara Gedung-Gedung Negara lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakana, 
un1uk melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL 
Yogyakarta~----------- · ---­
-Barang yang dilelang apa adanya berupa: ----~------

1 Bangunan Los Kulit seluas 2.514 {dua ribu lima ratus empat belas) m2;---
--Barang~barang tersebut terlefakl berada di Komplel< Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. ----
-Pe!elangan ini telah diumumkan pada langgal13 Februari 2009 melalul surat 
kabar har!an Radar Jogja dan pengumuman selebaran yang dltcmpel di papan 
pengumuman Lembaga Pemasyarakatan Klas !!A Yogya!<arta dan KPKNL 
Yogyakarta.--- · --------­
-·-Hasil berslh lelang lni akan diselorka.n ke Kas Negara, -'--------------~ 
-Penjualan felang in! dilakukan menurut U0dang-Undang Lefang {Vendu 
Regfement, O!donantic 28 Februari 1908 Sta~tsbJad 1908:189 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan St~afsblad 1941:3) jis. Peratura~ 
Menterl Kcuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 Tg~ngga! 30 Mel 1:006 Tentang 
Pctunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemturan >,Menteri Ke:uangan Namor: 
41/PMK0712006 Tanggai30.Mel 2006 Tentang Pejabat Lelang Kefas I.----~---..;;. 
----Sarang-barang tersebuf·,akan ditawarkan/ dijual atau ditahan oleh say~. 
Pejabat lelang, berdasarkan•harga limit yang dit€iapkan oteh penjuaL------~---·--· 

1-Peserta lelang . .J Lembar kedua ... 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



. 
~:-
.· 

lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor 23/2009 taoggal18 Februarl 2009 
-· ' Pejabat Lelang, 
' ' 

Ttd. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

~~--Peserta le!ang dapat mengajukan per'lawaran dalam Jelang ini setelah 
menyetorkan uang jaminan penawaran !erang sesuai pengumuman lelang dengan 
ketentoan sebagai berikut: ~h------~~------------------·-

1. Uang jamtnao penawaran letang dad peserta lelang yang disahkan sebagai 
pembeli, akan diperhitungkan dengan petunasan kewajlban pembayaran 
le!ang;-------~- ·' n--~-------

2. Uang jaminan penawaran feiang bagl peserta lelang yang lidak: disahkan 
sebagai pembeli akan dik:embalikan seluruhnya tanpa potongan ap'apun,; -· 

3. Uang·jaminan penawaran lelang akan dlsetorkan ke Kas Negara sebagai 
Penerimaan Negara Bukan Pajak ' yang berlaku pada Departemen 
Keuangan, jil\a pembeli tldak melunasl ·kewajiban pembayaran telang 
sesuai ketentuan.---

-Penawaran di!akukan secara tertulis dalam b.ahasa indonesia.dengan angka 
arab dan.huruf latin dan ditandatangani diatas meterai cukup olell penawar.~--· 
-surat penawaran dalam amp!op tertutup dim~Sukkan dalam kotak penawararl 
sesual yang ditentukan dalam pengumuman lelang.--~--...... :.:: __ ~~ 
-Ketentuan dan syarat~syarat yang ditetapk~m dalam pengumuman lelang 
mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.---.-~----: 
-~Harga penawaran yang diajukM oleh pesei1a tetang belum tennasuk Sea· 
lelang dan Uang Miskin yang dikenakan kepacla Pembeti. ------------~~-­
-Dalam haf terdapal beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran 
tertinggi dengan nl!al yang sama dan te!ah mencapai atau melampaui harg3""1imit, 
mal<a IE!Iang akan dilanjutkan secara lisan dengan harga naik-naiic atao tertulis 
sesuai y·ang dltentukan oleh saya., Pejabat lelang. ----­
-Pesel1a relang yang rru;ihgajuKan penawaran tertinggi dan tefah mencapai 
atau melampaui harga tlmit, dlsahkan sebagal Pembeli oleh saya, Pejabat Lelang 
pada had !nl juga.------·---
-Be<i':'Lelang' dipungut sebesar 1% {satu persen) menurut ketentuan dalam 
Pasal 4' ayat S Peraturan Pemerlntah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas 
jenis Penelimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan 
dan Uang Miskin dipungut sebesar 0% (no! persen) menurut Peraturan Menter! 
Keuangan Nomor: 40fPMK.07/2006 Tanggal 30 Mel 2006 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang, --~-- . 
-Peserta lelaog atau kuasanya yang sah dapat hadlr pada waktu pelaksanaan 
lelangl pembuJ(aan surat-surat penawaran.----------·-----·~~····· 
--Pelunasan kewajiban pembayaran le!ang o!eh Pembeli dilakukan secara tunal 
paling 1ambat 3(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -······-···-······u·~-~---~ 
-Pemb~yaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dlanggap sah sebagai 
pelunasan kewajiban pembayaran lefang oleh Pembeli, jika ceklgiro tersebut --~­
dikeluarkan ofeh Bank anggota kliring di Yogyakartal Kllring antar wilayah 
(Intercity Clearing), dananya mencukup! dan dapat diuangkan. --------~­
-Peserta letat~g yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab 
sepenuhnya daiam pelunasan kewajlban pembayaran lelang dan blaya-biaya 
resmt lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan p~da lelang ini 
walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, 
perusahaan atau badan hukum.-------------~-------------~-------------·····~---. . . 

/-Dengan mengajukan.,./ Lembar keliga ,:. 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor 2312009 tanggal18 Februari 2009 
· Pejabat lelang, 

Ttd. 

'' Sumadl, S.E. 
NIP 060055432 

--Dengan mengajukan penawaran pacta !elang 101, peserta lelang wajib 
mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku. -------·~---·--·--~·----­
-Pembeli yang tidak melunasi 'kewajiban pembayaran lelang .sesuai ketentuan 
{Wanprestasi}, maka pada hari kerja beri~utnya pengesahannya sebagai Pembeli 
dibatall<an Secata 'tertulis oleh saya, Pejabat Le!ang, tanpa mengindahkan 
ketentuan sebagaJmaoa dimaksud da!am Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang­
Undang Hokum Perdata dan dapat (Htuntut gantt rugi oleh Penjoal. -----­
--Pembeli tidak diparkenankan mengamblll menguasai barang yang di~linya 
sebelum .memepuhi kewajiban pemba.yaran !elang. Apabila PembeU metanggar 
ketentuan in! maka dianggap telah melaku'kan suatu tindak kejahatan yang dapat 
dituntut oleh pihak yang berwajib. ----------
-Barang yang telah terjua! pa.da lelang ini menjadi hak- dan tanggungan 
Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.--------­
--Pejabat lelang/ KPKNL Yogyakarta tidak menanggung kebenaran alas 
keterang<:ln-keterangan yang diberikan secara Jisan pada waktu penjvaran, 
tentang keadaan sesungguhnya atas barang yang dilelang merijadi resiko 
Pernbeli. -----·-----~----------·--·~---·-__:: 
~-Penawat/ pembeli dianggap sungguh-svnggguh te\ah mengetahu! apa yang 
dilawar olehnya, apabila terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang ter1ihat 
ataupun yang tidak terlihat, maka panawar/ pcmbeli tidak berhak unluk menolak 
atau menarlk d!ri kembali setelah pembe!ian dlsahkan dan mele-paskan segata 
hak untuk meminta gantl kerugian atas sesuatu apapun juga. --­
-Segala perselislhan yang mungkin timbuf pada saat pelaksanan lelang ini 
akan dlselesaikan dan diputuskan pada hari ini j1.19a oleh saya, Pejabat Lelang.·~­
---Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibaikan pembelian 
da!am Jelang ini. para Pembeli dianggap telah memi!ih tempat kedudukan umum 
yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta. --------­
-Semata-mata karena pembelian dalam lelang lnt; sepanjang tidak ditentukan 
dalam Risalah Lelang ini·, maka penawar/ pembeli tunduk pada hokum perdata· 
dan huk\,lm d"agang yang berlaku di lndonesia.---··-----­
--Sefl"\Ua surat (aslif salinanl folo copy) yang disebutk:an dalam Risalah Lelang 
ini di1ampirkan dan dijilid dalam minuta Risalah Le!ang inl. ----------­
--Sesudah epa yang diuraikan di atas dibacakan dihadapan umum, maka 
pcnjua1an !elang dimulai. -----~-~-~----~-- ------

1- --Peserta lelang ... J lembar keempal 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



/ Lembar keempat dari Risalah Lelang Nom or 23/2009 tanggal1 B Februari 2009! 
Pejabat Lelang, 

'" Ttd. 

svmadi, S.E. 
NIP 060055432 

-Peserta lelang yang mengajukan penawaran ada: 17 {tujuh belas).~------·-· 
-Surat-surat penawaran tersebut kemudian saya buka dan saya baca satu-
persatu kemudian say a catat dafam daftar, dali hasil verifikasi ternyata semua 
surat penawaran saya nyatakan sah. -"""--------------------··------~--· 
-~-Dari daftar tersebut diketahui bahwa ,penawaran tertinggi sebesar Rp 
301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) -·-------------·-

·.;: -Penawaran tertinggi tersebut diatas te!ah mencapai/ malampaui harga limit 
yang ditetapkan, oleh karenanya saat itu juga penawarnya saya tetapkan sebagai 
pembeli/ perilenang !efang dan saya catat dal.am badan t:<isatah Lefang ini.~---

-

'• 

1~ Nomor urut... J Lembar kclima .. 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009
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Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor 23/2009 tanggal 18 Februari 2009 
, Pejabat Lelang, 

' . 
BARANG-BARANG 

·yfi.NG D!JUAL ... . " 
. 

Bangunan Los. Kulit seluas 
2.514 (dua ribu lima. ratus 
empat be!as) m2; 

-

. 

• ,. 

'· 
' 
' I 

' ~ ' 

- - --~· ........ 

. 

' 
1;/<MA, PEKERJAAN 

DAN TEMP AT llNGGAL 
PEMBEU 

• . 

Nasarudln; Swasta: 
Kusumodilagan 
Rt0031010 
Joyosuran, Pasar 
Kliwon, Suraka.rta. -

-

Jumlah 

Tid. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

HARGA BARANG·BARA 
YANG: 

OIJUAt OENGAN 
KONTAN !RUPIAH) 

. 301.000.000 

. 

- -----

301.000.000,00 

K 
A- E DIT 

H AN T 
IRUP IAHJ 

-

·-

Bi:!Jiyakriya .. ./ lembar lerakhir, .... 
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Lembar terakhlr dari Risalah Lelang Nomor 2312009 tanggal16 Februari 2009 

Banyaknya barang--barang yang ditawar'k:an ada 
~· , . 

Banya~nya barang·barang yang iaku/ terjual 

·~ 

: 1(satu)-n•·----~-·---n~ 

: 1(satu). --------

Jumlati harga barang-barang yang torjuai : Rp301.000.000,00 ·---~· 

(tlga r4tUs satu juta rupiah). ---------····-------->----·-·--------------·-··-·~----·--
·;~· Jum!ah harga baiang-barang yang dltahan : Rp- (t!dak ada). ----~ 

Banyaknya lampiran Risalah lelang ini ada : 10 (sepuluh) set ----····-
Dibuat dengan tidak ada tarnbahan, coretan, maupun perubahan.--·----·~ 

-
Penjual, 

Tid. 

Suyadi, A,KS. 
NIP 170018335 

!\. 

i. 

'( :' . 

Pejabat Lelang, 

Ttd. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

DibP-rikan Salinan sesuai dengan aslinya 
tanggal :tt Februari 2009 

Kantor ~ 
l 

J 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



KE R.EKE~ING; KAS 

A 1 

2 Namal~~=:~~~)ib Setorl 
wapb! 

3 A!amat 

B 1 Kemer:trlanllen;baga 

2 Unll.Orgaoisasi Eselon! 

3 Satuan Keli<' 

4 F1.1C1g$1!$Ub Fungsi/Program - ~"- . 

5 Kegtatan f Sub Kegtat<u~ 

6 l.o!<asl 

C MAP dan Urnlan Peoerimaar. 

0 Jumlah Setorc.n 

Dengnn Huruf 

E Surat Penagihan (SPN) <J.I.an 
Surnt Pemfnd<thim Penagihiln 
Piutang Negara { SP3N ) 

PERHA"MN 

Peng!slnn Formu!ir 
I I 

F.fJ7.01 

·I 

0 0 0 2 2 8 s 0 2 s 4 1 0 0 0 

:~IJJ:lQLJ,>iJJJ I I I I I 
n. Kurum:mcgara NO. 11 Yogyakarta 

, ~mllulrum danllllk As6si Mimu:<io 

: ttftjen Pemasyarak.aun 

l416r r r tr'""'-""Y..,.wrto 
,m tr:1 u n 1 

1
1 

1
3 

1
6 r 1 rr r t1 

, eJ.l 14 I'JD.lYogya1wtail<otaYogyakw 
' I' I~To foll rmdapeb!n Pmju>Jan Asot Lainn).11 

ji . • ,00 
: flb t3tu:J jutt llt:mbitart 1,':.1t:us n'"bu rupiah 

: Nomor: 0 3 0 T~:Anggal; 

KPPN I I I I 

langgnl 
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r--:::~.~.~~;;~~;;~~.~~~G;~;;,rulf.s;U;RA~"~S;ET~O~RA~N~;;~;;,~r-----~l:e~m~b:a:r~~1~~~~~ 
oiReKToRAT JENoeRAL S S B p ' Untuk 

'I"ERBENDAHARAAN 

K P P N N<>moc • li /53778412/2009 WAJIB SETOR 
YOGYAKARTA Tanggal : kJ Fcbruari 2009 BENDAHARA PENERIMA 

KE REKE'NING !<AS NEGARA NOMOR ., 

A 1 NPW?Wajib Se!orl'Afaltb ~ya1/Bend. 

2 NamafJabalan wajib Seton' 
wa)lb BayarlBefid .. 

3 Atamat '" ---~ 

B 1 Kementrian/Lemb.aga 

2 Unit Organises! Eselon I 

3 S~anKer}a 

4 Fungsl!Sub FungsiiProgtam 

5 Keglalan I St.b Keglatan: 

G Lokasi 

C MAP dan Uralan Peoerin'lntm 

0 Jumlah Selon;m 

Oengan Huruf 

E 

SP3N) 

• I o I o I o l2 b I, b lo l2· b 14 I! IQ 10 ki I 
Bendahata KP2LN Yogyakarta 

lL K11!1llMI\egara NO. 11 Yogyalwta 

• I 0 l1 Is I Departemen Keuangan R.l 

: COI2J Direkrora:t JenderalKekayaan Ncgara 

• I; [1]; b Is 1; I KPKNL Yogyakarta 

, @IT] lillJ lo lo 121? I 
[13[6[31 lo:lo ~ !2 I -

'loIs I<L\JD.LYogyakarta/KotaYogyabrta 

• !4 l2l3 l2 lz lz ~""""'""B"'LcJ""' . ~1!0.000,00 
: liga juta serntus !epuluh nOu rupiah 

: Nomot: Tanggal: 

Kl'PN ~ 31 n1 1 

PERHATIAN ~:~~~~: __ J~K~e~p~orl:u:Sil~!'I~Le:lan:g~RL~23~fl~00~9;;-------~ 18 Febru:ui 2009 
Baca!all d(l\'U.Ilu Petunju\:. Pengis.i<m Formu!ir ]00.000,00 
SSBP pad a halaman l:(elakang lembar In! 

Olterlms oleh : 

Tanggal 

Clip 

Tanda 

Narna Terang 

F.07.01 

,.-,-~~ 
•, 
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YOGYAKARTA Tangga! : BENOAHARJ\ PENERIMA 

!:<E REKENING KAS NEGAAA NOMOR 

A 1 NPWP \"hjib Setor/Wa;fib<liluyar/Bend. 

2 Nama/Jabatan Wa}lb Setort 
INajlb Bayar/eend! 

' 
3 Alamat 

2 Unit Orgaf!isasi ~~ion I 

3 Satuan Kerja 

4 Fungs!.ISub Funi}$11Program 

C MAP dan Uralan Penerim~li 

0 Jumfi'lh Setocan 

E 

D~nHuruf 

Sural Penagihan (SPN) alan 
Sura~ Pemlndabim Penaglhi>n 
Plutang Negara ( SP3N ) 

PERHAT!AN 

Baca!ah datuilu Pelunjvl<: Penglsiart Formulir 
be!akang fembar In! 

F.07.01 

Jl Kusumanegara NO. 11 Yogya!t.arta 

: ~emanHukumdanHakAsasi~s 

: ttJ'"en Pcmasyarakatan 

' I~ I e 14 15 f r ,..,. ..... """""""""' YogyWrta 

mrnun' 
·l~:e r e 1 ttttJ 
, 
1
o 

1
, r 

1
1 1D.LYogyakas:taiK<" y~-

. • 14 r&, fol ~ J"'"'-" P=ju>lan AW LainnyR 
30. :oo. . 

: ftga ratus juta !etnbil:m ntuA ribu tu'pi.3h 

: Nomot: Tan0031: 

Kl'PN 

/Oiierlma-oleh: 
/•· •, 

Tangga! .. ~·: .• . .. '· 

Cap \. . _. / 
\ .. ·· .: - / 

Taoda tangafi~ .-,., ..• ~•f· :~ .. -RI:A·N;;:\ 
"Jtama Terang ...................... ,:2·7·8~· 3 
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OEPAA~N KEU'AN!iAH Rl I SIJRJ>T SETORAN BUKAN PAJAK 

"'""""""T ''""""'k 8 s· . 8 P · Lembar 1 
Untuk 

WAJ!BSETOR 
BENDAHARA PENERlMA 

PEABENDAHARAMW 
K P P N Nomo: ; li/5377&41212009 

YOGYAKARTA T.anggal' : .to 

KE REKENING KAS NEGARANOMOR 

A 1 NPWP WaJib Seto~~ajlb Bayartaend. 

2 Nama!Jaba!an W3jib Setor/ 
Wajib BayarfBeru.t 

3 Alamal 

B . 1 Kemtmtria(lflembaga_ 
,. 

2 Unit Organlsas1 ~elon I 

3 Satuan Ke~a 

4 Fungsl/Sub J!un~sl!Program 

5 Kegialan I Sub Keglalen 

6 Lokasl 

C MAP dan Uralan Pent!rlmaaf' 

0 Jumlah Sewran 

Dengan Huruf 

E Surat ?ef\agihan (SPN) alan 
Surat Pemlndahan Penagihiln 
Piutang Nagara { SP3N ) 

PERHATIAN 

··--~. ---

Bacalab dahU!u Petunjuk Pengistan Fc·rmullr 
SSBP pada halaman b.elakang lembar in I 

lololobl2lal?loli·l$14 h lo 10 b I 
Bendahara KP2LN Y ogyaJ.:arta 

n. Kmumanegara NO. 11 Yogyakarta 

: [QTiliJ D<p'""""' Ktuangan Rl~ -
: [QJi) Direktorat Jenderal Kehyaan Negara 

: [ll3lz I, Is 14 I KPKNL YogyokatU 
@]] @TI] lo HJ5J 
[I!316[3IIolo~~~ ~ 

:lois l4ltiD.LYogy•karl>!:Kot.Yogy:okatU 
• I• ]2]3 lz fu fr}<n<~,,.l311B .. Lei""' 

: l'<l>.ll O.OOO,IJQ 

: No11mr: 

KPPN ~ 31 Ol I 

Tanggal 

Cap 

TMdatang2n 

NamaTerang 

T~: 

2312009 

"'· 
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KEJAKSAAN NEGERI BANTUL 

NOMOR : PENG. 1\oc> /0.4.13/Cu/05/2009. 

Kejaksaan Nt~geri Bantul dengan perantara Kantor Pelayanan Ka?:ayaan N"egara. 
Dan Lelang {KPKLN} 'fogyakarta a:.:an melaksa"na!tan lclan9 barang rampasan 
berupa: 
a. l (Satul unit sepeda motor :.:oda dua merk Su~uki FD 125 XSD warna hitam 

1'ahun Pel'l'lbuatan 2004.,. AB 616 &a besert~ S'rNK harga limit Rp.2.?00.000,-

.b. l lsatu) unit sepeda motor rod a dua rr>Cork Suzuki FD 125 XSD war.na biru 

Tahun Pe.mbuatan 200-4.,. l\B 615 <:B bee:erta STNK ha:t:ga Hmit Rp.2~550.000,­

dengan uanq iaminan Rp.1.27S.OOO,-

c. 1 {!R.tu) unit nnbil rrerk ~ihatsu 1'a.runa wallla Jm>rah Tahun Penixlata.n 1999~ H 7031 WH 

~ S1'NK limit Rp.19.500.000 .. - dengan uang jaminan Pp.9.750.000~-

d. 1 (satu} lru2b f:IP nru:k: Noltia seri 6600 Hii!XTl» hit=m harga Jimit Rp.ISO.OOI>~- dengan 

unnq jaminan .Rp.1S.OOO.-

Syarat dan Ketentuan LelanQ : 

l . .Pese:rta lelang wajib menyerahYo.n 1Jan9 jam.inan le.J.ang .snsu.ai rersebut: 
diatas melalui rekening Kantor Pelayil'nan Kekayaan Negara dan Lelang 
YQgyakarta pada Bank BNI fP~rsero) Cabang Yogyaka£ta Trikora Nomo~ 
Rekening 30.441.053 paling lambat tangqal 16 Mei 2~09. 

2~ Mengajukan surat penawaran d.alam sarn.puJ tertutup di pojok ki:ri ar.a.s 
samp>ltl dit:ulis "Penawaran Lolang Barang Rill!lpasart Kejaksaan Negeri 
Bantul" ct;ik;irim meli\hli PO~ T"'.rc-ntar J:e Tr<lll\Cil Pos RllSIYogy<~oY.:a.rta 550()0 
paling lambat tang9al 16 Mel 2009 jam kerj2 Kdntor Pes eesar Yogyaka~ta. 

3. Keterla~batan penerimaan di Tromol ~os menjadi ~~siko pengirirn. 
4. Surat penawaran memu.at : Nama, JI.Jamat sesuai KTP, Nomor 'telephone/HP 

se~ta besaran penawaran ditu)is dengan angka dan huruf Oan 
ditandatangani dletas rnaterai Rp.6.GOO,- serta dil~iri fate copy bukti 
seto~an uanq jaminan lelang. 

5. Pas£:rta lelang tidak wajib hadir saat pambukaan surat-.surat penawaran 
dan apabila peserta lelang: hanya 1 {t'atu) ma.ka .!.elang dltund<L 

6. Pem.e.nang lelang akan diumumkan dL Kl:'l\NL );'ogyakarta dan ditempat l-elang 
pada hari itu juga. setelall diketat>.ui pena-..aran tertinqgi yan9 telah 
m$ncapai/melampauJ harga limit. 

7. Pemenang l<!),ang w3jib meltHH.!Si h:uqa lelon1Q dan bea :lel.lu'!q 1 %. k(!p:ada 
pejabat lelang paling Lambat J {Lig:a} haci l:;ccj;; st!telah 1cJ.ang. 

!L Pes'2.rta lelang d.1pat melihat obyek lelang: pada tanggal 12 Mei 2009 
samp.ai dengan 15 Mei 2009 .'.letiap jam k:erja di t<antor Rejaksaan Negeri 
Bantut, 

Pel:aks:ai\aan Lelang I Pe.lllbukaan : 
Hari/Tanggal Scnin, 18 Mei 2003 
Pukul 09.00 WIB sarnpa.i. setesa.i 
Tempat Kantor Knjari Bantul 

JL Ri\ Ka:rtini Mo. 45 Bantul 
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No 

I 

" .:1' 
'f -
6 
7 

DAFTAR PENAWARAN LELANG 
RJSALAH LELANG NO. 77-78 Tanggal 18 Mel 2009 

Nama Penawar H 7031 WH 

Kn·~...,~~ il'f. &<Yo- ooo. 
I<' t{41.t" c:zt. wr. c.t)a _ 
T.t-1- r)f,,l¢ma . 
Pa "J'/Pn -
!'u/.:umh> "/t> ,,fJJ() -LlOO ~ 

.S(un-k<!'{{) ¥r. ,;;; .()G() . • 

Thf(ulh- f~-y . Jil" .!'.l ,JtJd·Otll),. 
0 

~ 
' PlJIW:hw<oi liM< Stl' 

AB676 EB 

-
-

..::> • .9R.9.cJdO 

:'#' $. /10 4 0,/Jt), . 

0 .; . .1/() . ()(}()_ • 

~HI· te 
Alif o&. Sf'/,.,. 

AB675 EB HP 

-
-

~. 70¢-t~ . 

I;! ,., . a:;.~&. 4<:10 

~. 7/t:>' tJI/&1 

• 
If--.. 

" 

tfl,..,-. v7 ,._,._ ""~ . 
"- """'"'7-;/- ~ 
.tJ.."r . 
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tt ~ Tq o '2. Jy .cyJJ-(JPC~ YtfQ f2:r-. 
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I~ ~v0L _;;l sz br..r:.. 
Lbwu.. ~ dt~~ ~a~~~~ 
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No. 

01. 

SURAT PEl:iAWARAtf 

; Punijan Nama 

Ala mat 

Pekeljas:n 

No.HP 

: BandungRT. 29, Pendowofuujo. Sewon,Buntul. 

cPNS. 

: 0&1578858D03. 

NAMA BARANG BANYAKNYA 

~ 1'\ol:<t ro<l<.l cl.t.~cv 
\< <;,vze<l<i 'l'p t<C'i 

1 (satu) Unit 

J<: SP Villtvu:l \\"'-' 

!ral-l\.ln \l:.M\:>u<>.l::\11 ;:.Do 
1\S·G'f!l·i"l> 

J 

PENAWARAN 

~ 3·7>'t·reo , 
p .. , 33'?•,00,-

L:r;'ija ;rum. ~~ 
~"' fuCuV. • !' 
~ h:<i:;,;,r'n.1P•ar1 >· 

~ . 

Bantur.1; Mei 2009 

Pcrun"" 
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Penawaran Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bantu] 

Namn : Sumbogo Adibowu, SH 
Alamat: GcsUmn Wijircjo P-andalt Bnntul , 
H P : 08122942539 ·"' 

L Suzuld AB 676 EB Rp. J . 110 ·OeJOtl n '\' l US. J~ ~ 
.k.f'v.u...L- ~w ~r"c, J 

2.Suzukl All675 EB Rp ot. T 10. OCfj , - (_ 8't<.<l ( LtJl;. +-.("-!... 
~J .kf'<-<W,_ (W.'"' Ucfi« k. j 

3.DaihatsuTnr~nnuH7031WH Rp. 4!:;-. ~33-~,..., (~~ • 
f'-'\u.l... r.,;....._., l~ -b''V ,e_<.J~s h''l/' !"'"'~ 

. P'i."' ,_,!,...... "'""~~'"'·.a.. j . 
4.HP6600 Rp. :J:I·'t·OOO,- (_ K"\)' ~j !>..("'-. P'-''-" ~{'-<£, /0./"" 

!'-&<-.. j<...U. /"-'""" ) 

Jog,yakarta. 15 Mei 2009 

Sumbogn Adibowo, SH 
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TABH KF',LN.02 0 KoOO Kantor: 00102 

LAPORAN REAUSASI PELAKSANAAN LELANG 

J-.2- Mel 2009 
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I 
' 

SAL! NAN 
RISALAH LELANG 

Nomor: 77/2009 

Pejabat Lelang 

Ttd .. 

Sumadi, S.E. 
NIP 050055432 

-Pada hari inl Senin tanggal delapan be!as bulan Mei lahun dua ribu sembf!an 
(18..05-2009), pukul sepuluh (10,00} Waktu Indonesia Barat di hadapan saya: ~u­
~--~-~-----Sumadi, Sarjana Ekonomi, NIP 060055432 --------------·-­
Pejabat Lelang !<;las J yang diangkal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
RepubHk Indonesia Nomor: 04JKM,09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juli 1992 dan 
dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 02fKM.06 /UP .11-
f2007 Tanggal 2 Maret 2007 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnya disebut KPI<NL Yogyakarta 
berdasarkan Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor: ST-219/WKN.09-
/KNL0612009 Tanggal 15 Mel 2009 dilaksanakan penjualan le!ang Eksekusl 
Barang Rampasan Kejaksaan atas barang bergerak bertempat di Kantor 
Kejak.saan Negeri Bantul Jalan RA. Kartini No. 45 Bantu! 55714, yang akan 
d!uraikan lebih lanjut d!bawah inf. ------------------~------·-­
-Pelaksanaan lelang !ni dllakukan atas permintaan Saudara Bambang Maryono 
R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU. NIP 230012748, Kepa!a Sub Baglan 
Pembinaan selaku Ketua Penye!esaian B:arang Rampasan atas nama Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantu!, sesuai surat permohonan lelang Nomor: 
8.999/0.4.13/Cu.2104/2009 tangga!2:6 April2009 yang dalam hal inl berdasarkan 
Surat Perlntah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor; Print· 
570/0,4.13/Cu.2/04/2009 langgal 16 April 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri 
Santul yang berkepala ~oemt Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .. 
Nomor: 179/Pid,B/2008/PN.Btl fanggal 10 Oe:sember 200ft--~-----------­
----Dalam pelaksanaan lelang inf Saudara Bambang Maryono R. Sarjana Hukum, 
Madya Wlra TU, NIP 230012748, dalam jabatannya tersebut diatas, 
mefaksanakan penjualan secara le!ang dengan perantaraan KPKNl Yogyakarta.-­
-Barang yang dilelang apa adanya berupa: ~---~------------··--· 

l1(satu) buah Hand Phone merk Nokla Type 6600.------------­
Yang ielah disita oleh Saudara PJW Winoto Raharjo, Pangkat AIPTU NRP 
60050297 selaku penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 
lstimewa Yogyakarta Resor Bantu! berdasarkan Surat Perlntah Penyitaan Kepala 
Kepolisian Resor Bantu! No. Pol.: SP,Siia/14NIIli2008/Sat. Narkoba tanggal 21 
Agustus 2008, sesuai Ber!ta Acara Penyil.aan lang gal 21 Agustus 2008.··----~~­
-Barang tersebut paOa saat inl berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bantul.~---
--Pele!angan ini telah diumumk.an oleh penjual melalui surat kabat harian 
KORAN MERAP! edisi Selasa Kliwon. '12 Mei 2009 dan pengumuman se!ebaran 
yang di tempe! df papan pengumuman Kejaksaan Negeri Bantu! dan papan 
pengumuman KPKNL Yogyakarta. ---~ --~--·-­
--Hasil bersih lelang ini disetorkan ke Kas Negara. ---~-·------------
-Penjua!an in! dilakukan menurut Peraturan l.elang (Vendu Reg!ement 
OrdonGnlie 2.8 Februari 1908 Staatsb18d 1908:189 sebagaimana te!ah beberapa 
kall diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:'3) }is. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor: 40/PMK.07/2006 tangga! 30 Mel 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelaog, Peraturan Menter! Keuangan Nomor: 411PMK07/2006 tanggal 30 Mei 
2006 Tentang Pejabat lelang Kelas I.~-----·-----·------·-------····--~------------

Barang fersebut.,/ Lembar kedua ... 
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Pejabat Lelang 

Ttd .. 

Sumadl. S.E 
NIP 060055432 

---~Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau dilaha.n oleh saya Pejabal 
Lelang, berdasa.rkan Ha;ga Umit yang di!etapkan oleh Penjual. ~-~---~--:----~····­
----Peserta felang dapat rnengajukan penawaran daJam lelang ini setelah 
menyetorkan uang Jaminan le!aog sesuai pengumuman !elang dengan ketentuan 
sebagai bedkut: --------------------:·-------------u•·-------------.----··· 

1. uang jaminan penawaran letang dari peserta lelang yang d1sahkan 
sebagai pembe!i, akan diperhi!ungkan dengan pelunasan kewajlban 
pembayaran lelang;------------~-----~--·--------·---·-·-

2. Uang jarninan penawaran le!ang dari peserta le!ang yang tidak disahkan 
sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun:-~ 

3. Uang jam1oan penawaran Jelaog a.kan disetollian ke Kas Negara sebagai 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen 
Keuangan, jika pembeli tidal\ m.elunasi kewajibt;t_n pernbayaran !elang 
sesuai ketentuan. --------------------

---Tala cara pengajuan penawaran lelang dllakukao sesua! kelentuan dan 
syarat-syarat yang d!tetapkan dalam pengumuman lelang. ---­
---Ketentuan dan syarat-syarat yang Oitetapkan dalam pengumuman !elang 
mengikal bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -- ---­
--Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran 
tertlnggl dengan nilai yang sama dan telah mencapai alau melampaui Harga Limit. 
Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ---

a. melakukan lelang lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan 
penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis; --~-

b. apablla keteotuan sebagaimaoa dlmaksud da!am huruf a tidak dapat 
dilaksanakan, maka penetapan pemenang lelang akan dllakukan secara 
undian. ---------------~--------------------

-Harga penawaran yang diajukan belum terrnasuk Bea Lelang dan Uang 
Miskin. ------------------------------------~----
-·--~Peserta lefang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai alau 
me!ampaui Harga Limit, disahkan sebagai P.embeli oleh saya, Pejabat Lelang 
pada saat pelaksanaan le!ang. ------------------,--­
---Sea Letang sebesat 1% (satu persen) dlpungut berdasarkan ke!enlua.n daJam 
Pasal 4 ayat 5 Peraturan Pemerintah Ncmor -44 Tahun 2003 Tentang Tarif alas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, 
dan Uang Miskln dipungul sebesa; O% (nol persen) menurut Peraturan Mentert 
Keuangan Nomor: 401PMK.0712006 tanggal 30 Mel 2006 Tenlang Petunjuk 
Pelaksanaan lelang. ------~-- ---- ---­
-~-Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli berupa harga pokok 
berikut bea lelang dan uang miskin han;s dila~u'k:an seca~a tunal paling lambat 3 
(Liga) hari kerja setefah pelaksanaan lelang. ~--------~-----­
~---Pembayaran dengan cek/ gico bilyet hanya dapat diterima dan dianggap 
sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembe!l, jika cekl giro bi!yet 
tersebut telah diuangkan dan dananya telah efeklif diterima. ------­
·---Peserta lelang yang telah dlsahkan sebagai pembeli bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya 
resmi lainnya berdasarka'O peraturan perundang-undangan pada telang ini 
waraupun dalam penawarannya itu ia bertindak sefaku kuasa dari seseorang, 
suatu perusaha<.ln a!au badan hukum. -~-------·-~------·-·-----------·w--------

Dengan mengajukan .. . I Lemhar ketiga ... 
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I 

I 

Lembar ketiga dad R!salah Lelang Nomor 7712009 Tanggal1!.i M€H 2UU9 
Pejabat Lelang 

Sumad!, S.E. 
NIP 060055432 

~----Dengan mengajukan penawaran pada !clang ini, peserta lelang wajib 
mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku. ---------------------------­
---Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran !clang sesuai ketentuao 
{Pembeli Waoprestasi}, maka pada harl ke~a berikutnya pcngesahannya sebagai 
Pembeli dlbatalkan secara tertulis oleh saya, Pejabat Lelang, tanpa 
mengindahkan ketenluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 
Kitab Undang~Undang Hukum Pcrdata dan dapat ditunlut ganH rugi oleh Penjual. -
----Pembeli l[dak dipetkenank,an mengambll/menguasal barang yan_g dibelinya 
sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar 
ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat 
dituntut oleh yang berwajlb. ----~ -~---·~ 

-Barang yang te!ah terjual dan te!ah dibayar lunas pada lelang ioi menjadi hak 
dan tanggung jawab Pembeli dan harus seger.a mengurus barang tersebut. ------­
-··-Penawarf Pembelt dfanggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang 
dltawar otehnya, apabifa terdapat kekurangan/ kerusakan baik yang terlfhal 
maupun yang tidak !erlihat terhade~p barang yang dibeli, make Penawar/ Pembe!i 
tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian mereka 
disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta gaoH kerugiao atas sesuatu 
apapun juga. -------- ·-------~--· ·-~~--·-
-Segala perse!isihan yang mungkin limbul pada saat pelaksanaan !elang ini 
akan diselesaikan dan dipulus pada harl ini juga oleh saya, Pejabat Lelang. -­
·-Unluk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oJeh pembelian 
dalam le!ang ini, pemboli dianggap telah memi!ih tempat kedudukan t~mum yang 
letap dan tidak dapat dlubah pada KPKNL Yogyakarta di Yogyakarta. ----­
----Segala sesuatu yang berkaltan dengan pelaksanaan lelang ini sepanjang tidak 
dilenlukan da!am Risalah Lelang ini. maka penawar/ pembeli tunduk kepada 
Hukum Perdata dan Hukum Dagang yang ber1aku dllndonesta. ---------------­
--Semua sumt (as!l/sal!nanlfolo copy) yang disebutkan dafam Risalah Lelang ini 
dllampirkan dan dljllid dalam min uta Risalah Lelang ini. ---~ ---~­
~-wSesudah apa yang diuralkan diaias dlbacakan dihadapan umuru, maka 
penjualao felang dimulai. --------------------

-~--Banyaknya peserta,J Lembar keempat. 
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Ttd .. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

--~-~Banyaknya peserta yang mengajukan penawaran le!ang ada: 2(duak----~~-­
Setelah saya buka satu persatu, saya baca dengan jelas menggunakan pengeras 
suara, dan saya calat dalam daftar penawaran, diketahui bahwa penawaran 
tettinggi adalah sebesar Rp 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah}. 
dan telah mencapai/ me!ampaui harga limit yang ditetapkan sebesar Rp 
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), o!eh karena itu penawarnya.saya 
telapkan sebagai pemenang lelang, -----···-~---------------------~-~---­
----Nama, pekerjaan, alamat, dan besaran angka penawar terlinggt lersebut saya 
catat dalam badan risalah dibawah inL ~--------- _____________ , 

Nomor urut penjualan.,./Lembar kelima .. 
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MO BARANG·BARANG YANG 

"'" D!JUAL p 

• " ' 
·-·· 

1. 1(satu) buah Hand Phone merk 
Nokia Type 6600. ---~-----

' 

[ ___ . 

' 

NAMA. PEKERJAAN 
DAN TEMPAT 

T!NGGAL PEMBEU 

Sumbogo Adtbowo, 
S.H, PNS; 
Gesikan, Wijirefo, 
Pandak, Bantu!. 

:ll ltl lWei LUU~ 

Pejabat Lelang 

Ttd. 

Sumadi. S.E. 
NIP 060055432 

HARGA BARAl\'G-
SARANGYANG K 

1-·· DUUAL I DIT AM E 
OENGAN HAN T 
KONTAN (Rupi· 
(Rupiah) ah) 

377.000 ' 

' 

I 
I 
' 

; 

377.000 ' 

..... - .. l-

Banyaknya ... ./lembar terakhir ... 
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Banyaknya barang yang dilawarkan ada: 1(salu). -~~-----···~--·----------·--

Banyak.nya barang yang laku/ terjual : 1 (sa!u). ----------·-----------------

Jum!ah harga barang yang lerjual : Rp377.000,00 (tiga ralus tujuh puluh ~ 
tujuh ribu rupiah).-------·-----·-·-···------·---------·---------------·----· 

Jumlah harga barang yang ditahan : Rp - (!idak ada). --------·----------

Banyaknya lampiran Risalah Lelang lnl : 16 (enam belas) set ··---------·­

Dibuat dengan tidak ada lambahan, coretan, maupun perubahan. ---------- · 

Penjual 

T!d. 

Bambang Maryono R., S.H. 
Madya Wira TU NIP 230012748 

Catatan: 18 Mel 2009 
Sangga~an pembayaran harga ielang: lidak ada. 

Pejabat Lelang 

T!d. 

Sumadi, SJ::. 
NIP 060055432 

Pejabat Lelang 

T!d. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

aslinya 
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LAPORAN REAUSASI PELAKSANAAN LELANG 
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SALINI'N 
RISALAH LELANG 

Nomor: 78/2009 

Ttd .. 

Sumadi. S.E. 
NIP 060055432 

-~-Pada hari lni Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan 
{1 B-05·2009}, pukul sepuluh (10.00) Waktu lndonesia Bared di hadapan saya : ~--­
-----------~------------Sumadi, Sarjana Ekonom1, NIP 060055432 ----------------­
Pejabat Le!a[lg Klas I yang diangkat berdasarkan Keputu5an Menterl Keuangan 
Republlk. Indonesia Nomor: 04/KM.09/UP.11/1992 Tanggal 13 Juli 1992 dan 
dikukuhkan dengan Kepulusan Menter\ Keuangan Nomor; 02/KM.06 /UP.11· 
!2007 Tanggal 2 Maret 2007 berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara Dan Lelang Yogyakarta selanjutnya disebut KPKNL Yogyakarta 
berdasarkan Sura! Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor: ST-2191WKN.09-
/KNL06/2009 Tangga! 15 Mel 2009 dUaksanakao penjualan Lelaog Eksekusi 
Barang Rampasan Kejaksaan alas barang bergerak bertempat di Kantor 
Kejaksaao Negeii Bantu! Jalan R.A. Kat1ini No. 45 Bantu! 55714, yang akan 
diuraikan lebih lanjut dlbawah lni. ---------------­
-~~~Pelaksanaan lelang inf dilakukan alas permlntaan Saudara Bambang Maryono 
R, Sarjana Hukum, Madya Wira TU, NIP 230012748, Kepa!a Sub Bagian 
Pembinaan selaku Ketua Penye!esaian Sarang Rampasan atas nama Kepala 
Kejaksaan Negeri Bantul, sesuai surat permohonan le!ang Nomor: 
B,999/0.4.13/Cu.2/04/2009 !anggal 28 April 2009 yang dalam hal ini berdasarkan 
Sura! Perintah Kepa!a Kejaksaan Negeri Bantu! Nomor: Print-
57010.4.13/Ct.t212009 tangga! 16 April 2009 dan Putusan Mahl<amah- Agung R.l 
Nomor: 1940 K!Pid.Sus/2008 tanggal 5 Desember 200B Ja Putusan Pengadilan 
Tinggi Yogyakarta No.351Pidi200B/PTY tanggal 1 Juli 2008 Ja Putusan 
Pengadilan Ne:geri Banlu! No.; 151/Pid.Bt2007/PN.Btl tanggal17 April2008. --­
-Oalam pelaksanaan !elang ini Saudara Bambang Maryono R. Sarjana Hukum, 
Madya Wlra TU, NIP 230012748, dalam jabatannya tersebut diatas, 
melaksanakan penjualan secara le!ang dengan perantaraan KPKNL Yogyakarta.­
--Barang yang dile!ang apa adanya berupa: ---------·----

1. Satu unit kendaraan rOda 4(empat) Merkl Type Daihatsu FSOORV TRN CX 
DLX, 1589 cc Tahun 1999; W'arna Merah MTL, No. Rangl<a: 
MHKTGRVHDXK003021, No. Mesin: G003021, No.Polisi H·7031-WH 
berlkut STNK, dan tanpa 8PKB atas,l'\ama H Fadlilah.,,-------

2, Satu unit kendaraan roda 2 (dua) MerkfType Suzuki/ FD 125 XSD, 125 cc 
Tahun 2004, Warna Hilam, No. Rangka: MH8F0125X4J342709, No. 
Mesin: F40310343099, No. Polist AB-676-EB, ber!kut STNK dan tanpa 
BPKB, atas nama Sekretariat l<PU Kabupaten Bantul..------

3. Satu unit kendaraan roda 2 (dua} Merlt!Type Suzuki! FD 125 XSO, 125 cc 
Tahun· 2004, Warna Biru, No. Rangka: MHSFD125X4J339170, No. Mesin: 
F403!0339651, No. Polis! AB-675-EB. berikut STNK dan lanpa BPKB, atas 
nama Sekretariat KPU Kabupaten Bantut~.---------

!Yang Ieiah disita oleh: __ __:_ 
1. Saudara Sigit Prayitno. Sarjana Hukum, NIP 230014128, Jaksa Penyidik 

pada langga! 8 Oktobf!r 2005, berdasarkan Surat Per!ntah Penyi!aan dati 
Kepala Kejaksaan Negerl Bantu! Nomor: Print~1136i0.4, 131Fd, 1/10/2005 
tanggal 8 Oktober 2005, unluk barang nomor 1 dan 2, dan;--~~--------·--

2. Saud at! Rahayu ... / Lembar kedua ... 
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l 
' 

Pe1abat Le!ang 

Ttd .. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

1
2, Saudari Rahayu Dewi Andayani, Sarjana Hokum, NIP 230022472, Jaksa 

, Penyldik pada tanggal 15 Maret 2006, berdasarkan Surat Perintah 
Penyituan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bantu! Nomor: Nomor: Pr!nl-
363/0.4.131Fd.1/03/2006 tangga! 15 Maret 2006, untuk barang nomor urut 
3- ------------------------------------------·-··-----···------··----------------

~---Objek !elang nomar 2 dan 3 alas nama Sekretaris KPU Kabupaten 8antul, 
adalah bukan merupakan inventarts negara yan.Q pengadaannya dari APBN/ 
APBO. -- --------·---------------------------· 
~--Penjualan in! dilakukan berdasal'kan Pasal18 ayat (2) Undang~Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentar'lg Pemberantasan Tindak ?idana Korupsi sebagafrnana 
telah dlubah dengan Undang~Uodang Nomor 20 Tahun 2001. -~-------~-· 
--Baran_g-ba:rang tersebut pada saat ini berada di Kantor Kcjaksaan NegQd 
Bantu!. ~---·---~~------~~~ 
-~-~-Pelelangan !ni telah diumumkan olch penjual melalul surat kabar harian 
KORAN MERAPI edtsi Selasa Kliwon, 12 Mel 2009 dan pengumuman sefebaran 
yang d! tempe! di papan pengumuman Kejaksaan Negeri Bantul dan papan 
pengumuman KPKNL Yogyakarta.- --~-----­
-Hasil ber1.i1h lelang ini disetorkan ke Kas Negara. ---~- ------~ 
-Penjua!an ini dilakukan menurut Peratur1!ln Lelang {Vendu Regrement 
Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:Hl9 sebagaimana tefah beberapa 
kali dfubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) ]is. Peraturan Menteri Keua.ngan 
Nomor: 40JPMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang, Peraturan Meoteri Keuangan Nomor: 41/PMK.0712006 tanggal 30 Mei 
2006 r en tang Pejabat Lelang Kelas L --------~--~-~-··---~-~-­
-Barang tersebut akao dltawarkan, dijua! atau dltahan o!eh say:a Pejabat 
Lelang, berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan o!eh Penjual. ---------~-~---· 
-Peserta lelang dapal mengajukan penawaran dafam lelang ini setelah 

I 
menye~rka~ ,uang jaminan felang sesuai pengumuman lelang dengan ketentuan 
sebaga1 benkut; - ~----~---~--·---------·­
;_ Uang jamlnan penawarao lelang dari peserta !clang yang dlsahkan sebaga.i 

pembe!l, akan dlperhilungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran 
lelang;-~------ ---------~ 

2. Uang jaminan penawaran lelang dari pescrta lelang yang tidak disahkan 
sebagai pembeli, akan dikembalikan selurutmya lanpa potongan apapun;---

3, Uang jam!oan pcnawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Oepartemen Keoangan, 
jika pembeli Udak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai kelentuan. -· 

-Tata cara pengajuan penawaran lelang di!akukan sesuai ketenluan dan 
syarat~syarat yang ditetapkan da!am pengumuman lelang. --
-~Ketentuan dan syarat-syarai yang cmetapkan dalam pengumuman Jelang 
mengikat bagi paserta !clang yang mengajukan penawarao. ~~-----~---~­
-Dalam hal terdapat bebcrapa peserta !clang yang mengajukan penawa(an 
tertinggi dengan nitai yang sama dan telah mencapai atau rnelampau! Harga Limit, 
Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ~--:--w--

a. melakukan lelang lanju!an hanya terhadap peserta lelang yang mengajui<,an 
penawaran sama, yang d!lakukan secara llsan (na!k-naik) atau teriulis; --

b. apabi!a ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapa1 
dilaksanakan, maka penelapan pemenang !elang akan dllakukan secara 
undian, --~-~-~-~~-~----~~~--~~~-----------~-----~---------··--~-~ 
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Ttd .. 

Sumadi, S.E 
NtP 060055432 

---Harga penawaran yang dlajukan belum termasuk Bea Lelang dan Uaog 
Miskio. -~-~---------------~--------------------------------
---Peserta !elang yang mengajukan penawaran lertlnggi dan te!ah mencapai alau 
melampaui Harga Limll, disahkan sebagai Pembeli oleh saya, Pejabat Leiang 
pada saat pelaksanaan lelang. -------------.. ·--------···--------------·-------·­
··---Bea Lelang sebesar 1% (satu persen) dipungut berdasarkan ketentuan dalam 
Pasal 4 ayal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Tarif alas 
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, 
dan Uang Miskin dipungut sebesar O% (no! persen) menurut Peraturan Menterl 
Keuangan Nomor; 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. ~---~- -~--­
~--Pelunasan kewajiban pembayaran !elang o!eh pembel! berupa harga pokok 
berikut bea lelang dan uang m!skin harus dilakukan secara tunai paling Jambat 3 
(tiga) hari kerja setefah pelaksanaan Jelang. -·~---·­
-Pembayaran dengan cek/ giro bilyet hanya dapat diterima dan dianggap 
sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembell, Jika cekl giro bilyet 
tersebut dikeluarkan oleh Bank anggota kliring an!ar wilayah, dananya mencukupf 
dan depat dluangkan. 
----Peserta !clang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran !elang dan biaya-biaya 
resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang~undangan pada lelang ini 
walaupun dalam penawarannya ilu fa bortindak selaku kuasa dari seseorang, 
suatu perusahaan atau badan hukum. ----- ----­
-Dengan mengajukan prmawaran pada !elang lnl, peserta le!ang wajib 
memaluhi kelentuan-ketent<Jan lelang yang berlaku. ---------------­
--~-Pemheli yang lidak melunasl ke\vajiban pembayaran !elang sesuai ketenluan 
(Pembe!i Wanprestasi), maka pada harl kerja berikutnya pengesahannya sebagai 
Pembelf dibalalkan secara tertulfs o!eh saya, Pejabat lelang, tanpa 
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1257 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat ditunlut ganti rugi oleh Penjual. ~ 
--Pembeli tidak diperkonankan mengamb11/menguasai barang yang dlbe!inya 
sebe!um memenuhi kewajiban pernbayaran lelang. Apabfla Pembe!i melanggar 
ketentuan ini make dianggap te!ah rnelakukan suatu tindak kejahatan yang dapat 
di!untut oleh yang berwajib, ----·-~---~~~--~-- --­
--Sarang yang telah lerjual dan Ielah dibayar lunas pada lelang in! menjadi hak 
dan tanggung jawab Pemboli den harus segera rnengurus barang tersebut. -~-­
-Biaya ba!ik nama. tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya-biaya 
cesmi lainnya, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya. ---~--­
---Jika pendaftaran balik nama ditorak oleh instanst beiWenang dalam urusan 
balik nama, maka pembelf diberi kuasa penuh untuk menga!ihkan pembel!an ini 
kepada pihak lain dan menerima uang pengganti pembellan, sedangl<ao uang 
pembelian yang sudah dibayarkan kepada penjual tidak dapatl tidak akan diminta 
kembali oleh pembeli.---~--~--~-~-
-Penawar/ Pembeli dianggap songguhwsungguh te!ah mengetahui apa yang 
ditawar olchnya, apabila terdapat keS..urangaril kerusakan bail< yang terlihat ~ ---·-

, 

-maupun tidak .. J lembar kempat .. , 
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ltd .. 

Sumadi, S.E. 
NIP 06005543:1 

maupun yang Udak terlihat terhadap barang yang dibeli, maka Penawar/ Pembelf 
lidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian mereka 
disahk:an dan melepaskan segala hak untuk meminta ganli kerugian atas sesuatu 
apapun juga. -------~---··----·-~·······--·---·------------·· 
h--Sega!a perselisihao yang mungkin tlmbvl pada saat pelaksanaan lelang ini 
akan diselesaikan dan diputus pada hari inl juga oleh saya, Pejabat Lelang. ------­
·-·-Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau dial\ibatkan oleh pembelian 
dalam lelang ini, pembeli dianggap telah memllih ternpat kedudukan umum yang 
tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta di Yogyakart:a. ----~·-~~ 
--Sega!a sesua(u yang berkaltan dengan pe1aksanaan le!ang lni sepanjang lidak 
ditentukan da!am Risalah Le!ang ini, maka penawarl pembeli tunduk kepada 
Hukum Perdala dan Hukum Oagang yang berlaku di Indonesia. -·-··~--· 
-Semua surat {as!i/salinan!foto copy) yang disebulkan dalam Risalah Lelang lni 
dilampirkan dan diji!id dalam minuta Risalah Lelang lnL ---·---·-·-·-···-· 
--Sesudah apa yang diuraikan diatas dibacakan dihadapan umum, maka 
penjualan lelang dimulaL --------------------~ 
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Ttd .. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

~--Banyaknya peserta yang mengajukan penawaran lelang ada: 7(tujuh);-----~-~ 
Setelah saya buka satu persatu, saya baCa dengan jelas dengan menggunakan 
pengeras soan~. dan saya catat dalam daftar peflawaran, diketahui bahwa 
penawaran tertinggi untuk maslng-maslng barang yang dilelang adalah sebagai 
berikut: ----~--------~u~---------------------~------

1. Mobil Daihatsu Taruna No. Polisi H-7031-WH, Rp 52.100,000,00 {lima 
puluh dua juta rupiah}, limit Rp 19.500.000.00 (sembilan belas juta lima 
rah.1s ribu ruplah); ---~-- ··--------

2. Sepeda Motor Suzuki Shogun No.Polisi AB 676 EB, Rp 3.110.000,00 (tiga 
juta serat.us sepuluh ribu rupiah), limit Rp 2.700.000,00 (dua jula tujuh ratus 
ribu rupiah);----~-~--------- -----~-

3. Sepeda Motor Suzukf Shogun No.PofisJ AB 675 EB. Rp 3.334.000,00 (tlga 
juta liga ratus tiga pulotl empa.l ribo rupiah), limit R~1 2.550.000,00 {doa juta 
lima ratus lima puluh ribu rupiah). --- --------­

-Penawaran tertlnggl masing-masing tersebut telah mencapail melampatti 
harga limit, o!eh karena itu penawarnya saya !etapkan sebagaf pembeli/ 
pemenang lelang dan saya catat dalam badan risalah lelang ini. --~----------~ 

Nomor urut penjualan ... llembar keenam ... 
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!3ARANG·BARANG YANG 
DUUAL 

NAMA. PEKERJAAN 
TEMP AT DAN 

T1NGG AL PEMBELI 

1----1----------f---

o; Swasta; 1. Satu unlt kendaraan mda Triyant 
4(empat) Mark/ Type Oaihatsu Busu(a 
FSOORV TRN CX OLX, 1589 cc Krelek 
Tahun 1999; Warna Merah MTL, 

n Oonolirto, 
'eantul.-

No. Rangka: 
MHKTGRVHDXK00302, No. 
Mesin: G003021, No.Polisi 1-1~ 

7031·WH berikut STNK. dan 
tanpa BPKB atas nama H 
Fadlilah. 

2. Satu unit k_endaraan roda 2 (dua) Sumbo 
Merk/Type Suzuki/ FO 125 XSD, S.H., P 
'125 cc Tahun 2004, Warna Gesika 

go Adfbowo, 
NS, 
n Wijlrejo, 

Hifam, No. Rangka: Pandak • Bantu!,--
MH8FD12SX4J342709, No. 
Mesin: F403lD343099, No. Polis! 
AB-676-EB, berikut STNK dan 
tanpa BPKB, alas nama 
Sekretariat KPU Kabupaten 
BantuL-~-----

,PNS, 3. Satu unit kendaraan roda 2 {dua) Punijan 
Merk/Type Suzuki! FD 125 XSD, Bandu 
125 cc Tahun· 2004, Wama Blru, Pendow 

ng Rt 29 

No. Rangka: Sewon 
MH8FD12SX4J339170, No" 
Mesin: F4031D339651, No. Pollsi 
AB~675-EB, berikut STNK dan 
tanpa BPKB, atas nama 
Sekretariat KPU Kabupaten 
San lui.-----

oharjo, 
, Bantu!.-· 

Jumlah 

----

Pejabat Lelang 

Tid .. 

Sumndi, S£ 
NIP 060055432 

HARGA BARANG-
BARAt-.'G YANG K 

DlJUAL DITA· I ~ DENGAN HAN 
KONTAN (Rupl-
(Rupiah} t•h} 

52.100.000 . 

3.110.000 -

3.334.000 -

58.544.000 -

Banyaknya ... ./ Lembar terakhfr . ,. 
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Bany~knya barang yang laku/ terjual : 3 (tiga}. -----~-~---~------~---····----··· 

Jumtah harga barang yang terjual ; Rp58.544.00Q,OO {lima puluh de Iapan 
juta lima ratus empet puluh empat ribu rupiah). -------·u-·•·u---u--~-h-·------·· 

Jumlah harg~ barang yang ditahan : Rp - (tidak ada). -----------------------

Banyaknya lampiran Rlsalah Lelang ini : 22 (dua puluh dua) set.-~-----·-··-----

Dibuat dengan tldak ada tambahan, coretan, maupun perubahan. -------·--·---

Penjual 

Ttd. 

B.ambang Marya no R., S.H. 
Madya Wira TU NIP 230012748 

Catatan : 18 Mel 2009 

Pejabat lelang 

ltd. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

_ Sanggah3n pembayaran harga lelang: tidak ada 

Pejabat Lelang 

Ttd. 

Sumadi, S.E. 
NIP 060055432 

Diberikan Kullpan kepada pembe!i sebagai 
Akta Jual Beli pada tanggal 
Ket>ala Kank>r 
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BADAN PUSAT STATISTIK 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PENGUMUMAN LEI~ANG 
Nomor: 34515.266 

Dahun rungka penghnpusnn IJarnng Milik Negaro (UMN), Ondnn Pusat Sla!istik Provfnsi 
Daerab 1stimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dtm 
Lelang Yogyakruta akan melakubn pelelangan BMN, scbagai bcrllrut : 

l. Jenis dan Spesifikasi Barnng ter!ampir. 

2. Pelaksanaan I clang dltetapkan pad.a: 
Had : Senin 
Tanggal : 18 Mci 2009 
Pukul : 14.00 WID s/cl selesai: 
Tempat :BPS Provirtsl D.l. Yagyakarla 

Jl. Lingkar Selutan,. Tamantirto, Kasihl:l.t\ Bantul 

3. Syarot dnn Ketentuan telang. 

1. Waktu mdihat: bamngf{)bjek le!ang tanggal i3 s/d lS Mei 2009 pukul12.00 s/d 14.00 
\Vl.B di BPS ProvillSi DJ, Yogyakart.R Jl. Lingkar Selatan, Tam!inrlrto, Kasihan, 
Bfllltul. , 

2. Menyetor!rnn uang jaminan le1ang sebcsar tcrsebut di alas melalui rckecing KPKNL 
Yogyak.arla pada Bank BNl CnbMg Yogyakart.a Trikom, No.Rekcning: 30.441.0.53 
pnting lamb.:!t/efektif diterima 1 (sato) hari sebdum telung, 

3. Meng,aj:ukan penawaran tertulis dalam sampul tertutup dl pojQk kiri alas sampul 
ditulis ""PenawarM Lelang BMN BPS Provinsi D.L Yogyakarta.. dengan 
menyebutkan identitas dan No. TelpJHP, jen!s yang ditawar, frnrga penawaran ditul.is 
deog.an angka dan buruf dan ditaoda tangani <li aw mele«ii Rp. 6.000,- dilnmpirl 
topy bukti setonLD jawinan lela.ug. 

4. Swat pcnaw<mm dikirim melalui Pos {dianjw-kan melalui Pos Ekspres) ke tromol Pos 
8118 Yogya.kartn 55000 dan harus sudah ditcrima di Tromol Pos pilkul 08.00 pada 
hnri. pela.ks:maa.n lelang, keterlambulnn penerimaa.n di Tromol Pas mcnjadi rosilro 
pcngirim. 

5. Pescrta lelang tidak wajib hadir :saat pembulatao s:utat~stua! penawar.in, dan j.lka 
pesertn lelang I..'1lrnllg dnri 2 (dua). maka lelang ditunda. 

6. 'remenang Jelang alatn diumwnkan sallt itu juga di te!l'lp$t lelang dan di KPKNL 
Yogyalrnrta setelah diketahui pemenangnya berrlawbn penawaran krtinggi yang 
telah me!Mlpaili b.arga limit 

7. Pelu.na.san. pembayaran lelang ditrunbah bea !clang 1% dilakukan paling !ambat 3 
(riga) h..1ri kerja setehlh 1elang. 

8. Hal~hal yang betumjelas clap at ditanya]qm kepadn panitia saat melihatobjck lelang. 
Dt:mikiM pc11gumuman ini. terima kasih. 

Yogyakarta, 13 Mei 2009 

Badan Pusat Statistik 
Provinsi Daetah Istimewa Yogyakarta 

Ke~ j~itia Lelang 

So~omo.SH 
NIP. 340014741 
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No 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

• 
10 
11 
12 

Larnpiran ~ Pengumurrum Lelang Nomor: ~4515.266 tangg:al 1.1 Mei 20£!2 

NamaBanmg Nomor 
Polisi 

2 ' 
Mobil Toyot.a Kijang AB490DA 
Sepeda Motor Honda AB 763AE 
Sepeda ~tcr Suzuki AS607RA 
Sipeda Mntor Suzuki A960!RA 
Sepeda Mutor Su4uki AB758SA 
Sepeda Motor Suzuki AB 21611A 
Sepeda Motor Sw:uki AB 535VA 
Sope<la Mmn< Suzuki All 53& VA 
Sepeda Motor~ ABS4SVA 
Sepeda Motor Suzulci AB2160IA 
Scpe.da Motor St.IZ\Il;i AB550VA 
Sepeda Motor Suzuki AB549VA 

Tahun H- Umg 
Perolehan Limit Jam !nan 

(Rp.) LelMg 
rRn.f 

' ' • 
1992 9.000.000 4.500.000 

"19&9 558.000 150.000 
1994 311.000 150.000 
1994 421.000 200.000 
1996 399J.l00 150.000 
1996 425.000 200.000 
1997 432.000 200.000 
1997 506.000 250.000 
1997 465.000 200.000 
1997 442.000 200.000 
1991 465.000 200.000 
19!>1 400.000 200.000 

Yogyakarta, Jjj:MCi2009 

Badan Pusat Statistlk 
Provinsi Daerah Lstimewa Yogyakarta 

Ketua Panitia Le!Mg, 

~, 
Sugeng Utomo. SH 
NIP. 340014741 
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DEPART EM EN KEUANGAN REPUBL1K INDONESIA 
DIREKTORAT JENOERAL KEKAYAAN NEGARA 
KANTOR WILAYAH IX SEMARANG 
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA 

Nomor 
Urut 

'-· 

b. 

i 
8 

"1 

(\. 

\1.. 

13 

14 

DAFTAR HADIR LELANG 

Hari !Tanggal: Senin. 18 Mei 2009 
Tempat : Kantor BPS Propinsi D I Yogyakarta 

Nama 

5tc.pr,·ynwl-o 

~J &-Qnr.u..Jc.... 

o...n {2. h"'4 
~,'t,; 
.B.-vv:"-<-0 
AIM..: ('\AI~ 

~0'<>) 
l.k~i"'• G.'> 
~-j<>.W. 

c k . 0.111? ),-;,_._ 

Alamat dan nomor telepon ( 

Will !;r<U-t UH.r /Z-811 A y~ 
-'13"J.<J7<b 
~. .t\1\ ~,,g 8>91> 

-,-
- ,_ 

1\fr r "'""; ~ IQ,.v 

B1 L &mr'"'" rx'j
1 

K r" • 1 yu;J<yki.-

1\ Tangan 

Pejab ~Lelang 

~tv\r1, 
Yullana Tri Astutl, S.H. 
NIP 060089761 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



SALINAN 
RISALAH LELANG 
Nomor : 7912009 

Lembar pertama 
Pejabat Lelang, 

Ttd. 

Yuliana Tri Astuli, S.H. 
NIP 060089761 

---Pada hari ini Senln tanggal delapan be!as bulan Mel tahun dua ribu sembilan 
(18-05-2009), dimulai puku! empat belas lobiil lima belas menit { 14.15 } Waklu 
Indonesia Barat (WI B) di hadapan saya : ---------­
·-·---- Yuliana Tri Astuti, Sarjana Hukum- N!P 060089761 ----­
Pejabat Lelang Ke!as I yang diangkat berdasarkan Surat Kepotusan Menteri 
Keuangan Repoblik lndon~;,~sia Nomor: 04/KM.09/UP.1112005 tanggai15.Aprit 2005, 
berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL} 
Yogyakarta, serta berdasarkan Surat Tugas darl Kepala KPKNL Yogyakarta Nomor : 
ST - 2221WKN.09/KNL0612009 tanggal 15 Mel 2009, di!aksanakan lelang 
Noneksekusi Wajib Barang Millk Negara atas barang bergerak yang akan dluraika'n 
lebih lanjut di ba\vah ini, bertempat di Kantor Badan Pusat Slatistik Propinsi Daerah 
lstimewa Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantut~----­
-Pelaksanaan lelang !ni dilakukan atas permintaan Ooktorandus Suharno, Master 
Of Science NIP 340005394, Kepala -Badan Pusat Statislik Propinsi Daerah lstlmewa 
Yogyakarta, berkedudukan di Bantul, sesuai Sural Permohonan lelang Nomor 
34515.185 tanggal 6 Maret 2009, guna melaksanakan Surat Keputusan Kepafa 
Bad an Pusat Statisl1k Nomor 68 Tahun 2009 tanggal27 Maret 2009.---~----­
~Dalam pelaksanaan lelang ini telah dlbentuk panitia sesuai Surat Keputusan 
Kepata Badan Pusat Statisflk Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 
032.21LKP Tahun 2009 langgal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan - PaniUa 
Penghapusan Barang Mflik Negara 8adan Pusat Statistll\ Propinsi Daerah !stlmewa 
Yogyakarta tahun Angaran 2009. 
-·Barang yang diteJang, apa adanya berupa: 
1. 1 {salu) unit kendaraan roda empat merk /type Toyota J Kijang KF 40, tahuo 

pembuatan 1992, Nornor Polis! AB 490 DA, alas_ nama Kantor Statistik Prop. DIY, 
lsi silinder 1486 CC, warna abu-abu me!alik. Nomor Rangka Kf40.117204, Nomor 
Mesin 5K.9139746, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0200B18fYGJ2004 BPKB 
Nomor 05091361. --~---~---~---------~-~-----· 

2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua rne.rk I type Honda I Win Sport, tahun 
pembuatan 1989, Nomor Polisi AB 763 AE, atas nama Kantor Statistik Slemao,isi 
silinder 100 CC, warna biru, Nomor Rangka HA139-30587, Nomor Mesin HAE-
20305-53, bahan bakar bensin, Nomor STNK 009121SfYG/2008 (Duplikat), Nomor 
BPKB 8263709 !.--·-···---·-- --------

3. 1 {s~tu) unit kendaraan roda dua merk I type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1994, Nomor Polisi AB 607 RA. atas nama Kantor Sfatisti!< Propinsi DIY, isi 
sillnder 100 CC, wama biru, Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280647, Nomor 
Mesin A100 ID 167958, bahan bakar bensln, Nomor SiNK 0246858NGI2004. 
Nomor BPK8 23143381.--~------· --~------

4. 1 (satu} unit kenda(aart roda dua merk I type Suzuki I A 100 X. tahun pembuatan 
1994, Nomor Polisi AB 601 RA, atas nama Kantor Statist!!< Propinsi DIY, isi 
silinder 100 CC. warna biru. Nomor Rangka MHDA100VXRJ-280232, Nomor 
Mes1n A100 10 167522, bahan bakaf bensin, Nomor STNK 0247736/YG/2064. 
Nomor BPK8 2314332 !.---------------~----~-------~--------------------

5. 1 (satu) uniLilembar kedua 
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Lembar Kedua dan K1sa1a11 Le!ang Nomor: IBUUU!:I tanggat H5 Mel LUU!:I 
Pejabat Le!ang, 

Yullana Tri Astuti, S.H. 
NIP 060089761 

5. 1 (satu) unit kendaraan rod a dua merk I type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1996. Nomor Polisi AB 758 SA, a(as nama Kantor Statistik Proplnsi DIY, isi 
sillndef 100 CC, warna blru, Nomor Rangka MHDA100VXTJ-307679, Nomor 
Mestn A100 10 194732, bahan bal<ar bensin, Nomor STNK 04750417/YG/2005, 
Nomor BPKB 4297669 1.-~-------~---·----·-·-----------------·--··--·-

6. 1 {satu) unit kendataan roda dua merk I type Suzuki 1 A 100 X. tahun pembu:atan 
1997, Nomor Polisi AB 2160 !A, atas nama Kantor Statistik DlY, lsi silinder 100 
CC, wama hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-33n34, Nomor Mesin A 100 ID 
214816, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203617NGI2007, Nomor BPKB 
6507375 1.----- --·------·· 

7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk I type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1997, Nomor Polis! AB 535 VA, alas nama Kantor StatisUk DIY, isi silinder 100 
CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ-337636, Nomor Mesin A100 10 
214766, bahan bakar bensin, Nornor STNK 0090292NGI2007, Nomor BPKB 
6507367 L- ----·----------------------·-·~--------·~-

6. 1 (satu} unit kendaraan rod a dua merk /type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1997, Nomor Polis1 AB 538 VA. atas nama Kantor Statistik DIY, isi silinde( 100 
CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ~337738, Nomor Mesin A100 ID 
-2:14813, bahan bakar bensln, Nomor STNK 0088013/YG/2:007, Nomor BPKB 
6507361 I. ·---·--- ----

9. 1 (sato) unit kendaraan roda dua merk I type Suzuki J A 100 X, tahun pembuatan 
1997, Nomor Polisi AB 545 VA, alas nama Kantor Stalistlk DJY, isi silindet 100 
CC, wama hitam, Nomor Rangka MHDA100VXJJJ-337663, Nomor Mes1n A100 ID 
-214669, bahan bakar bensin. Nomor STNK 0090280/YG/2007, Namor BPKB 
6507372 1.- -- --·--------·-------~----·----

10. i (satu} unit kendaraan roda dua mort< I type Suzuki 1 A 100 X, tahun pembuatan 
i 996, Nomor Polis! AB 2161 lA, atas nama Kantor Statlstik Prop. DIY, isi silinder 
100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXTJ*308532, Nomor Mesh> 
A100 lD -196292, bahan bakar bensin, Nomor STNK 0203588NG12007 BPKS 
Nomor 4925766 L---~-------------·-,·-------------·--~--~~ 

11.1 (satu) unit kendaraan roda dua merk /type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1997, Nomor Polisi AB 549 VA, atas nama Kantor Stalistik Prop.DIY, isi silinder 
100 CC, warna hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ~337944, Nomor Mesin 
A100 ID -215032. bahan bakar bensin, Nomor STNK 00902B4/YGIZ007 BPKB 
Nomor6507377 !.--·----------~--------~--------·· 

12. 1 (s,atu) unit kendaraan roda dua merk I type Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 
1997, Nomor Polls! AB 550 VA, alas nama Kantor Statistik DIY, isi sillnder 100 
CC, 'wama hitam, Nomor Rangka MHDA100VXVJ..S37777, Nomor Mesin AiOO lD 
~214877, bahan bakar bensin, Nornor STNK 0090281NG12007 BPKB Nomor 
6507370 1.- ---------------·---~---------

-Bar~ng..barang tersebut pada saat ini berada di Kantor Badan Pusat Statislik 
Prcpinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta, Jalan lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, 
Bantu! dalam kondisi rusa~ berat.--------------~---·--·-------~--~ 
---Pelelangan ini telah di'Umumkan oleh Penjual melalui tempelan tanggal 13 Mel 
2009_~------------·----·-·--------~-----·---·-----·-·--·-·--··--~ 
--·-Has,ll bersih lelang mi dtselorkan ke Kas Negara.--·------·--·---------··-··-··--·-

-----Penjuafan ... llembar ketiga 
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Lembar kellga dari Risalah Lelang Nom or: 79/2009 tanggal18 Mei 2009 
Pejabat Lelang, 

Tld. 

Yuliana Tri Astuti, S.H. 
NIP 060069761 

~----l='enjualan !ni dilakukan me-nurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, 
Ordonantfe 28 Februarf 1908 Staatsbfad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Staatsbtad 1941;3) jjs. Peraturan Menteri Kauangan Republlk 
Indonesia Nomor 40/PMK.0712006 tanggal 30 Mel 2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Le!ang, Peraturan Menteli Keuangan Republik Indonesia Nomor 
41/PMK.07i2006 tanggal 30 Mei 2006 tenlang Pejabat Lelang Kelas I. -~---·---­
----Barang tersebul akan ditawarkan, dijual atau dltahan oleh saya Pejabat Lelang, 
berdasarkan Harga limit yang dite!apkan oleh PenjuaL--~····~-···~------·---· 
-Peserta !elang dapat mengajukan penawaran dalam lelang lni setelah 
menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumumao Lelang dengan 
k.etentuan sebagai ben"kut :-----·----···~~----------~~---
1. Uang jarnlnan penawaran Jelang darl peserta lelang yang dlsahkan sebagai 

Pembell, akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran leJang;-
2. Uang jaminan penawaran lelang darl peserta lelang yang tidak disahk:an sebagai 

Pembeli akan dikembaltkan seluruhnya tanpa polongan apapun;---~----
3. Uang jaminan penawaran !clang akan dfsetorkan ke Kas Negara sebagai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlal<u pada Departemen Keuangan, jika 
Pembeli t!dak melunasi kewajiban pembayaran felang sesuai ketentuan.--. --­

-Penawaran lelang dilakukan secara tertulis dengan menggunak:an, bahasa 
Indonesia dengan angka Arab dan lluruf latin dan ditandatangani diatas materai 
cukup oleh penawar.------~--~--~ 
--Surat penawaran dalam amptop tertutup dimasukkan ke ;;lafam kalak penawaran 
sesuai yang ditentukan dalam pengumuman lelang.-·--- ---------­
--Ketentuan dan syarat~syarat yang ditetapkan dalam pengumurnan lelang 
mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran.----------~-·------~· 
-Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Sea Lelang 
dan Uang Miskin yang dikenakan kepada Pembeli.-~-------------­
---Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran 
tertinggi secara tertulis dengan ntlai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga 
Umit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Letang dengan cara : 
a, melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan 

penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulls 
berdasarkan persetujuan peSerta lelang bersangkutan; ~--~--~-

b. apabila ketentuan aebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat 
dJiaksanakan, me!akukan penelapan Salah satu dl antara peserta lalang yang 
mangajukan penawaran sama dengan melalrukan pengundian .. ------­

--Peserta le!ang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau 
m~fampaui Harga Limit yang ditetapkan ojeh Penjuaf, dlsahkan sebagai Pembell ofeh 
saya PE7jabat Lerang pad a saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -~­
---Bea: Lefang dalam pelaksanaan le!a~g ini dipungut sebesar 1 % (satu persen) 
menurut ketentuan dafam pasal 4 ayat 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 
2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Ber!aku pada 
Departemen Keuangan dan Uang Misk!n dlpungut sebesar o % (nol persen) menurut 
ayat ke:dua dari pasat 43.Peraturan Menter! Keuangan Nomor: 40/PMK.0?/2006 
tanggaJ;3o Mei 2006 tentang Petunjuk Pelal<sanaan Le!ang.----~----~-~-----­
-Peserta !efang a!au kuasanya yang sah dapat hadir pada waktu pelaksanaan 
felang.----~----------~----·-·---------------------~---------------

-·--Pelunasan .. ./Lembar k.Sempat 
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Lembar ·keempat darl Risalah Lelang Nomor: 79!2009 tanggal18 Mei 2.009 
Pejabat Lela ng, 

Ttd. 

Yuliana Tri Astuti, S.H, 
NIP 060089761 

-~-:Pelunasan kewajiban pembayaran lelang o!eh Pembel! dilakukan secara tunal 
paling lama 3 {tiga) hari kerja setelah pelaksaoaan !elang.------~---~-~---­
--Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai 
pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, fika cek!giro tersebul 
dlk:e!uarkan oleh bank anggota kl!ring di Yogyakarta, dananya mencukupi dan dapal 
dluangkan.--------------~-~~·-·---~----------~--------------·-
----Peserta !elang yang iefah disahkan sebagai Pembe!i bertanggung jawab 
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-btaya resml 
lainnya berdasarkan peraluran perundang-undaogan pada lelang ini waraupun dalam 
penawarannya nu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan ,atau badan 
hukum.-------------~------- --·-·-----------
-Dengan mengajukan penawaran pada lefang ini, peserta le,ang wajlb mematuhi 
ketentuan-ketentuan lelang yang betlaku. -~--­
--Pe~bell yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuim 
(Pemb(jli Wanprestasi}, maka pada hari kerja berikutoya pengesahannya r;;ebagai 
Pembell dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat lelang, tanpa mengindahkan 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalsm pasal1286 dan 1267 Ki!ab Undang· 
undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugl o!eh Penjuat~----~~---··-·~ 
--Pembeli lldak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibefinya 
sebeluJTI memenuhi kewajlban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar 
ketentuan ioi maka dlanggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapa1 
diluntut oleh pihak yang berwajib,~-------------:....--~-----~--~­
·-Barang yang telah terjual pada !P.Iang Jni menjadi hak dan tanggungan Pembeli 
dan harus dengan segera mengurus Barang len;;ebut.---~-----·------·-­
-Biaya balik nama Barang, tunggakan pajak berikut deoda-dendanya serta biaya­
biaya resmi lainnya menjadl tanggung jawab sepenuhnya Pembeli, ---~-~­
--Pembell akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan batik nama 
setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. --
-Pejabat Lelang:IKPKNL lidak menanggung a1as kebenaran keterangan-keterangan 
yang dlberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya , 
dan keadaan huk:um atas Barang yang dilelang tersebut, dan menjadl resiko Pembell.~ 
-PenawafiPembe!i dianggap sungguh~sungguh tel<ah rnengelahui apa yang tefah 
ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan J kerusakan balk yang terlihat ataupun 
yang lidak terlihat, maka pe:nawar/Pembeli lidak berhak untuk menofak atau menanlt 
diri kembali setefah pembellan dlsahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta 
kerugiao atas sesuatu apapun )uga.--~-----~--~------~-~--­
--~-segala perselisihan yang mung kin limbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan 
diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.---·---~-~--­
--Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian 
dalam lelang !nl, para Pembeli diaoggap telah memlllh tempat kedudukan umum yang 
tetap dan lidak dapat diubah pad a KPKNL Yogyakarta.---·-·--­
--~Khusus untuk pembelian dalam le!ang ini sepanjang tldak dltentukan da!am 
Risafah le!ang ini, maka penawar/Pembel! tunduk pada hukum perdata dan hukum 
dagang yang berlaku di Jnctonesia.---------------------­
-~Semua surat (aslifsallnanlfotokopi) yang disebutkan dalam Rlsaiah lefang ini 
dilampi~kan dan dijahitkan dalam minula risalah lelang inl.------·=·-u·------~----,... 
~--·Ses.udah apa yang d!uraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka 

1 penjualan lelang ini dimulai.-~-----~----------·---~~---·-··-------~----·~-------

-~-Peserta,.,/Lembar kclima 
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Lembar kelima darl Risalah Le:lang Nomor: 7912009 tanggal16 Mei 2009 
Pejabat Lelang, 

Ttd, 

Yuliana Tri Astutl, S.H. 
NIP 000089761 

--Peserta le!ang yang mengajukan penawaran yang rnemenuhi syarat dan sah 
Oalarn pelaksaoaan lelang in! be~omlah 16 (enam be!as) peserta.-----------·······---­
---wSetelah suret-surat penawaran dibuka satu persatu dan dicatat dalam Daftar 
Penawaran Lelang yang dilampirkan dalam minut tisalah lelang ini, maka diperoleh 
penawaran tertinggi yang dlajukan oleh Wikan Owl Hapsari, S.H. pekecjaan 
Wiraswasta, alamat Semald Gede UH I J 260 Rl 010 RW 004 Semaki, Umbulharjo, 
Yogyakarta unluk semua barang yang dilelang yaitu: ---------------··-------------
1. Toyota 1 Kijang KF 40, tahun pemhuatan 1992, Nomor Polis! AB 490 DA 

sebesar Rp 33.333.000,00 (T1ga puluh tlga ju!a tiga ratus tiga puluh tiga ribu 
rupiah);-~-~---------------~--~· -------· 

2. Honda I Win Sport, tahun pembuatan 1989, Nomor Pollsi AB 763 AE, sebesar 
Rp 2.333.000,00 {Dua jota tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); 

3. Suzuki i A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polis] AB 607 RA, sehesar 
Rp 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);~ 

4, Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 1994, Nomor Polisi AB 601 RA. sebesar 
Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas nOu rupiah); -------

5. Suzuki I A 100 X, lahUn pembuatan 1996, Nomor Polisi AB 758 SA, sebesar 
Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebelas ribu rupiah}; -----

6. Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 2160 lA, sebesar 
Rp 711.000,00 (Tujuh ratus sebe!as nbu rupiah};------------~-

7. Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Pollsl AB 535 VA. sebesar 
Rp 801.000,00 (Oelapan ratus satu ribu rupiah);-------

8. Suzuki I A 100 X. tahun pembuatan 1997, Nomor Palisi AS 538 VA, sehesar 
Rp 701.000,00 {Tujuh ratus satu Jibu rupiah}; ---------~-----

9. Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 545 VA. sebesar 
Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupfah);~-~~---------

10. Suzuki 1 A 100 X. tahun pembuatan 1996, Nomar Pollsi AB 2161 tA: sebesar 
Rp 777.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); --

11. Suzul{l/ A 100 X, lahun pembuatan 1997, Nomor Polisi AB 549 VA. sebesar 
Rp 711.000,00 (fujuh ratus sebe!as ribu rupiah); 

12. Suzuki I A 100 X, tahun pembuatan 1997, Nomor Polis:i AB 550 VA. sebesar 
Rp 811.000,00 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah);---------~-­

--Oleh karena penawaran tertinggi untuk Barang-barang 1ersebut te!ah melampaui 
Harga Limit yang ditatapkan oleh Penjual, maka penawar lertinggi disahkan sebagal 
Pembe!! pad a pclaksanaan lelang ini. .e:. 

:::._---------------------No. Urut..Jlembar keenam 
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1. 

2. 

3. 

Lembafkeenam dari Risalah Lelang Nomor: 79/2009 tangga! 18 Mei 2009 
Pejabat Lelang, 

-~~----

BARANG·BARANG YANG 
OIJUAL 

Toyota I Kljang KF 40, 
tahun pembuatan 1992, 
Nomor Po!isi AB 490 DA, 
atas nama Kantor Statistik 
Prop. DIY. isi sllinder 1486 
CC, warna abu-abu meta!ik, 
Nomor Rangka 
KF40.117204, Nomor Mesin 
51(.9139746, bahan bakar 
bensin, Nomor STNK 
0200818NG/2004 BPKB 
Nomor0509136l.-·~·--

Honda Win Sport, tahun 
pembuatan 1989. Nomor 
Polisi AB 763 AE, atas 
nama Kantor Statis!ik 
Sleman.isi silinder 100 CC, 
warna biru, Namor Rangka 
HA139~30587, Nomor 
Mesin HAE-2030553, bahan 
Dakar bensin, Nomor STNK 
0091218/YG/2008 
(Duplika!), Nom or BPKB 
8263709 !.-------

Suzuki A 100 X, tahun 
pembuatan 1994, Nomor 
Polisi AB 607 RA, at as 
nama· Kantor Statistik 
Propinsi DIY, isi slllnder 100 
CC, warn a biru, Nomor 
Rangka MHDA 100VXRJ· 
28064 7, Nomor Mesin A 100 
ID 167958, bahan bakar 
bensin, Nomor STNK 
0246856/YG/2004, Nomor 
BPKB 2314338 !.-···---

NAMA, PEKERJAAN 
DANTEMPAT 

TINGGAL PEMBELI 

Wikan 
Dwi Hapsari, S.H. 

Wiraswasta 
SemakiGede 

UH I 1260 
RT 010 RW004 

Semaki, 
Umbulharjo, 
Yogyakarta 

Wikan 
Dwi Hapsari, S.H. 

Wiraswasta 
Semaki Gede 

UH I 1260 
RT010RW004 

Semaki, 
Umbulha~o 
Yogyakarta 

Wikan ~ 

Dwi Hapsari, S.H~ 
Wiraswasta 

SemakiGede 
UHI/260 

RT010 RW004 
Semaki, 

Umbulha~o 
Yogyakarta 

Jumlah dipindahkan 

Ttd. 

Yuliana Trl Astuti, S.H. 
NIP 060089761 

J; HARGA BARANG-
BARANGYANG 

DIJUAL DITAHA T 
DENGAN N 
KONTAN (Rupiah) 
IRuniahl ···- •.. 

33.333.000,00 . . 

2.333.000,00 

611.000,00 

36.277.000,00 - -

No. ururt 4 .. ./Lembar ketujuh 

I 

I 
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N 
0 
u 
R 
u 
T 

Lembar ketujuh dari Risalah Lelang N~mor: 7912009 tanggal18 Mei 2009 
Pejabat Lela ng. 

-
NAMA, PEKERJMN 

BARANG-BARANG YANG DANTEMPAT 
DIJUAL TINGGAL PEMBELI 

- ... 

Tid. 

Yuliana Tri Astuti, S.H. 
NIP 060069761 

HARGA BARANG-
BARANGYANG 

DIJUAL DITAHA 
OENGAN N 
KONTAN (Rupiah) 

~-.. ... -~ ·-~··--~·-·-···~--·~ 
"JUm!ah"'jiindahan 

_ __....lRupiah) 
36.277.000,00 -

4. Suzuki A 100 x. tahun Wikan 711.000.,00 -
pembuatan 1994, Nomor Owl Hapsar1. S.H. 
Po!isi AB 601 RA. atas Wiraswasta 
nama Kantor Staltstik Semaki Gede 
Propinsi DtY. isi silinder 100 UHI/260 
CC, warna biru, Nomor RT 010 RW004 
Rangka MHDA 100VXRJ- Semaki, 
280232, Nomor Mesin A 100 Umbulharjo 
ID 167522, bahan bakar Yogyakarta 
ben sin, Nom or STNK 
0247736/YG/2004, Nomor 
BPKB 23143321.----·-

5. Suzuki I A 100 X, tahun Wlkan 711.000.,00 -
pembuatan 1996, Norr.or Dwf Hapsari, S.H. 
Pol!si AB 758 SA, aias Wiraswasta 
nama Kantor Slalistik Semaki Gede 
Propinsl DIY. isl sllinder 100 UH 11260 
CC, warn a biru, Nomor RT 010 RW004 
Rangka MHDA 1 OOVXT J- Semakl, 
30767'9, Nomor Mesln A100 Umbulharjo 
ID 194732, bahan bakar Yogyakarta 
bensrn, Nomor STNK 
04750417/YG/2005, Nomor 
8PKB 4297669 1.~-~-~ 

6. Suzuki I A 100 X. tahun VVtkan 711.000.,00 -
pemhuatan 1997, Nom or Owi Hapsari, S.H. 
Polisi AB 2160 lA, at as Wiraswasta 
nama Kantor Statis.Hk DIY, Semaki Gede 
isi sllinder 100 CC, warna UHI/260 
hitam, Nom or Rangka RT010RW004 
MHDA100VXVJ-337734, Semaki, 
Nomor Me sin A100 lp Umbulha.~o 
214816, bah an bakar Yogyakarta 
bensin, Nomor STNK 
0203617/YG/2007, Nomor 

K 
E 
r 

---
-

I 
i 
I 
I -

-

I 
BPKB 6507375 1.------------- Jumfah dipindahkan 38.410.000,00 - j '--... ··-··· 

No. ururt 7 '".Jlembar kede!apan 
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Lembar kedelapan dari Risalah Lelang Nomor: 79/2009 tangga118 Mei 2009 
Pejabat Lelang, 

Ttd. 

Yuliana Tri Astuti, S.H. 
NIP 060089761 

,-,-~-----------,----------~----------------

N 
0 
u 
R 
u 
T 

BARANG-BARANG YANG 
DIJUAL 

7. Suzuki I A 100 X, tahun 
pembuatan 1997, Nomor 
Polisi AB 535 VA, alas 
nama Kantor Statistik DIY, 
isi silinder 100 CC, warna 
hitam, Nomor Rangka 
MHDA100VXVJ-337636, 
Nomor Mesin A100 lD 
214766, bahan bakar 
bensin, Nomor STNK 
0090292/YG/2007, Nomor 
BPKB 6507387 1.-----

8. Suzuki I A 100 X, tahun 
pembuatan 1997, Nomor 
Polisi AB 538 VA, alas 
nama Kantor Statistik DIY, 
isi silinder 100 CC, warna 
hitam, Nomor Rangka 
MHDA 100VXVJ-337738, 
Nomor Mesin A100 ID -
214813, bahan bakar 
bensin, Nomor STNK 
0088013NG/2007, Nomor 
BPKB 6507381 1-- -

9. Suzuki I A 100 X, tahun 
pembuatan 1997, Nomor 
Polisi AB 545 VA, atas 
nama Kantor Statistik DIY, 
isi silinder 100 CC, warna 
hitam, Nomor Rangka 
MHDA 1 OOVXVJ-337663, 
Nomor Mesin A100 ID ·-
214669, bahan bakar 

NAMA, PEKERJAAN 
DAN TEMPAT 

TINGGAL PEMBELI 

Jumlah pindahan 

Wikan 
Dwi Hapsari, S.H. 

Wiraswasta 
Semaki Gede 

UH 11260 
RT 010 RW 004 

Semaki, 
Umbulharjo 
Yogyakarta 

Wikan 
Dwi Hapsari, S.H. 

Wiraswasta 
Semaki Gede 

UH I I 260 
RT 010 RW 004 

Semaki, 
Umbulharjo 
Yogyakarta 

Wikan 
Dwi Hapsari, S.H. 

Wiraswasta 
Semaki Gede 

UH 11260 
RT 010 RW004 

Se"mi3ki, 
Umbulharjo 
Yogyakarta 

HARGA BARANG­
BARANGYANG 

DIJUAL 
DENGAN 
KONTAN 
rRuoiahl 

38.410.000,00 

801.000,00 

701.000,00 

701.000,00 

DITAHA 
N 

(Rupiah) 

bensin, Nomor STNK 
0090280/YG/2007, Nomor 1--------+-----+-----i 
BPKB 6507372 1.-------------- Jumlah dipindahkan 40.613.000,00 

K 
E 
T 

~--'-c--------__j__ _____ __L_ ___ _L __ _j __ 

No. un..irt 10 .. ./Lembar kesembilan 
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Lembar kesembllan darl Risalah Lelang Nomor: 79/2009 tanggal18 Mei 2009 
Pejabat Lelang, 

Ttd. 

Yuliana Tri Astuti, S.H. 
NIP 060089761 

N 
0 
u 
R 
u 
T 

NAMA, PEKERJAAN HARGA BARANG-
BARANG-BARANG YANG 

DIJUAL 
DAN TEMPAT c-···-·-- BARANG YANG 

TII>IGGAL PEMBEU 
K 
E 

DITAHA T 

10 Suzuki I A 100 X, tahun 
pembuatan 1996, Nemer 
Po!lsi AB 2161 !A, atas 
nama Kantor Slatlstik 
Prop.DIY, isi silindet 100 
CC, warna hitam, Nomor 
Rangka MHDA 1 OOVXT J-
308532, Nomor Mes!n A 100 
10 -19629'2, bahan bakar 
bensin, Nomor STNK 
0203588/YG/2007 BPKB 
Nomor 49257661.-----

11 Suzuki 1 A 100 X, tahun 
pembuatan 1997, Nomor 
Polisi AB 549 VA, atas 
nama Kantor Statistik 
Prop.DIY, isi silinder 100 
CC, warna httam, Nomor 
Rangka MHDA100VXVJ~ 
337844, Nomor Mesm A100 
ID ~215032, bahan bakar 
bensin, Nomor StNK 
0090284/YG/2007 BPKB 
Nomor 6507377 1.--

Jumlah pindahan 

Wikan 
Dwi Hapsaji, S.H. 

Wlraswasta 
Semali:lGede 

UHt/260 
RT010RW004 

Sernaki, 
Umbulharjo 
Yogyakarta 

Wikan 
Ow! Hapsarl, S.H. 

Wiras\vasta 
Semaki Gede 

UH II 260 
RT 010 RW 004 I 

Semakl, 
Umbulhar]o 
Yogyakarta 

12 Suzuki I A 100 X, tahun Wikan 
pembuatan 1997, Nomor Dwi Hapsari, S,H. 
Polisi AB 550 VA, atas Wiraswasta 
nama Kantor Statistik DIY. Semaki Gede 
lsi st!inder 100 CC, wsrna UH 1/260 
hi!am, Nomor Rangka RT 010 RW 004 
MHDA1 OOVXVJ-3377n, Sernak!, 
Nomor Mesin A 100 IB - Umbulha~o 

DIJUAL 
DENGAN 
K_ONT~~ 
<Ruolah< 

40.613.000,00 

777.000,00 

711.000,00 

811.000,00 

N 
(Rupiah) 

214877, bahan bakar Yogyakarta 
bensin, Nomor SINK f----=--=--=----jf-------J------j 
00902B11YGi2007 BPKB 
Nomot 6507370 t~------~ Jumlah 42.912.000,00 

I 

I 

I 

'----'-------- -----L- .. _____ _L _______ __,_ __ _j___j 

Banyaknya .. ./Lembar terakhir 
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lembar terakhir dari Risa:!ah lelang Nomor : 7912009 tanggal18 Mei 2009 

Bapyaknya barang yang dilclang : 12 (dua belas-----------~w•-w•w~·-

Banyaknya barang yang laku/terjual : 12 (dua bolas)-------------···--

Jumlah harga barang yang telah terjual : Rp 42.912.000,00 ----------------------

(Empat puluh dua juta semb11an ratus dua belas ribu rupiah), -----------···----------

Jumlah harga barang yang ditahan 

Banyaknya lernpiran rlsalah lelang ini 

: - (Tidak ada) --------------······-··--· 

: 11 (sebelas} ---------------

D1buat dengan tidak ada coretan, tarnbahan maupun perubahan, ----~---------

Penjua:l, 

Tid. 

lr. levinaE Sapakoly 
NIP 340014235 

Pejabat Lelang, 

Tid. 

Yuliana Tri Astuti, S.l-l 
NIP 060089761 

Diberikan Salinan sesuai dengan aslinya 
IYal<art:a, 28 Mel 2009 

KanloQ 

Tinjauan Yuridis..., Imelda Sotia Browo, FH UI, 2009



OEPAR.TEMEN KEUANGAN RJ 
OlREXTORAT JERDERAt 

PERBENDAHARMN 

KPPN 
YOGYAKARTA 

KE REKENING KAS NEGARANOMOR 

A 1, NPWP Wajib Setor!Waj\h Bayar/Bend. 

2. Nama/Jabalan Wajib Solor/ 
_ Wajib Bayar!Band. 

a. Alamat 

B 1. Kemenlrlanll.embaga 

2. Unll Organises! Esalon I 

3. Satuan Kel}a 

4. FungsliSub Fungsi!Prcgram 

5. Keglatan f Sub Keglalan 

6. Lokasl 

C MAP dan Uralan Panarimaal'l 

D. Jumlah Saloran 

Oengom Hunrf 

EL Surat Peoaglhan (SPN) atau 
Surat PemlndahiD'l Panagihan 
Piutang Nogara {SPJ N) 

PERHATI.A.N 

Bncalah dahulu Petunjuk Pangishm FormuHr 
SSBP pada hal am an belakang lemb-ar !nl 

F. 07,01 

Lembar 1 
Unluk 

WAJIB SETOR 
BENDAHARA PENERIMA 

: Jt .f .. !t'>!auJ.Icg;li'il NO. i l Yogyabrta 

' j, f J ,],";'" Pusa! Slntiilik 

: rn;~cl;1n Pt.ba! Stalistik 

' b I, l l J J Ja&n Pusal Stat~tik , rn rn ,J·t";t;;JT 
' j I J ,I I d J ol 1l I 
; ( J .} } ~.LYog)'.Jl:.:trt,1!Koto i:'ogyakarta: 

: I l J J :J ) ; ·L:.k~)jl\a;d'><Jt.juulan Asc-I Luinnya -
; Rp. q <· ~ ~ ,.-,,"' "~, 

~ "" ~ - -- .:vv, "' 

KPPN 

Keperluan: 

; f;·-11 k-r:.ili id<~n~ 
P.L h\,_ 70 :w119 !ansga.l18 M~i 2009, 

Dltorlma oleh : 
Tang gal 
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I 
i 

Ol:iPARTEM£1-1 KeUAAGAN' ru 
OlREKTORAT JENPERAt. 

PERBE»OAHARAAN 

KPPN 1 ol3lul voGYAKARTA 

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR 

SIJAAT SETORAN BUKAN PAJAK 

SSBP 
Nomor : OSi537784i5:2tJ09 
Tan~mal :iJ...oMt! 2009 

Lembar 1 
Untuk 

WAJIBSETOR 
BENDAHARAPENERIMA 

A 1. NPWP Wajlb Setori\VeJlb Bay.,rlBend. 

2, Nama/Jabatan Wajib Setorf 
Wajlb Bayl;lr/Bernt 

3. A!amat 

B 1. Keroontrianllernbaga 

2. Unil Organl$a$ E::;elon I 

3. S~tuor; Kerja 

4, FvngsVSub Fungsl!Program 

5, Kegiatan I Sub Kes;iatao 

6. Lokasi 

C' MAP~an Uralan Penerlmaan 

D. Jumlah Seloran 

E. 

Dengan HI,Jf1Jf 

Surat Penagihan (SPN) slau 
Surat Pemindahan Ponagihan 
Piutang Negara (SP3 N) 

PERHATIAN 

Bacalah dahulu Petunjuk Pengisian Formu!:r 
SSE!P pacla halaman belakang lembar ini 

F. D7.0i 

f:• jJ ~ jDep'"""''" KouMgan!U 

rn D,r~;;kloi'<ll J<!nderal Kekayaan Negara 

15 ~ ~ r ~ DKPK,'<"L Yogyebrta 

rnrnrn1 
I'Pl't II'TLJI 
[' F 1 [ p.!.YogyohrlaiKole Yogyak""' 

I' t f f } J ~mda;>otan Boa Ld"'!l 

: ~i9.12(!,00 

: Li:n.1 ralus du:1 puluh S-."-lnhil:u1 ribu !ieratus dUil 
puluh rupi£~1! 

: Nomor: ·ranggal: 

KPPN °!''1"1 

er;jual 
embdj 

100.000,00 
.:12~.120,00 

Diterima ofeh : 
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HASIL WAWANCARA 

Berikut petikan wawancara yang dilakukan penulis denga.n Kepala 

Kantor Lelang Yogyakarta, Bapak Dhaniarto SH, LLM : 

I. TANYA 

JAWAB 

2. TANYA 

JAWAB 

sejak kapan nama KP2LN berubah menjad i 

KPKNL? 

sejak tahun 2008. Peraturan Mcnteri Keuangan 

No. 1021PMK.Oll2008 Tentang organisasi dan 

tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara. 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

40/PMK.0712006 Pasal 35 ayat 1, penawaran 

lelang dapat di lakukan langsung atau tidak 

langsung dengan cara Hsan. tertulis atau tertulis 

djJanjutkan dengan lisan. Menurut bapak apa 

yang menjadi kelemahan dari penawaran 

langsung secara lisan tersebut yang dilakukan 

se}ama ini oleh KPKNL Yogyakarta? 

khusus untuk penawaran lelang secara langsung 

dengan lisan terdapat kelemahan. Dari cara 

penawaran yang di lakukan tersebut sering 

terjadi kolusi dan intimidasi di antara peserta 

lelang, dimana peserta JeJang yang berkolusi 

dan melakukan intimidasiterhadap peserta lain 

hanya mencari keuntungan semata dan hal 

terscbut sangat merugikan penjual. Karena 

pemenang leJang memperoleh barang le!ang 

dengan harga yang rendah. 

Universitas Indonesia 
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3. TANYA 

JAWAB 

4. TANYA 

JAW All 

5. TANYA 

JAWAB 

bagaimana koJusi dan intimidasi di antara 

pesert.a lelang itu bisa terjadi? 

cara penawaran langsung secara lisan terdapat 

kecenderungan timbulnya kolusi dan intlmirlasi 

di antara peserta lelang. Kolusi dan intimidasi 

tetjadi sebe[um dan saat pefaksanaan lelang 

yaitu para peserta bennufakat untuk menawar 

sesuai atau sedikit diatas harga limit, sehingga 

pada saat penawaran lelang berlangsung 

diperoleh harga leiang yang tidak optimal. 

Setelah lelang berakhir, peserta lelang tersebut 

berkumpul lagi dan meJe1ang kembali objek 

Jelang dlantara mereka. Selanjutnya selisih 

kelebihan harga antara harga 1eJang dengan 

harga jual sebenarnya dibagi diantara mereka, 

apa yang menjadi akibat dari kolusi dan 

intimidasi tersebut? 

hat tersebut sangat merugikan penjual. Karena 

harga jual lelang menjadj tidak 

maksiina!loptimai karena oknum peserta lelang 

hanya menawar sesuai atau sedikii di atas harga 

limit Selain itu, hal tersebut mengurangijum1ah 

peserta Ielang yang benar~benar serlus 

mengikuti lelang. 

untuk mengatasi kelemahan cara penawaran 

tersebut1 apa yang .KPKNL Yogyakarta 

lakukan? 

awalnya KPKNL Yogyakarta melakukan suatu 

terohosan untuk mengatasi hal tersebut yaitu 

dengan cara mengg:unakan PO. BOX dan dalam 

pengumuman ielang dicantumkan perkiraan 

Universftas lndon&sia 
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6. TANYA 

JAWAB 

Harga Lelang dengan bentuk interval harga. di 

mana peserta lelang mengirtmkan surat 

penawaran ke PO. BOX tanpa perlu hadir di 

tcmpat pelelangan. Akan tetapi sural penawaran 

yang masuk ke PO. BOX ternyata ada yang 

hUang karena perbuatan oknum peserta letang 

dengan sengaja dan PO.BOX tersebut dapat 

dibuka. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta 

menggunakan TROMOL POS 8118 untuk 

menampung surat penawaran peserta lelang. 

Dengan hal tersebut akan mengurangi bahkan 

rnenghilangkan kolusi dan intimidasi yang 

terjadi seJama ini. 

bagaimana penerapan TROMOL POS 8118 

tersebut agar tidak terjadi kehilangan surat 

penawaran lagi'l 

KPKNL Yogyakarta melakukan perjanjian 

dengan kantor pos pusat Yogyakarta yahu 

KPKNL Yogyakarta menitipkan TROMOL 

POS tersebut di kantor pos pusat dengan biaya 

Rp. 60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah) per 

bulan. Penyediaan TROMOL POS 8118 

tersebut didesaign/dirancang sendiri sedemikian 

rupa oleh KPKNL Yogyakarta. Dan TROMOL 

POS 8118 tersebut menggunakan gembok yang 

kuncinya hanya di pegang oleh pejabat Jelang 

KPKNL Yogyakarta. 

Univen;ltas Jndon&sla 
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7. TANYA 

JAWAB 

8. TANYA 

JAWAB 

9. TANYA 

JAWAB 

lO. TANYA 

siapa yang rnempunyai ide untuk menggunakan 

TROMQL POS 8118 tersebut? 

ide untuk menggunakan TROMOL POS 8!!8 

tersebut kebetulan dicetuskan oleh saya sendiri 

karena melihat kendala-kendala dalam 

menggunakan PO.BOX yang kurang dalam 

pengamanannya. 

apaka.h prosedur lelang dengan menggunakan 

TROMOL POS 8118 sama scperti prosedur 

peiaksanaan lelang pada umumnya? 

prosedur lelang dengan menggunak.an 

TROMOL POS ini tetap dilakukan sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan lelang. 

apakah cara ini ada di atur dalam peraturan 

perungan-undangan yang berlaku? 

pasal 35 ayal (5) Peraturan Menter[ Keuangan 

No. 40/PMK.0712006 menyebutkan bahwa pada 

lelang dengan penawaran yang dilaksanakan 

tidak l.angsung semua peserta lelang yang sah 

atau kuasanya saat mengajukan penawaran tidak 

diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang 

dan penawarannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi . Dalam hal io1 TROMOL POS 

juga merupakan saJah satu alat komunikasi yang 

ada yailu melalui jasa kantor pos. 

dalam Pasal 35 ayat {5) Peraturan Menteri 

Keuangan No. 40/PMK.0?/2006 disebulkan 

cara penawaran lelang dapat dilakukan dengan 

teknologi informasi. Kenapa bapak tidak 

menerapkan dan menggunakan tekno!ogi 

Universitas lndonss!a 
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JAWAB 

11. TANYA 

JAWAB 

12. TANYA 

JAWAB 

infonnasi sehingga risiko surat penawaran 

hUang tidak ada lagi dan surat penawaran 

tersebut akan lebih cepat sampal ke KPKNL 

Yogyakarta? 

penggunaan teknologi inforrnasi, rnisalnya 

internet, mempunyai kelemahan tersendiri yaitu 

penggunaan internet untuk menyampaikan sura.t 

penawaran tidak menjangkau semua lapisan. 

apakah terobosan dengan menggunakan 

TROMOL POS dalam melakukan penawamn 

lelang untuk merninimalkan kolusi sudah di 

sampaikan ke Kantor Wi!ayah di Semarang? 

KPKNL Yogyakarta sudah menyarnpaikan sura.t 

secara tertulis terobosan tnt ke Kantor Wilayah 

di Semarang, tapi sampai saat inj belum ada 

tanggapan! balasan secara tertulis dari pimpinan 

kantor wilayah. Yang ada hanya tanggapan 

secara lisan dari pimpinan kantor w[layah 

Semarang bahwa terobosan ini boleh d i 

lanjutkan. Dan bahkan kantor lelang Semarang 

sudah pemah melakukan uji coba dengan 

menggunakan TROMOL POS. 

selain kcbaikan yang bapak sebutkan di atas, 

apakah ada kelemahan dari terobosan tersebut? 

terobosan ini masih memiiiki kekurangan yaitu 

surat penawaran dari peserta lelang lama sampai 

ke kanlOr pas pusat Yogyakarta dan j ika ada 2 

(dua) peserta Ielang yang hadir atau melalui 

kuasanya mencapai harga tertingg~ walaupun 

dalam surat penawaran sudah dimin!akan 

dicantumkan nomor te1epon yang bisa di 
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13. TANYA 

JAWAB 

14. TANYA 

JAWAB 

15. TANYA 

hubungi. Akan tetapi bagaimana. nornor leJepon 

yang dicantumkan tidak bisa di hubungi untuk 

melakukan penawarna Janjutan. Seiama ini jika 

hal itu tetjadi, biasanya pejabat !elang 

menentukan pemenang lelang melalui 

pengundian. Seperti yang tercantum daiam 

dalam Pasal 39 huruf b Peraturan Menteri 

Keuangan No. 40/PMK.07 /2006 menyebutkan 

apabila terdapat peserta lelang yang mengajukan 

penawaran yang sam~ dan tidak dapat 

dilakukan penawaran lanjutan maka penetapan 

salah satu peserta lelang untuk menjadi 

pemenang lelang adalah dengan melakukan 

pengundtan. 

mengenai care pengundian tersebut, apakah 

bapak setuju dengan pelaksanaan tersebut? 

menurut saya cara pengundian tersebut kurang 

etis, walaupun hal tersebut di atur dalam 

peraturan yang berlaku. Karena lebih rnengacu 

·pad a peruntungan seseorang. 

sudah berapa lama terobosan ini di terapkan? 

TROMOL POS sudah diterapkan mulai akhir 

tahun 200&. 

selama TROMOL POS ini di terapkan. apak:a:h 

ada peserta 1eJang yang protes karena 

pelaksanaan penawarnn ielang itu tidak sepertj 

pelaksanaan leiang yang Ialu? 
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JAWAB 

16. TANYA 

JAWAB 

17. TANYA 

JAWAB 

scjauh ini tidak ada yang protes terha.dap cara 

itu, 

apa k.euntungan dari pelaksanaan penawaran 

telang dengan menggunakan TROMOL POS 

8ii8ini? 

keuntungannya cukup banyak antara lain ; 

t. Harga lebih optimal 

2. Dapat meminimalkan kolusi, KKN & 

Intimidasi 

3. Menjaga citra lelang yang lebih baik 

4. Masyarakat rnendapat pendidikan lelang 

yang baik 

5. Efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

lelang, terutama bagi penjual 

6. Negara rnenjadi lebih diuntungkan, karena 

harga penawaran menjadi lebih tlnggi jauh 

diatas harga limit 

yang terakhir pak, apakah ada saran bapak? 

saran saya untuk ke depannya agar dalam 

Rancangan Undang-U ndang lelang seharusnya 

ada sanksi terhadap oknum~oknurn peserta 

letang yang ketangkap tangan melakukan kolusi 

dan intimidasi terhadap peserta leJang yang lain. 

Dan bagi pemerintah, Badan Usaha Miiik 

Negara I Daerah. pengadilan maupun kejaksun 

yang akan melakukan leiang. lebih menaikkan 

harga limit karena selama inl harga Jimit yang di 

tentukan terialu rendah/ murah. Dan agar 

penggunaan tromol pos tersebut dapat lebih 

d iterapkan lagi. Karena penggunaan trornol pos 

dalam lelang penawaran langsung adalah sa.Jah 
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satu cara yang lerbaik dan menguntungkan 

banyak pihak terutama bagi pemilik barang dan 

pendapatan Negara. 
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A CAR A PEMBUKAAN TROMOL POS OLEH PEJABA T LELANG 
D!SAKS!KAN OLEH PESERTA LELANG UNTUK PENGAMB!LAN SURAT­

SURAT PENAW ARAN LELANG YANG MASUK. 
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CONTOH SURA T-SURA T PENA WARAN YANG MAS UK DALAM TROMOL 
POS 8118. 
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KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL MEMBERIKAN KATA SAMBUTAN 
PADA ACARA PELELANOAN. 
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PENULIS BERSAMA DENOAN · 
BAPAKKEPALA KEJAKSAANNEOERI BANTUL DAN STAF 

PENULIS BERSAMA DENOAN TEMAN·TEMAN Dl KEJAKSAAN NEGERI BANTUL 

PENULTS BERSAMA DENGAN PFJABAT LELANG, 
IBU YULIANA TRI HASTUTI, BAPAK SUMADJ DAN TEMAN·TEMAN STAF 
BAD AN PUSAT STATISTIK YOGY AKARTA SETELAH PELAKSANAAN LELANG 
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